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ABSTRAK

Nama : Evyta Chandra, SH.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen

Semanan Indah

Tesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalam
rangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yang
terpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perlu
diperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dari
perolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal.
Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaan
tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita
kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas —
asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihak
penyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen
Semanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum Tanah
Nasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalam
pembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai dengan
peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang — Undang nomor 16
tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadap
satuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri Negara
Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunan
selesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat
dipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran off Plan, yaitu
pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun
belum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat tersebut.

Kata Kunci :

Pengadaan Tanah
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ABSTRACT

Name : Evyta Chandra, SH.
Program : Notary Magister
Title : Land procurement for Apartment Semanan Indah

In order to ruin and develop a project, land is one of the most important things
where land procurement supports for the development of the project need to be
concerned. Land procurement sequence begin with concessions process up to
legalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one of
primary principal to get land authorization and laws/legal protection given by the
Badan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project has
given the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X.
PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal which
cause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize the
structure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, the
development of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unit
ownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartment
developer attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose and
utility based on Government regulation no. 16-year 1985 regarding the apartment
details, however the sluggishness process headed to the minister of public housing
judgment No. 11/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation),
where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment Semanan
Indah with off plan marketing process based on the minister of public housing
judgment as mentioned in above.

Key words:

Land Procurement
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, yang salah satu
cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Dalam bidang pertanahan dan
pembangunan pada umumnya, perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan
dasar manusia dan pembentukkan kepribadian bangsa, baik secara perorangan
maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dalam lingkungannya.
Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan unsur penting dalam
strategi pengembangan wilayah yang menyangkut aspek-aspek yang luas dibidang
kependudukan sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan
peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. ‘

Pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanah dan kemunduran
kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamnya konflik dalam penggunaan
tanah antar berbagai sektor pembangunan dalam berbagai tingkatan : kemiskinan,
sempitnya lapangan pekerjaan dan akses yang timpang dalam perolehan dan
pemanfaatan tanah, serta semakin terdesaknya hak-hak masyarakat hukum adat,
hanyalah beberapa contoh kenyataan yang harus dihadapi saat ini." Pembangunan
perumahan dan pemukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan yang layak
dan sehat dan layak huni serta memenuhi kebutuhan akan suasana yang
" memberikan rasa aman, damai, nyaman, tentram dan sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan manusiapun kian kompleks
sehingga yang mendasari manusia untuk mendirikan rumah makin beraneka
ragam sesuai dengan kebutuhan. Rumah yang dapat memberikan rasa nyaman
serta keamanan yang terjamin juga menjadi salah satu kriteria yang diinginkan
masyarakat. Mengingat tanah semakin penting artinya bagi pelaksanaan
pembangunan, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomis maupun politis, maka
pemerintah harus mampu menjamin tersedianya tanah untuk membangun

prasarana dan sarana pembangunan. Ux.ldang-Undang Pokok Agraria memberikan

! Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, (Jakarta:
Buku Kompas, 2001), hal. 45.
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wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia
untuk pada tingkatan yang tertinggi2:
1 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaaan
dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan
ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara perbuatan-
perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan sebidang tanah untuk
membangun rumah maupun melakukan kegiatan lain dalam rangka memenuhi
kebutuhan seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain. Tanah yang diperlukan
untuk keperluan tersebut meliputi tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta
ruangan yang ada diatasnya.” Mengingat kebutuhan akan pemukiman semakin
meningkat setiap tahunnya, maka erat kaitannya dengan kependudukkan seperti
jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan rata-rata jumlah jiwa perkeluarga di
Indonesia, karena pesatnya pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan
penyediaan tanah yang terbatas untuk perumahan dan pemukiman.

Hal ini menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah dalam
pembangunan perumahan dan pemukiman, terutama di daerah padat penduduk.
Salah satunya, kepadatan penduduk yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka
pemerintah memerlukan konsep perumahan yang efisien dan efektif dalam
pemanfaatan lahan.

Pemerintah juga harus tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang dan
keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Sehingga
pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan
untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun
daerah, juga pihak swasta, koperasi dan masyarakat luas. Penyediaan tanah untuk
kegiatan pembangunan, didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) bahwa “Bumi, air dan

kekayaan alam vyang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan

2 1Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hal. 2.
3Boedi Harsono, Hukum Agraaria Indonesia: Sejarah Pembentukkan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 18.
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Tujuan yang
hendak dicapai, tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas
hidup manusia, sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi
masyarakat Indonesia merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya
masyarakat. Program pengembangan perumahan ini bertujuan memantapkan
sistem hunian bagi masyarakat melaiui upaya menyempurnakan peraturan
pengembangan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, mengembangkan
pola subsidi yang efisien bagi masyarakat yang berpendapatan rendah,
meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan
perumahan.

Sasaran program adalah penyediaan rumah sehat dan menghindarkan
spekulasi tanah untuk perumahan dan pemukiman, meningkatkan ketersediaan
dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya
pasar primer dan paéar hipotik sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme
subsidi perumahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan
keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan
berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak, meningkatkan
investasi dibidang perumahan, serta terciptanya BUMN/ BUMD yang efisien,
efektif, dan akuntable serta terfokusnya kegiatan BUMN/ BUMD pada
pembangunan atau penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa
bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.’ Garis Besar Haluan Negara
menyebutkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman perlu lebih
ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat meratakan dan menjangkau kehidupan
.masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan senantiasa memperhatikan
rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial

disekitarnya.’

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Penerbit C.V Eko Jaya, Jakarta 2001.
5 Arie S Hutagalung, Condominium Dan Permasalahannya, (Jakarta: badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.1.
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Dalam rangka peningkatan hasil guna tanah, seiring dengan pesatnya
pertumbuhan penduduk, maka perlu adanya pemanfaatan dan penataan atas tanah,
sehingga dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Meningkatnya
pembangunan sektor perumahan dan pemukiman, maka secara otomatis makin
berkurangnya lahan di kota terutama di kota-kota besar yang sarat penduduk
seperti di DKI Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal selain
pembangunan perumahan dan pemukiman telah dikembangkan pembangunan
perumahan seperti pada pembangunan Apartemen atau Rumah Susun, karena
dengan adanya pembangunan Apartemen atau Rumah Susun dapat mengurangi
penggunaan tanah agar lebih bermanfaat.

Untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dalam pembangunan
Apartemen atau Rumah Susun, maka perusahaan yang mengadakan pembangunan
tersebut harus menyediakan tanah yang relatif luas tergantung dengan rencana
pembangunannya. Pengertian Apartemen dalam hal ini Rumah Susun, menurut
Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang dimaksud
dengan “Rumah Susun” adalah bangunan gedung berﬁngkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan
yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersama.

Menurut pendapat Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN tahun 1994,
menyatakan bahwa “Rumah Susun” merupakan terjemahan dari kata-kata
condominium, flat, atau apartment. Kondominium berasal dari kata condominium,
co berarti bersama-sama, dominium berarti pemilikan. Walaupun di Negara
Indonesia  dipergunakan istiléh seperti rumah susun, apartemen, flat,
kondominium, namun dalam bahasa hukum semuanya disebut rumah susun,
karena mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah

Susun.’

6 Oloan Sitorus, Balans Sebayang, Kondominium Dan Permasalahannya, (Yogyakarta: Mitra
Kebijakan Tanah Indonesia, 1998), hal. 7-8.

Universitas Indonesia
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Rumah susun apabila ditinjau dari sudut penggunaannya dapat dibagi
menjadi tiga golongan, yaitu:’
1. Rumah susun hunian, yakni rumah susun yang seluruhnya berfungsi
sebagai tempat tinggal;
2. Rumah susun bukan hunian, yakni rumah susun yang seluruhnya tidak
berfungsi sebagai tempat tinggal, yakni berfungsi sebagai tempat usaha,
pertokoan, perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain sepanjang di dalamnya
mengandung sistem pemilikan perseorangan yang terpisah pada unit-
unitnya yang diikuti dengan pemilikan bersama atas benda bersama,
bagian bersama, dan tanah bersama, yang semuanya mengacu pada
Undang-Undang Rumah Susun;
3. Rumah susun campuran, yakni rumah susun yang sebagian berfungsi
sebagai tempat tinggal dan sebagian lagi berfungsi sebagai tempat usaha.
Sebelum dilakukan penyediaan tanah, perusahaan pembangunan harus
menetapkan lokasi dan luas tanah. Penyediaan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan pembangunan dengan memberikan
imbalan kepada yang berhak. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (untuk
selanjutnya cukup disingkat UUPA) serta peraturan pelaksanaannya menyediakan
berbagai cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Tata cara memperoleh
tanah tersebut, dapat digunakan sesuai dengan status tanah yang tersedia dengan
mengingat pula status calon pemegangang haknya. Karena status subyeknya
menentukan status tanah yang boleh dikuasainya, sekaligus menentukan pula tata
cara memperoleh tanah yang dapat digunakan.

Perusahaan yang mengadakan pembangunan Apartemen atau Rumah
Susun tersebut juga harus memperhatikan asas-asas umum yang berlaku dalam
pengadaan tanah. Asas-Asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan
perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional (untuk
selanjutnya disingkat HTN) kita kepada para pemegang hak atas tanah adalah:®

1. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh
HTN;

’ Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 13-14.
® Boedi Harsono, Op.Cit., hal. 345.
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bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya
(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana
(UU 51 Prp 1960);

bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang
disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari
pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak
penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk
menanggulangi gangguan yang ada:

gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata melalui
pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum kepada Bupati/
Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara;

bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum)
perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk
mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak
yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa
untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya
paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang
haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima
imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga
penawar pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan
Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt;

bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan
untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin
menggunakan tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan
tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan

secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya,
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dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur dalam UU
20/1961;

8. bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar
kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya
berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya
meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan
juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan
tanah yang bersangkutan;

9. bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika
tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan
hak, haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak
mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat

ekonominya.
Karena ada kemungkinan tanah yang akan dibangun perumahan dan pemukiman
oleh perusahaan tersebut adalah tanah yang dilekati hak-hak atas tanah yang telah
dihaki oleh seséorang maupun sekelompok masyarakat, sehingga diperlukan
upaya pelepasan tanah atau dengan upaya jual beli maupun dengan tukar
menukar, sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
Dalam rangkaian kegiatan pengadaan tanah, diperlukan pula suatu
pengaturan, dengan tujuan:
1. Agar pengadaan tanahnya dilaksanakan secara tertib:
a. Kegiatan perolehan tanahnya di lokasi yang ditetapkan dalam ijin lokasi;
b. Perolehan tanahnya tidak dengan cara paksaan atau penipuan;
c. Harus bermusyawarah dan disepakati bersama besarnya imbalan atau harga
tanahnya, dan harus layak.
2. Mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari:
a. Dicegah terjadinya cacat hukum,;
b. Harga tanah atau imbalan benar-benar di bayar lunas;
c. Tidak dibenarkan pemilik tanah menandatangani kertas materai kosong.
3. Melindungi yang empunya tanah:
a. Bahwa tanah yang dipunyai dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh
hukum (apabila surat bukti kepemilikannya lengkap atau telah bersertipikat);
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b. Bahwa sebagian besar belum ada surat tanda bukti haknya (bekas Hak Milik
Adat yang belum bersertipikat).’

Dalam pembangunan terhadap Rumah Susun selain memperhatikan asas-
asas umum dalam pengadaan tanah juga harus menerapkan pembangunan tersebut
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, salah satunya adalah Undang-
Undang nomor 16 tahun 1985 mengenai Rumah Susun. Berdasarkan uraian
tersebut di atas maka, penulis hendak mengemukakan tentang pembangunan
Apartemen Semanan Indah, apakah telah sesuai dengan asas-asas umum
pengadaan tanah yang diberikan oleh HTN dan penerapan Undang-Undang nomor
16 tahun 1985 mengenai Rumah Susun.

1.2  Pokok Permasalahan

Adapun yang ingin penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembangunan Apanem¢n Semanan Indah yang telah
dilekati oleh hak atas tanah oleh sekelompok masyarakat, menurut
asas-asas umum dalam pengadaan tanah?

2. Bagaimanakah pembangunan Apartemen Semanan Indah dan
kepemilikan hak atas apartemen oleh pembeli, menurut Undang-
Undang nomor 16 tahun 1985?

1.3 . Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan secara normatif,
yaitu melalui sumber dari studi kepustakaan dan yang digunakan adalah bahan-
bahan yang oleh penulis di dapat melalui buku-buku, peraturan Perundang-
undangan yang berhubungan dengan pengadaan tanah terhadap pelaksanaan
pembangunan Rumah Susun, teori yang berlaku, maupun artikel dari para pakar
hukum dan lain sebagainya. Bertujuan untuk meneliti tentang asas-asas umum di
dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan asas-asas hukum menurut Undang-
Undang nomor 16 tahun 1985 dalam pembangunan Apartemen Semanan Indah.

? Irene Eka Sihombing, Diktat Mata Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, 2002), hal. 1.
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Penulis menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yaitu dengan
melakukan wawancara kepada beberapa pegawai kantor PT. X yang mendirikan
Apartemen Semanan Indah. Kedua, data sekunder yang terdiri dari sumber hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-
Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Serta Sumber hukum
sekunder lainnya berupa buku, artikel ilmiah, tesis dan lainnya yang merupakan
bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber primer diperoleh dari kepustakaan.
Sumber hukum tersier berupa buku panduan yang dapat memberi petunjuk berupa
buku petunjuk untuk melakukan suatu penelitian. Data Metode analisis data yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.'®

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini akan diuraikan secara
garis besar, dimana bab-bab tersebut saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan.

Bab I Pendahuluan, berisi sub-bab sub-bab yakni latar belakang berupa
masalah, pokok permasalahan, metode penelitian yakni mengenai metode-metode
apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dan
mengenai sistematika penulisan.

Bab II Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen Semanan Indah
memaparkan lebih lanjut mengenai beberapa sub bab, yakni:

a. Landasan Teori: mengenai pengertian tanah, hak atas tanah, tata cara
perolehan tanah: Jika yang tersedia Tanah Negara, harus ditempuh dengan
cara Permohonan hak; Jika yang tersedia tanah hak, ditempuh dengan cara
Pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah; Pembebasan hak
seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor
55 tahun 1993 telah dicabut namun tata cara pelaksanaannya masih
berlaku dan diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor
36 tahun 2005; Pencabutan hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang

'” Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. I1I, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986),
hal. 32
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nomor 20 tahun 1961. Serta teori mengenai pengertian pengadaan tanah

dan penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah

Susun.

b. 1. Bagaimana cara PT. X memperoleh tanah untuk pembangunan
Apartemen Semanan Indah, apakah sudah sesuai dengan asas-asas umum
pengadaan tanah;

2. Cara pembangunan dan pemilikan satuan atas rumah susun menurut

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985;

3. Analisa terhadap pokok permasalahan.

Bab III Penutup berisi kesimpulan yang merupakan simpulan dari tesis ini
dan saran penulis bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Apartemen
Semanan Indah ini untuk lebih memahami dan menerapkan Peraturan yang
berlaku.
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BAB 2
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN APARTEMEN
SEMANAN INDAH

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Tanah Dan Pengadaan Tanah
Sebutan Tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam beberapa arti, maka

dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah
tersebut digunakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994) Tanah
adalah:"'

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.

b. Keadaan bumi di suatu tempat.

¢. Permukaan bumi yang diberi batas.

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal

dan sebagainya).

Pengertian “tanah” itu sendiri dimana dalam hukum tanah kata sebutan
“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi
batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat
UUPA). Dalam Pasal 4 UUPA Dinyatakan bahwa:

“ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah.
Yang dapar diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan
demikian tanah menurut ﬁengertian yuridis adalah permukaan bumi, dan hak atas
tanah adalah hak atas permukaan bumi, yaitu bagian tertentu dari permukaan bumi

1! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.19.
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yang menurut satuan-satuan yang terbatas dan berdimensi dua dengan ukuran
panjang dan lebar tertentu.'?

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia,
merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan
bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
yang terbagi secara adil dan merata, sehingga tanah adalah untuk diusahakan atau
digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu
penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu
diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatanya serta
sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak terutama
golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam
‘mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan."”

Kaitannya dengan pembangunan tersebut adalah tanah yang memberikan
peranan penting dalam mendorong laju pertumbuhan masyarakat dan memberikan
peranan yang cukup potensial yang dapat mengembangkan ruang dan penggunaan
suatu kebutuhan yang tepat dengan pembangunan Nasional. Pengadaan tanah
(penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan) menurut Irene Eka Sihombing
adalah rangkaian kegiatan yang diawali dari perolehan ijin-ijin yang diperlukan
sampai dengan perolehan tanah secara legal.”

Penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan, didasarkan pada Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 dimana tujue‘m yang hendak dicapai: Tanah diseluruh wilayah

Republik Indonesia (RI) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

12 Boedi Harsono, Op.cit., hal. 449.

13 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Badan Penerbit
Universitas Trisakti, 2002), hal. 4.

14 Irene Eka Sihombing, Diktat Mata Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta : 2002), hal.1.
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rakyat Indonesia terpenuhi apabila kebutuhan primer rakyat Indonesia terhadap

tanah dapat terpenuhi.

Adapun kebutuhan rakyat Indonesia yang Primer adalah:'®

a. Penyediaan tanah untuk perumahan (WISMA).

b. Penyediaan tanah untuk kegiatan usaha (KARYA), baik dikota maupun
didesa, baik yang dipergunakan pemerintah maupun swasta.

c. Penyediaan tanah untuk sarana perhubungan (MARGA).

d. Penyediaan tanah untuk sarana rekreasi (SUKA).

e. Penyediaan tanah untuk pertahanan dan keamanan, Kegiatan keagamaan,
Pendidikan, Kesenian, Kebudayaan, Ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya
(PENYEMPURNA).

Pendapat Sunaryo Basuki, Pengadaan tanah adalah menguasai dan
menggunakan tanah yang dilandasi salah satu hak atas tanah tersebut merupakan
apa yang disebut penguasaan dan pengunaan tanah yang legal yang dilindungi
oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik dari pihak warga
masyarakat, maupun dari pihak penguasa sekalipun, oleh karena itu jika
diperlukan tanah yang telah dikuasai secara legal oleh suatu pihak, baik bidang
tanah tersebut hanya dapat diperoleh dengan persetujuan pemegang haknya
(secara musyawarah), baik dengan cara pemindahan hak ataupun pembebasan
tanah.'® Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan
apapun harus- ada landasan yuridis/ landasan haknya, dengan demikian akan
tercipta suatu hubungan hukum ).'ang konkrit antara pemegang hak atas tanah

yaitu pemilik tanah dengan tanah yang dikuasainya.

' Ibid, hal. 1-2.
' Sunaryo Basuki, Diktat Tata Cara Memperoleh Tanah, (Jakarta :2001), hal.1.
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2.1.2 Asas-Asas Umum Dan Dasar Hukum Pengadaan Tanah

Asas-asas dasar hukum agraria dewasa ini tersebar dalam Undang-Undang

Dasar 1945 dan UUPA. Asas-asas tersebut akan tetap mendasari Hukum Tanah
Nasional (yang selanjutnya disingkat HTN), yaitu :'’

1. Asas religiositas yang memperhatikan unsur-unsur yang berdasar pada
hukum agama (konsiderans berpendapat, Pasal 1 dan 49 UUPA);

2. Asas kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan
memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan
tanah untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kemakmuran bangsa dan Negara (Pasal 9, 20 dan 55 UUPA);

3. Asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku,
agama dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA);

4. Asas Pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguésaan dan
pemanfaatan tanah yang tersedia (Pasal 7,11 dan 17 UUPA);

S. Asas keberéamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan
tanah dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para
petani (Pasal 11 dan 12 GUPA);

6. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan
penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi
lemabh, terutama para petani (Pasal 11,13 dan 19 UUPA);

7. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam yang
strategis secara_berencana, optimal, efisien, dan berkelanjutan, dalam

rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan

menjaga kelestarian dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14 UUPA);

17 Ibid, hal. 34-35.
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8. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-
masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.

Adapun Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan
perlindungan hukum yang diberikan oleh HTN kita kepada para pemegang hak
atas tanah adalah:'®

1. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh
HTN;

2. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya
(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana
(UU 51 Prp 1960);

3. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang
disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari
pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak
penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

4. bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk
menanggulangi gangguan yang ada:

a. gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata
melalui pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum
kepada Bupati/ Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

b. gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum)
perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk
mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak
yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

6. bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa
untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya

18 Boedi Harsono, Qp.Cit., hal, 345,
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paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang
haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima
imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga
penawar pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan
Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt;

. bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan

untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin
menggunakan tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan
tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan
secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya,

dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur dalam UU
20/1961;

. bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar

kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya
berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya
meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan
juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan
tanah yang bersangkutan; '

bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika
tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan
hak, haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak
mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat
ekonominya.

Dalam rangkaian kegiatan Pengadaan Tanah, dilakukan berdasarkan

peraturan yang berlaku. Pada Tanggal 17 Juni 1993 diterbitkan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 ini telah dicabut namun tata cara pelaksanaannya masih berlaku dan diganti

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2005 yang

mengatur mengenai “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum”, menimbang;:
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1. bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum
yang memerlukan tanah maka pengadaannya perlu dilakukan secara tepat
dan transparan dengan tetap memperhatikan prinSip penghormatan
terhadap hak-hak yang sah atas tanah;

2. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum sebagimana telah ditetapkan dengan keputusan
Presiden nomor 55 tahun 1993 sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum
dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pengertian pengadaan tanah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa:
“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan

pencabutan hak atas tanah”.

Prosedur yang harus ditempuh dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pengadaan Tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

1. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
2. Pencabutan hak atas tanah.

Persoalan mengenai kepentingan umum secara konsepsional memang sulit
sekali untuk dirumuskan dan lebih-lebih kalau kita lihat secara operasional.
Dalam rangka pengambilan tanah masyarakat penegasan tentang kepentingan

umum yang akan menjadi dasar dan kriterianya perlu ditentukan secara tegas

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2004niversitas Indonesia
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sehingga pengambilan tanah-tanah dimaksud benar-benar sesuai dengan landasan

hukum yang berlaku."®

2.1.3 Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Pembangunan

Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang
Rumah Susun, rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah yang berstatus
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak
Pengelolaan. Apabila tanah yang digunakan berstatus Hak Milik maka
penyelenggara pembangunan wajib menyelesaikan Hak Guna Bangunan diatas
Hak Milik yang bersangkutan sebelum menjual satuan - satuan rumah susun yang
dibangunnya dalam rangka melindungi konsumen.

Jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan menginginkan
seseorang menguasai tanah secara aman dan mantap, penguasaan yang mantap
ditinjau dari aspek waktw/ lamanya seseorang dapat mempunyai/ menguasai
tanahnya dan isi kewenangan dari hak atas tanah tersebut sedangkan penguasaan
secara aman dimana berarti bebas/ dilindungi dari/ terhadap gangguan - gangguan
ada upaya untuk menanggulanginya. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal
dari sesama masyarakat yang menguasai tanah secara ilegal dan para penguasa
pembangunan,

Dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dari penguasa, bersumber dari
UUPA telah dibuat perangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
bagaimana penguasa dapat menguasai tanah yang diperlukannya apabila tanah
tersebut dikuasai rakyat. Ketentuan-ketentuan itu adalah ketentuan-ketentuan
tentang pembebasan hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan pembebasan
tanah dan ketentuan-ketentuan tentang pencabutan hak yang diatur dalam
Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 berdasarkan Pasal 18 UUPA. Pada asasnya
apabila penguasa ataupun pengusaha memerlukan tanah untuk keperluan apapun

maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui jalan

¥ 1 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Edisi
Revisi), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 123.
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musywarah antara pihak yang memerlukan tanah hingga dicapai suatu kata
sepakat antara kedua belah pihak.”
Di dalam pengadaan tanah untuk keperluan usaha dan keperluan pribadi

terlebih dahulu harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut:?!

1. Proyeknya
Apa yang akan dibangun diatas sebidang tanah dalam hal ini perlu dibedakan
proyek untuk kepentingan:
a. Pribadi calon pemegang hak yang bersangkutan.
b. Kegiatan usaha/ bisnis
c. Pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres nomor 55 tahun 1993.

2. Lokasinya
Dalam rangka penetapan lokasi untuk pembangunan perumahan untuk
kepentingan pribadi dan rumah tinggal harus memperhatikan peruntukkan dan
penggunaan tanahnya di daerah tersebut, juga kesesuaiannya dengan Rencana
Tata Ruang Kota daerah setempat. Rencana Tata Ruang Kota berkaitan dengan
Rencana Tata Guna Tanah, dasar hukum Rencana Tata Guna Tanah terdapat
dalam:
a. Undang - Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960:
1). Pasal 2 ayat 1,2,3 UUPA;
2). Pasal 13 ayat 1 UUPA;
3). Pasal 14 ayat 1 UUPA;

4). Pasal 15 UUPA.

% Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan

Karangan), (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 95-96.
%I Sunaryo Basuki, op.cit., hal.5-6.
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b. Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Yang dimaksud dengan Tata Guna Tanah ialah rangkaian kegiatan-kegiatan
penataan, peruntukkan, penggunaan dan penyediaan tanah secara berencana dan
teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara. Pembangunan
perumahan untuk kepentingan usaha dan bisnis harus diperlukan izin untuk
pelaksanaan pembangunan, dimana untuk pembangunan perumahan didaerah luar
DKI Jakarta sebelum mengajukan permohonan izin hak diajukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan setempat, terlebih dahulu dimohonkan Izin Prinsip kepada
Pemerintah Daerah setempat atau Izin Prinsip diberikan oleh Bupati/ Walikota.

3. Status tanah yang tersedia

a. Tanah Negara

1). Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

2). Belum pernah sama sekali dikuasai oleh pemegang hak.

3). Tanah garap atau tanah yang dikuasai bukan oleh pemegang haknya tapi
adanya suatu perjanjian.

4). Berasal dari tanah hak yang sudah dibebaskan namun belum diajukan
permohonan hak baru.

Dengan berkembangnya Hukum Tanah Nasional lingkup pengertian tanah-tanah
yang di dalam UUPA disebut dengan tanah Negara juga mengalami
perkembangan. Semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh

Negara, diluar apa yang disebut tanah-tanah hak dan apa yang telah disebutkan

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009 Universitas Indonesia
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diatas. Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada

kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah negara itu, menjadi:*2

1)

2)

3)

4)

5)

Tanah-tanah Wakaf, yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah
diwakafkan.

Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan
Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian
kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.
Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh
masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan Hak Ulayat.
Tanah-tanah Kaum, yaitu tanah bersama masyarakat-masyarakat
hukum adat genealogis.

Tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Departemen
Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan. Hak
penguasaan ini hakekatnya juga merupakan pelimpahan sebagian

kewenangan Hak Menguasai dari Negara.

b. Tanah Hak, adalah tanah yang sudah dihaki dengan salah satu hak atas

tanah. Tanah Hak dibagi menjadi:

1)

2)

Tanah Hak Primer, jenis-jenis tanah haknya berupa: Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

Tanah Hak Sekunder, jenis-jenis tanah haknya berupa: Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai

atas Tanah, Hak Menumpang,.

Berdasarkan uraian hak-hak atas tanah diatas, diadakan pengelompokkan
hak-hak atas tanah dalam 2 kelompok yaitu:

2 Boedi Harsono, op.cit., hal. 274-275.
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1. Hak-hak atas tanah yang primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh

negara. Hak-hak atas tanah primer meliputi:
A. Hak Milik

a)

b)

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah.
Subyek pemegang hak

1. Warga Negara Indonesia (tanpa membedakan asal keturunan).

Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh pemerintah, yaitu:
a. Bank-bank Negara;

b. Koperasi Pertanian;

c. Badan Keagamaan;

d. Badan-badan Sosial.

¢) Peruntukannya

Memenuhi keperluan pribadi pemegang haknya.
d) Jangka waktunya
Tidak terbatas.

e) Kewenangan Subyek Pemegang Hak, yaitu:

1.

o W

o o p

Menggunakan tanah Hak Miliknya untuk memenuhi keperluan
pribadinya,

Tanah Hak Milik juga dapat dialihkan kepada pihak lain, melalui
perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah wasiat.
Pemegang tanah Hak Milik juga dapat menyewakan tanah Hak
Miliknya kepada orang lain dengan dibebani Hak Sewa.

Tanah Hak Milik dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak
Tanggungan.

Tanah Hak Milik dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Tanah Hak Milik dapat diwakafkan

Hak Milik hapus bila:

Tanahnya jatuh pada Negara:

Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA.

Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya.

Karena ditelantarkan.

i itas Indonesia
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d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
2. Tanahnya musnah.
B. Hak Guna Usaha®

a) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara.

b) Subyek Pemegang Haknya

1. Warga Negara Indonesia;

2. Badan Hukum Indonesia ( Perseroan Terbatas, Koperasi).

¢) Peruntukannya

Pengembangan perusahan pertanian dalam arti luas (perkebunan,

perikanan dan peternakan).

d) Jangka Waktunya

1. Untuk mengembangkan tanaman biasa, jangka waktunya 25 tahun dan

dapat diperpanjang lagi 25 tahun.

2. Untuk mengembangkan tanaman keras, jangka waktunya 35 tahun dan

dapat diperpanjang lagi 25 tahun.

e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya

- Mempunyai kewenangan untuk menggunakan sendiri tanahnya.

2. Tanahnya dapat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui perbuatan

hukum jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun hibah wasiat.

3. Pemegang tanah Hak Guna Usaha dapat menjadikan tanah Hak Guna
Usahanya sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.
Tanah Hak Guna Usaha dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Hak Guna Usaha hapus bila:

Jangka waktunya berakhir;

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
Dicabut untuk kepentingan umum;

Ditelantarkan;

N -2 >

o wmoA W

Tanahnya musnabh;

 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20,
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7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.

C. Hak Guna Bangunan®
a) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
b) Subyek Pemegang Haknya
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan Hukum Indonesia.
¢) Peruntukkannya
Dapat digunakan untuk membangun rumah tinggal, akan tetapi sebagian

besar digunakan sebagai sarana kegiatan bisnis.

d) Jangka Waktunya

Jangka Waktu HGB adalah 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun.

e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya

1. Pemegang tanah HGB mempunyai kewenangan untuk menggunakan
sendiri tanahnya. _

2. Tanah HGB dapat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui
perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah wasiat.

3. Pemegang tanah HGB dapat menjadikan tanahnya sebagai jaminan

kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.

Tanah HGB dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Hak Guna Bangunan hapus bila:

Jangka waktunya berakhir.

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat

tidak dipenuhi.

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

N =2 s

Dicabut untuk kepentingan umum.
Ditelantarkan.

Tanahnya musnah.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 UUPA.

N osw

2 Ibid, Pasal 35-40.
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D. Hak Pakai®

a)

b)
1.

2
3.
4

c)

Hak Pakai adalah hak yang memberikan kewenangan untuk
menggunakan tanah kepunyaan pihak lain.
Subyek Pemegang Haknya

Warga Negara Indonesia.

. Badan Hukum Indonesia.

Warga Negara Asing.

. Badan Hukum: Asing,

Peruntukkannya

Untuk membangun rumah tinggal, akan tetapi sebagian besar digunakan

sebagai sarana kegiatan bisnis. Disamping itu tanah Hak Pakai

diperuntukkan bagi kegiatan khusus, seperti pembangunan rumah ibadah,

instansi pemerintah, departemen dan penyediaan sarana untuk kedutaan

besar.

d)
1.

Jangka Waktunya .
Tanah Hak pakai yang digunakan untuk keperluan khusus jangka
waktunya selama diperlukan.

2. Untuk keperluan pribadi dan kegiatan usaha jangka waktunya 25 tahun
dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun.
e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya
1. Mempunyai kewenangan untuk menggunakan sendiri tanahnya.
2. Tanahnya dapat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui perbuatan
hukum jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun hibah wasiat.
3. Pemegang tanah Hak Pakai dapat menjadikan tanah Hak Pakainya
sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.
4, Tanah Hak Pakai dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
2. Hak-hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber pada hak pihak lain.
A. Hak Guna Bangunan yang sekunder;
B. Hak Pakai yang sekunder;
C. Hak Gadai;
D. Hak Usaha Bagi Hasil;

5 Ibid, Pasal 41-43.
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E. Hak Menumpang;
F. Hak Sewa.

4. Tata cara memperolehnya
Undang - Undang dan peraturan pelaksananya menyediakan berbagai cara untuk
memperoleh tanah yang diperlukan. Tata cara memperoleh tanah tersebut dapat
digunakan sesuai dengan status tanah yang tersedia dan dengan mengingat pula
status calon pemegang haknya, karena status subyeknya menentukan pula tata
cara memperoleh tanah yang dapat digunakan. Dalam rangka menggunakan tata
cara memperoleh tanah perlu diperhatikan hal - hal yang disebut di bawah ini,
mengingat penggunaan tata cara yang disediakan dalam Hukum Tanah Nasional
tergantung pada:26
a. Status hukum tanah yang diperlukan.
b. Status hukum yang memerlukan atau calon penerima haknya.
c. Ada atau tidaknya kesediaan yang empunya tanah untuk menyerahkan
tanah yang bersangkutan kepada pihak yang memerlukan.
d. Cara memperoleh tanah yang diperlukan wajib dilaksanakan dengan
musyawarah secara langsung dengan pemegang haknya.
Berdasarkan kriteria tersebut, disusun sistem perolehan tanah baik untuk
keperluan pribadi, usaha, ataupun kepentingan umum sebagai berikut:’
1. Jika tanah yang tersedia Tanah Negara, harus di tempuh cara permohonan hak
baru. Permohonan hak, dapat digunakan apabila tanah yang tersedia berstatus

tanah Negara, termasuk tanah yang berasal dari pembebasan atau pelepasan hak

26 Sunaryo Basuki, Hal.2.

¥ Rangkuman Hasil Kebijakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta: Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas

Trisakti, 2002.
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untuk kepentingan pihak lain. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk
memberikan hak atas tanah adalah:

a. Menteri Dalam Negeri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional;

b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi;

c. Kepala Kantor Pertanahan di tiap-tiap Kabupaten atau Kota.

Hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh melalui permohonan hak adalah Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

2. Jika tanah yang tersedia tanah hak:

(1). Jika ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai penyerahan tanah
yang bersangkutan berikut imbalannya:

a. ditempuh acara pemindahan hak, jika yang memerlukan tanah
memenuhi syarat sebagai pemegang haknya. Tujuannya adalah
memindahkan hak atas tanah kepada subyek pemegang hukumnya
memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pengertian pemindahan
hak yang didahului perubahan hak adalah penetapan Pemerintah
mengenai penegasan bahwa sebidang tanah awalnya dimiliki
dengan sesuatu hak, atas permohonan pemegang haknya menjadi
tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya
dengan hak yang lain jenisnya dari semula.

b. Ditempuh acara pelepasan hak, diikuti pemberian hak baru yang
sesuai, jika pihak yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat.
Yang dimaksud dengan penyerahan atau pelepasan hak ini adalah

kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas
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tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan pemberian imbalan
yang layak atas dasar musyawarah.
(2). 3ika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh acara
pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum
dan tidak dapat digunakan tanah yang lain (diikuti dengan pemberian hak baru
yang sesuai). Pasal 18 UUPA menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian dan menurut cara yang
diatur dengan Undang-Undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPA maka
diterbitkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961
nomor 288, Tambahan Lembaran Negara nomor 2324) tentang Pencabutan Hak.28
Dalam melakukan Pencabutan Hak, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah?29:
a. Wewenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah ada pada
Presiden Republik Indonesia.
b. Acara Pencabutan Hak atas tanah hanya diperkenankan:
1) Benar-benar untuk kepentingan umum;
2) Proyeknya tidak dapat dipindahkan lokasinya;
3) Proyeknya semata-mata tidak mencari keuntungan.
Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah “cara yang terakhir”
untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan tertentu
untuk kepentingan umum setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah

dengan yang empunya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil

28 Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,

(Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 438.
2 Ali Achmad, Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hal. 113.
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sebagaimana yang diharapkan sedang keperluan untuk penggunaan tanah
dimaksud sangat mendesak sekali.*®

(3). Dimungkinkan pula, apabila tanah yang tersedia adalah tanah Hak Milik,
membebaninya dengan hak-hak sekunder (Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
maupun Hak Sewa).

2.1.4 Penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah

Susun

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Pemda DKI adalah
penyediaan tanah dan peruntukannya baik untuk pembangunan, perumahan,
perdagangan, jasa, fasilitas umum dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat
setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan akan tanah tersebut dihadapkan pada
sempitnya tanah yang tersedia, sehingga hal ini perlu diantisipasi dengan
pengendalian harga tanah dan pengawasan terhadap penggunaan lahan yang
didasarkan pada kebijakan tanah kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,
upaya yang diambil Pemda DKI Jakarta adalah dengan pemberian ijin Surat
Persetujuan Pembebasan Tanah (SP3L) dan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan
Tanah (SIPPT).3!

Undang-undang perumahan dan pemukiman mendefinisikan rumah
sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga. Wujud dan bentuk sebuah rumah bukan menjadi masalah
pokok, karena sebuah rumah dilihat dari fungsinya. Rumah dapat dibangun atas
tanah sebagai satuan yang berdiri sendiri atau dibuat secara vertikal dan horizontal
sesuai dengan bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, yang dapat
dihuni dan dimiliki secara terpisah yaitu yang dikenal sebagai rumah susun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang
Rumah Susun, yang dimaksud dengan “Rumah Susun” adalah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-

3% 4. Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah. Pembebasan Tanah dan

engadaan Tanah Bagi Pel aan Pel an Kepentingan Umum Di Indonesia isi
Revisi), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 75.

31 Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan
Karangan), (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 150.

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009ypiversitas indonesia



30

bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal
dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni
secara terpisah, terutama bentuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama. Menurut Undang-undang Rumah
Susun istilah “Rumah Susun” memberikan pengertian hukum bahwa bangunan
gedung bertingkat mengandung sistem pemilikan perorangan dan hak bersama
baik untuk hunian maupun bukan hunian, secara mandiri atau terpadu sehingga
satu kesatuan sistem pembangunan.

Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun
1988 tentang Rumah Susun menentukan mengenai lokasi yang perlu diperhatikan
untuk pembangunan bagi Rumah Susun:3

1 Rumah susun harus dibangun dilokasi yang sesuai dengan peruntukan dan
keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata
guna tanah yang ada.

2. Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan
berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan
ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota.

3. Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik
langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan maupun
penghunian  serta  perkembangan  dimasa mendatang, dengan
memperhatikan keamanan, ketertiban dan gangguan pada lokasi
sekitarnya.

4. Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih
dan listrik.

5. Dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh pelayanan

jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara pembangunan wajib

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, Pasal
22 Ayat 1-5.
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menyediakan secara tersendiri sarana air bersih dan listrik sesuai dengan

tingkat keperluannya, dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Penyelenggara pembangunan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Agraria nomor 2 tahun 1999 mengajukan permohonan untuk
menggunakan lokasi tanah yang dipilihnya kepada pemerintah daerah setempat.
Jika permohonan tersebut disetujui maka penyelenggara pembangunan rumah
susun dapat melakukan serangkaian kegiatan pengadaan tanah untuk mendapatkan
tanah tersebut, jika tanah tersebut bukan milik penyelenggara pembangunan
rumah susun.

Kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh penyelenggara
pembangunan rumah susun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 dilakukan dengan cara jual
beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak -
pihak yang bersangkutan dalam hal ini antara pihak penyelenggara pembangunan
rumah susun dengan pemilik tanah yang tanahnya hendak dijadikan lokasi untuk

pembangunan rumah susun.

2.2 Pembahasan Pokok Permasalahan
2.2.1 Bagaimana cara PT. X memperoleh tanah untuk pembangunan
Apartemen Semanan Indah, apakah sesuai dengan asas-asas umum
pengadaan tanah?

Pembangunan Apartemen Semanan Indah mulai dilaksanakan sejak tahun
2003 sampai sekarang, oleh PT. X selaku penyelenggara pembangunan
Apartemen, dimana PT. X telah mendapatkan bidang tanah yang dipakai untuk
pembangunan Apartemen Semanan Indah, maka pelaksanaan pengadaan tanah
terhadap bidang tanah tersebut dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan isi dalam
Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005,
tentang pengadaan tanah menyebutkan bahwa “Pengadaan tanah adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada
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yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda
yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.

Status tanah yang tersedia untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah
adalah tanah Hak Milik dengan luas tanah tersebut adalah 4.290 m2. Cara yang
harus ditempuh oleh Badan Hukum yaitu PT. X selaku penyelenggara
pembangunan Apartemen Semanan Indah untuk mendapatkan tanah yang
diperlukan adalah dengan cara pembebasan hak karena PT. X adalah Badan
Hukum, yang tidak memenuhi syarat menjadi subyek Hak Milik. Selaku Badan
Hukum, PT. X hanya diperbolehkan mendapatkan tanah dengan status tanah Hak
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai.

Pengertian pembebasan hak/ pelepasan hak itu sendiri adalah setiap
perbuatan untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah
haknya dengan disertai pemberian ganti kerugian yang disepakati bersama atas
dasar musyawarah secara langsung antara PT dengan pemilik tanahnya mengenai
berapa besamya ganti kerugian atas bidang tanah berikut dengan bangunan/
tanaman dan benda-benda lain yang melengkapinya. Apabila besarnya ganti
kerugian sudah disepakati, maka pemilik tanah bersedia untuk mengosongkan
tanahnya. Dengan demikian pembebasan hak atau pelepasan hak pada dasarnya
merupakan suatu perjanjian atau perikatan, oleh karenanya termasuk perbuatan
hukum seperti halnya Jual Beli. Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak
atau pelepasan hak pada hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah
Hak Milik, jika dijual pada pihak lain. Apabila kegiatan memperoleh tanah datang
dari pihak yang memerlukan tanah, disebut dengan pembebasan hak atau
pembebasan tanah.

Dalam rangkaian pengadaan tanah untuk pembangunan Apartemen
Semanan Indah juga mengalami hambatan, yaitu: pemilik hak atas tanahnya tidak
bersedia melepaskan tanahnya dengan ganti rugi yang diberikan oleh PT. X.
Kesediaan pemilik hak atas tanah untuk melepaskan haknya atas tanah tersebut
merupakan salah satu faktor penting dalam hal penyediaan untuk melaksanakan
pembangunan Apartemen Semanan Indah, maka PT. X melakukan musyawarah
untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam menetapkan bentuk dan besarnya
ganti rugi, PT. X melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh kedua belah pihak
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yaitu antara PT. X dengan pemegang hak atas tanah. Didalam melaksanakan
musyawarah tersebut PT. X memberikan penjelasan kepada pemegang hak atas
tanah tentang rencana pembangunan Apartemen Semanan Indah yang akan
dilaksanakan serta tata cara jalannya musyawarah, dimana dalam hal ini pemilik
hak atas tanah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, agar mendapatkan hasil yang dapat
disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila musyawarah dapat menghasilkan
kesepakatan harga, maka PT. X mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan
besarnya ganti kerugian, namun PT. X mengalami hambatan mengenai harga yang
disepakati, hal ini dikarenakan harga atas tanah yang diminta oleh pemilik hak
atas tanah diatas harga yang diberikan oleh PT. X dan pemilik tanah
mempertahankan tanahnya dengan tujuan dapat menjual tanahnya dengan harga
yang lebih tinggi. Apabila pemilik hak atas tanah tetap bertahan dengan harga
yang diinginkan, maka PT. X tidak akan memaksa untuk membebaskan tanah
tersebut, karena pembebasan tanah dilakukan secara musyawarah, tanpa ada
paksaan/ tekanan dari piliak manapun.®
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005,
Pasal 15 Ayat 1 “Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenamya dengan
memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/ Tim
Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
b. Nilai Jual Bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertanggung jawab dibidang bangunan;
c. Nilai Jual Tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung
jawab dibidang pertanian.” _
Dalam pemberian ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan, PT. X mengacu
kepada hasil kelayakan harga dasar, harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian harga tanah sangat menentukan
kelancaran pengadaan tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah.
Sebelum tanah yang dikuasai oleh PT. X. Tanah yang tersedia adalah
tanah Hak Milik, untuk tanah Hak Milik tersebut PT. X memperoleh tanah

33 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semapan Indah, Jakarta, 27 Mei 2008
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melalui pembebasan hak/pelepasan hak seperti yang telah diuraikan sebelumnya
dan dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara musyawarah antara
pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen yaitu PT. X, Kemudian
pemilik tanah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH), lalu PT. X agar
dapat menguasai tanah tersebut secara legal maka mengajukan permohonan hak
baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu
30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk kemudian dapat diperbaharui
haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut diajukan oleh PT.X kepada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Setelah melaksanakan
pembebasan tanah dengan telah menguasai minimal 25 persen dari keseluruhan
tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X melakukan permohonan Surat Ijin
Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982 oleh Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat ljin Penunjukkan Penggunaan Tanah
No. 6700/TX/1982 seluas 4.290 m2 yang terletak di Komplek Semanan Indah
Blok A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Permohonan pengesahan Rencana Tapak /Site plan
proyek pembangunan Apartemen Semanan Indah, PT. X telah disahkan oleh
Bappeda Daerah Tingkat II, Jakarta Barat atas nama Walikota Madya Jakarta
Barat.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepada PT. X berdasarkan
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Penerbitan IMB ini, dengan telah memenuhi syarat adanya kelengkapan
surat-surat sebagai berikut: Keterangan Rencana Tapak, Sertifikat HGB No. 4490-
4491/HGB/Duri Kosambi dan Sertifikat HGB No. 4784/HGB/Duri’ Kosambi,
Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ Surat Ijin
Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), serta IMB.
" Penerapan antara asas-asas umum yang berlaku mengenai penguasaan
tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh HTN dengan cara PT. X
memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah:

1. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk

keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh HTN;
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Dalam hal ini tanah tempat berdirinya Apartemen Semanan Indah semula adalah
Hak Milik. Namun berdasarkan HTN, Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia dan Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh
pemerintah, maka berdasarkan hal tersebut PT. X mengalihkan hak-hak atas tanah
tersebut, semula berstatus tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, karena
Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh PT. X.

2. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya
(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU 51
Prp 1960);

Karena penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan hak yang sesuai
dengan subyeknya tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana, oleh
karenanya PT. X mengubah status hak atas tanahnya dari Hak Milik menjadi Hak
Guna Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang
disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak
manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa
sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

Karena penguasan dan penggunaan tanah oleh PT. X telah sesuai dengan landasan
hak yang disediakan oleh HTN, oleh karenanya penguasaan tanah oleh PT. X
dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun baik oleh sesama
anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, seiama gangguan
tersebut tidak ada landasan hukumnya.

4. Asas bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk

menanggulangi gangguan yang ada:
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a. gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata melalui
pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum kepada Bupati/
Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

b. gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau Pengadilan
Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini PT. X, mengenai gangguan yang ada dalam asas pengadaan tanah,
dimana:
a. gangguan oleh sesama masyarakat belum pernah diterima oleh PT. X maka PT.
X tidak perlu melakukan Gugatan perdata melalui pengadilan negeri atau meminta
perlindungan hukum kepada Bupati/ Walikotamadya.
b. karena PT. X belum pemnah mendapatkan gugatan oleh penguasa, maka PT. X
tidak perlu menggunakan sarana hukum melalui pengadilan umum atau
Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Asas bahwa dalam keadaah biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) perolehan tanah
yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan,
baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun
mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan untuk menerimanya;

Karena PT. X memperoleh tanah dalam keadaan biasa, maka perolehan tanah

tersebut didapatkan sudah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik

mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun
mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan untuk menerimanya, yang mana telah sesuai dengan asas yang ada.
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6. Asas bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa
untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam
bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya untuk
menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak
disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga pemnawar pembayaran yang
diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam
Pasal 1404 KUHPdt;

Karena PT. X telah mengadakan musyawarah mufakat mengenai penyerahan
tanahnya maupun imbalan ganti kerugian, maka tidak perlu adanya lembaga
penawar.

7. Asas bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan
untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin menggunakan
tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan tidak berhasil
memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti
tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, dengan menggunakan acara
pencabutan hak, yang diatur dalam UU 20/1961;

Karena tujuan PT. X tersebut mendirikan Apartemen Semanan Indah bukanlah
untuk kepentingan umum maka asas ini tidak perlu dipakai.

8. Asas bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar
kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya berhak
memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya meliputi tanahnya,
bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian

lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan;
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Bahwa PT. X dalam hal perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar
kesepakatan bersama pemegang hak sebelumnya sudah memperoleh imbalan atau
ganti kerugian yang bukan hanya meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik
pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai
akibat penyerahan tanah yang, bersangkutan.

9. Asas bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika
tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan hak,
haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak mengalami
kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya;

Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian yang diberikan oleh PT. X
kepada pemegang hak atas tanah sebelumnya telah sesuai dengan kesepakatan
para pihak, dimana harga tanah per meternya bervariasi antara Rp. 500.000 / m2
sampai dengan Rp. 800.000 / m2 dan harga ini sesuai dengan nilai jual obyek

pajak pada saat itu.

2.2.2 Cara pembangunan dan pemilikan satuan rumah susun menurut

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985?

Setelah memperoleh Hak Guna Bangunan kemudian PT. X memulai
kegiatan pembangunan Apartemen Semanan Indah dengan melakukan
pematangan areal tanah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Diperlukan
grading, yaitu kegiatan membentuk permukaan tanah sehingga hasilnya sesuai
dengan yang dibutuhkan atau direncanakan berdasarkan site plan dan pemasangan
bouw plan serta melengkapi ijin-ijin yang diperlukan yang harus dipunyai PT. X
untuk melakukan kegiatan membangun Apartemen.

Pengertian Apartemen dalam hal ini Rumah Susun menurut Undang-
Undang nomor 16 tahun 1985, yang dimaksud Rumah Susun adalah bangunan
gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009

Universitas Indonesia



MPmr e nr e e = o —

39

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki
dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Maksud dari bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama yaitu:

1. “Bagian bersama” adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak
terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan
rumah susun seperti: ruang umum, tuang tangga, lift, pondasi, balok, dinding,
lantai, atap, tangga, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan listrik, telekomunikasi,
dan ruang air condition (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985).

2. “Benda bersama” adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rumah
susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama
(jika ada) seperti: tanaman, bangunan, pertamanan, bangunan sarana sosial,
tempat ibadah termasuk tempat parkir (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 16
tahun 1985).

3. “Tanah bersama” adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan
batasnya dalam persyaratan ijin bangunan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor
16 tahun 1985).

Dalam membangun suatu Rumah Susun, terdapat 2 macam syarat yang
harus dipenuhi, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua
persyaratan itu tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985
juncto Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 Tentang Rumah Susun.

Membangun rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan administratif
yang berbeda dari perumahan biasa, hal ini disebabkan karena Rumah Susun
merupakan gedung bertingkat yang akan dihuni banyak orang, schingga perlu
dijamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan didalam rumah susun tersebut.
Persyaratan teknis tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun
1985 Tentang Rumah Susun, mengatur mengenai :

1. Ruang;

2. Struktur, kompenen dan bahan bangunan;

3. kelengkapan rumah susun;
4

Satuan rumah susun;
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5. Bagian dan benda bersama;

6. Kepadatan dan tata letak bangunan;

7. Prasarana dan fasilitas umum.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 Tentang Rumah
Susun, ditetapkan bahwa ketentuan teknis tersebut diatur oleh Menteri Pekerjaan
Umum dan harus sesuai dengan rencana tata kota. Persyaratan administratif yang
dimaksud adalah mengatur mengenai:

1. Izin lokasi (SP3L dan SIPPT) khusus wilayah DKI Jakarta;

Advice Planning;

Izin Mendirikan Bangunan;

Izin Layak Huni;

Sertipikat Tanah.

Apartemen Semanan Indah, bangunannya terdiri dari 2 (dua) rower

Nk B

(menara), untuk bangunan pertama disebut dengan fower alamanda dan untuk
bangunan yang kedua disebut dengan fower anggrek. Harga per unit satuan rumah
susun pada Apartemen Semanan Indah dipengaruhi oleh luas satuan rumah susun
tersebut dan dilantai berapa letak tempat satuan rumah susun tersebut berada,
dimana semakin tinggi lantai tempat satuan rumah susun tersebut berada maka
harganya semakin tinggi juga karena bisa melihat pemandangan lebih luas, antara
fower alamanda dan tower anggrek keduanya tidak ada perbedaan baik dari segi
bentuk, luas, jumlah unit-unit satuan rumah susunnya juga harganya.

Tipe satuan rumah susun pada lantai 2 sampai dengan lantai 8 yang
dipengaruhi oleh luas satuan rumah susun tersebut beserta jumlah kamar tidur
yang ada. Dalam pemasaran unit-unit satuan rumah susup pada Apartemen
Semanan. Indah maka PT. X menamakan keempat tipe satuan rumah susul
tersebut yaitu:

1. Tipe Studio

Luas perunitnya 15 meter persegi. Pada tipe studio ini tidak ada kamar tidurnya.
2. Tipe 1 kamar ,

Luas perunitnya 31 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 1.

3. Tipe 2 kamar

3 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta 27 Mei 2008
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Luas perunitnya 49 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 2.
4. Tipe 3 kamar
Luas perunitnya 60 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 3.

Lantai paling atas dari Apartemen Semanan Indah terdapat tipe yang
paling mewah dinamakan Pent house dimana terdiri dari 12 unit dan dibedakan
lagi menjadi 2 yaitu :

1. Tipe 1 kamar sudut

Luas perunitnya 35 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 1 dan hanya ada 2
unit satuan rumah susun.

2. Tipe 2 kamar sudut

Luas perunitnya 49 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 2 dan jumlah unit
pada tipe ini ada 10 unit satuan rumah susun.*

Lantai ini dinamakan tipe Pent house karena letak lantainya ada dipaling atas
rumah susun sehingga bisa melihat pemandangan jauh lebih luas dibandingkan
tipe-tipe yang terdapat dilantai bawah tipe ini.

Harga per unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah
bervariasi, tergantung dari luas, 1s1‘ dan letak luas satuan rumah susunnya.
Apartemen Semanan Indah merupakan apartemen modern dengan desain
minimalis karya arsitek ternama Indonesia. Suasana kehidupan modern pun
terlihat dalam interior dan eksterior apartemen ini. Apartemen Semanan Indah
hadir dilokasi paling ideal dalam pemukiman Taman Semanan Indah. Selain
Desain dan Suasana yang mengikuti perkembangan pembangunan apartemen
sekarang ini, lokasi dimana Apartemen Semanan Indah ini dibangun dalam satu
kawasan yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya serta Tol menuju
Bandara maupun Tol menuju kota. Sehingga untuk menuju lokasi dimana
Apartemen Semanan Indah ini berdiri, sangat mudah di datangi. Dan juga harga

yang sangat kompetitif.
- Fasilitas yang terdapat pada Apartemen Semanan Indah itu sendiri yaitu :*¢

1. Ruang security yang terdapat pada lantai 1;

35 Brosur Apartemen Semanan Indah, Mei 2008.
% Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta, 27 Mei 2008.
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2. Ruko yang terdiri dari 18 unit terdapat pada lantai 1;
3. Tempat parkiran baik untuk kendaraan beroda empat juga untuk kendaraan

roda dua yang terdapat pada lantai 1;
4. Fear alarm dan smoke detector pada setiap unit-unit satuan rumah susun

Apartemen Semanan Indah.
Selain fasilitas yang disediakan apartemen, penghuni apartemen juga dapat
menikmati fasilitas Taman Semanan Indah seperti:
1. Bank serta ATM Center;
2. Minimarket;
3. Sarana Ibadah;
4. Sekolah TK-SD-SMP-SMU Tiara Kasih;
5. Sports Club lengkap dengan lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang
bernuansa Bali plus papan luncur, fitness center dan caf€.
Disamping fasilitas yang ada juga terdapat prasarana lingkungan dan
utilitas umum yang disediakan yaitu:
1. Prasarana lingkungan meliputi :
a. Jalan: Jalan masuk, jalan utama, jalan lingkungan.
b. Saluran pembuangan: Air limbabh, air hujan.
2. Utilitas umum yang disediakan meliputi:
a. Jaringan listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik negara/PLN,
b. Jaringan telpon yang dikelola oleh PT. Telkom,
c. Jaringan air bersih yang dikelola oleh PDAM dan Gas,
d. Saluran TV parabola dan kabelvision,

e. Tempat pembuangan sampah.
Spesifikasi dan desain pembangunan Apartemen Semanan Indah

disesuaikan dengan gaya modern dan dari bahan atau material bangunan yang
berkualitas. Spesifikasi bangunan apartemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Area lantai:

e Lantai : Keramik 30x30

e Dinding : Bata diplester dan di cat
2. Unit:

e Lantai : Keramik 30x30
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e Kamar mandi : Keramik 20x20, PVC untuk pintu

e Dinding : Bata diplester dan di cat

e Plafond : Beton Exposed di cat dan gypsum

e Pintu : Double teak wood dicat, allumunium
e Jendela : Alumunium

e Sanitair : Toto / setara

e Dapur : Meja beton lapis keramik

e Fasilitas lainnya:

- Listrik 1.300 watt (tipe studio dan tipe 1 kamar tidur);

- Listrik 2.200 watt  tipe 2 kamar tidur);

- Sparing water heater di kamar mandi pada setiap tipe satuan unit

Apartemen Semanan Indah;

- Kabel power AC di kamar tidur.

Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka suatu rumah susun (dalam hal
ini Apartemen Semanan Indah) dapat melangsungkan penjualan satuan rumah
susunnya kepada calon pembeli berikut hak bersamanya yaitu benda bersama,
bagian bersama dan tanah bersama, sesuai dengan nilai perbandingan
proporsionalnya masing-masing. Umumnya, penjualan itu diawali dengan adanya
pemasaran. Pemasaran meliputi:*’

a. Aspek ekonomi adalah jenis pemasaran, ada 3 jenis pemasaran yaitu:
1. Pemasaran dalam keadaan off plan '
Jenis pemasaran ini sangat menguntungkan perusahaan pembangunan perumahan,
karena perusahaan tersebut menerima pembayaran terlebih dahulu dari calon
pemesan/ pembeli, serta dapat mendirikan bangunannya dengan biaya dari
pemesan/ pembeli tersebut. '
2. Pemasaran dengan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (untuk selanjutnya
disingkat dengan KPA), terdiri dari: |
a). KPA Developer
Jangka waktu pembayaran relatif singkat.
b). KPA Bank

37 Sunaryo Basuki, catatan kuliah tentang pemasaran rumah tunggal/ Apartemen, Hal. 1-4.
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Jangka waktu angsuran relatif lama dan jumlah angsuran disesuaikan dengan
penghasilan calon pembeli.
Jika menggunakan fasilitas KPA, maka yang harus dilakukan oleh pembeli
adalah:
(1). Membayar uang tanda jadi;
(2). Pembeli melunasi uang muka atau downpayment (untuk selanjutnya disingkat
DP);
(3). Pemindahan Hak Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang;
(4). Menandatangani perjanjian KPA,;
(5). Pendaftaran Jual Beli di kantor pertanahan.
3. Pemasaran secara tunai
Bangunan telah selesai dibangun dan calon pembeli membayar secara tunai harga
satuan apartemen yang akan dibelinya,

b. Aspek hukum
Melalui pemesanan/ booking, terjadilah suatu perjanjian antara developer yang
bersedia memenuhi kewajibannya dengan pihak pembeli yang bersedia
melaksanakan pesanan/ booking dengan membayar angsuran yang ditetapkan.
Jika pesanan tidak dibatalkan maka dipertegas perjanjian tersebut melalui
pengikatan jual beli, yang isinya mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan
para pihak berikut sanksinyajika salah satu ingkar janji.
Pengikatan jual beli tersebut memberikan kepastian hukum kepada developer
bahwa unit satuan rumah susun yang dibangunnya telah ada calon pembelinya,
dan kepada calon pembeli bahwa ia bersedia memenuhi kewajibannya dan akan
memperoleh hak atas satuan rumah susun melalui jual beli.

Pelaksanaan Jual Beli satuan rumah susun dalam hal ini Apartemen
Semanan Indah dilakukan sebelum Apartemen Semanan Indah selesai dibangun.
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang menyebutkan
“bahwa satuan rumah susun yang telah selesai dibangun baru dapat dijual untuk
dihuni setelah mendapat lzin Layak Huni dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan”. Dalam kenyataannya sebelum bangunan selesai, satuan rumah

susun Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon pembeli
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dengan menggunakan pemasaran off plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah
susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa
dalam pemasaran off plan terdapat Perjanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak
penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji. Sebelum melakukan
pemasaran off plan, maka PT. X selaku penyelenggara pembangunan Apartemen
Semanan Indah, terlebih dahulu menyelenggarakan Pemasaran dengan jalan
melalui iklan-iklan di media massa, pameran-pameran di pusat perbelanjaan / mall
mengenai tipe dan bentuk unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan
Indah. Jika ada calon pembeli yang berminat maka dapat langsung dilakukan
pemesanan terlebih dahulu atas unit satuan rumah susun yang diminatinya.

Prosedur yang dilakukan, dengan mengisi dan menandat;mgani formulir
pemesanan (booking Jorm) atas unit satuan rumah susun disertai lampiran
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (untuk selanjutnya disingkat KTP) calon
- pembeli, serta membayar biaya pemesanan (booking fee) yang telah ditetapkan.
Pada hari pemesanan (booking fee), yang berminat memesan dapat menerima dan
menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan pembangunan
perumahan dan pemukiman yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai
berikut:

1. Nama dan/ atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang
dipesan;

Nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
Luas satuan rumah susun; |

Harga jual satuan rumah susun;

Ketentuan pembayaran uang muka;
Spesifikasi bangunan;

Tanggal selesainya pembangunan rumah susun;

NS LA LN

Ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima
persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, serta
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menandatangani  dokumen-dokumen  yang  dipersiapkan  oleh
perusahaan penyelenggara pembangunan.
Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan
rumah susun yang dipesan, disertai ketentuan tentang tahapan pembayaran.

PT. X selaku penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah,
menawarkan 3 (tiga) macam pilihan cara pembayaran harga jual atas unit satuan
rumah susun Apartemen Semanan Indah, yaitu:*

1. Tunai Bertahap
Tunai bertahap maksudnya pembayarannya dilakukan secara kredit atau bertahap
yaitu sisa pembayaran dilakukan setelah pembayaran uang muka (down payment),
dilakukan melalui cicilan perbulan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah
diatur oleh penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah. Cara
pembayaran tunai bertahap yaitu diawali dengan melakukan pembayaran biaya
pemesanan (bookingfee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas 1 (satu)
unit satuan rumah susun yang dipesan oleh calon pembeli. Biaya pemesanan
(bookingfee) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga jual atas
unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah, apabila calon pembeli
memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan formulir pemesanan (booking forrri)
yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli yang juga disertai fotocopy
KTP calon pembeli unit satuan rumah susun Apartemen Semanan Indah. Dengan

telah diterimanya biaya pemesanan (booking fee), maka PT. X selaku
penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah setuju untuk
mencadangkan unit satuan Apartemen untuk kepentingan yang dibeli oleh calon
pembeli dengan data yang tercantum dalam formulir pemesanan (bookingform).

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan (booking
fee), calon pembeli membayar uang muka pertama (down payment) sebesar
16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harga jual atas unit
satuan rumah susun yang telah dipesan, dikurangi dengan uang pemesanan
(booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat dilakukan
pembayaran uang muka pertama (down payment) maka dalam waktu bersamaan

akan dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Bagi calon

3B Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta 30 Mei 2008.
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pembeli harus melampirkan surat-surat identitas yang lebih lengkap diantaranya
fotocopy KTP calon pembeli, jika sudah beristeri/ bersuami, harus melampirkan
juga fotocopy KTP suami dan isteri dan surat nikah serta kartu keluarga. Pada
waktu pembayaran uang muka (down paymenf) calon pembeli juga
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Untuk pembayaran selanjutnya
yang merupakan sisa pembayaran sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga
puluh tiga persen) dari harga jual unit satuan rumah susun yang sudah termasuk
PPN 10% (sepuluh persen) akan dibayar secara teratur/ bertahap perbulannya
sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh penyelenggara pembangunan
Apartemen Semanan Indah.
2. Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Cara pembayaran harga jual atas unit satuan rumah susun Apartemen Semanan
Indah melalui KPA yaitu calon pembeli melakukan sisa pelunasan pembayaran
setelah membayar uang muka (down payment) melalui kredit dengan Bank yang
telah bekerjasama dengan PT. X. Cara pembayaran melalui KPA diawali dengan
melakukan pembayaran biaya pemesanan (booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah), dengan mengisi formulir pemesanan (booking form) yang telah
terisi dan ditandatangani oleh calon pembeli dan juga disertai fotocopy KTP calon
pembeli. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan
(booking fee), calon pembeli membayar vang muka pertama (down payment)
sebesar 5% (lima persen) dari harga jual atas unit satuan rumah susun yang telah
dipesan, dikurangi dengan uang pemesanan (booking fee) sebesar Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan calon pembeli melampirkan surat-surat
identitas yang lebih lengkap. Pada pembayaran uang muka (down payment), calon
pembeli juga menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Paling lambat 1
(satu) minggu setelah pembayaran uang muka (down payment), calon pembeli
menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk meminta fasilitas kredit
pada Bank yang dipilih oleh calon pembeli. Jika kredit tersebut disetujui oleh
bank yang bersangkutan, sisa pembayaran nilai satuan rumah susun pada
Apartemen Semanan Indah menjadi urusan antara bank yang bersangkutan
dengan calon pembeli. Tata cara dan besarnya pembayaran sisa nilai ‘satuan ramah
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susun selanjutnya tergantung pada perjanjian kredit antara calon pembeli dengan
bank yang bersangkutan.
3. Tunai Keras
Pembayaran tunai keras adalah calon pembeli melakukan pelunasan pembayaran
harga jual atas satuan rumah susun secara cash atau tunai. Dalam jangka waktu 7
(tuyjuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan (booking fee), calon pembeli
membayar uang muka pertama (down payment) sebesar 50% (lima puluh persen)
dari harga jual atas unit satuan rumah susun yang telah dipesan, dikurangi dengan
uang pemesanan (booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Pelunasan Sisa Pembayaran penuh atas harga jual atas unit satuan rumah susun
yang ingin dibeli, dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran uvang muka
pertama (down payment).
Harga jual Apartemen tersebut diatas sudah termasuk biaya-biaya:
a. pembuatan sertipikat induk;
b. Pembuatan lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
d. Pemasangan instalasi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar
1300 watt/ 2200 watt;
e. Pemasangan 1 (satu) line telepon Perusahaan Telekomunikasi
(PT.Telkom);
f. Pemasangan jaringan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum
(PT.PAM) dan Gas;
g. Pembuatan Izin Penggunaan Bangunan (IPB), yang berlaku selama 5
(lima) tahun sejak tanggal IPB tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
 Adapun biaya-biaya lain yang diluar dari harga jual atas satuan unit
Apartemen tersebut diatas yang menjadi beban pembeli adalah:
a. Biaya Perjanjian Pengikatan Jual beli;
b. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama sertipikat;
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Biaya pemakaian listrik, air PAM dan telpon, dimana perhitungannya secara
per bulan;
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e. Biaya service charge, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya
sinking jund. 10% (sepuluh persen) dari biaya Service charge yaitu sebesar
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

f. Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila pemesanan satuan rumah susun tersebut tidak dibatalkan maka
akan dipertegas dengan membuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian
Pengikatan Jual Beli. Di atur dalam Surat keputusan nomor 11/ KPTS/ 1994
tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman pengikatan jual Beli Satuan Rumah
Susun, yang dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan para calon pembeli
satuan rumah susun dari kemungkinan teijadinya ingkar janji dari para pihak
penyelenggara pembangunan rumah susun, sehingga diperlukan adanya Pedoman
Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang bersangkutan.

PT. X selaku penyelenggara pembangunan rumah susun pada Apartemen
Semanan Indah, mengundang para pemesan satuan rumah susun Apartemen
Semanan Indah untuk menghadiri acara penandatanganan Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari
kalender sejak penandatanganan surat pemesanan, dan selanjurnya kedua belah
pihak harus memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Apabila
satuan Apartemen telah dimiliki oleh pembeli sehingga dalam hal ini disebut
pemilik satuan rumah susun, maka para pemilik satuan rumah susun memiliki hak
dan kewajiban atas satuan rumah susun yang telah dimilikinya. Hak dan
kewajiban tersebut antara lain :

1. Hak pemilik satuan rumah susun:

Berikut ini adalah hak pemilik satuan rumah , yaitu:

a. Menghuni satuan rumah susun yang dimilikinya, serta menggunakan bagian-
bagian bersama, benda-benda bersama, dan tanah bersama, masing-masing
sesuai dengan peruntukkannya;

b. Menyewakan satuan rumah susun yang dimilikinya kepada pihak lain yang

akan menjadi penghuni, asal tidak melebihi jangka waktu hak atas tanah

bersamanya;
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c. Menunjuk Hak Milik Satuan Rumah Susun (untuk selanjutnya dapat disebut
HMSRS) yang dimilikinya sebagai jaminan kredit, dengan dibebani Hak
Tanggungan (Hipotik) atau fidusia;

d. Memindahkan HMSRS tersebut kepada pihak lain melalui jual beli, tukar
menukar atau hibah;

e. Mengalihkan kepada ahli warisnya, karena HMSRS dapat beralih karena
pewarisan.

2. Kewajiban pemilik satuan rumah susun

Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut PP) nomor 4
tahun 1988 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa pemilik satuan rumah susun
atau penghuninya wajib membentuk perhimpunan penghuni. Perhimpunan
penghuni merupakan suatu badan hukum yang bertugas untuk mengatur dan
mengurus kepentingan bersama para pemilik satuan rumah susun dan
penghuninya, serta mengelola rumah susun dan lingkungannya, agar terselenggara
kehidupan bersama yang tertib dan aman dalam lingkungan yang sehat, serasi dan
seimbang. Kewajiban lain dari para pemilik satuan rumah susun adalah dalam
jangka waktu hak atas tanah bersamanya berakhir, maka para pemilik satuan
rumah susun berkewajiban untuk bersama-sama mengajukan permohonan
perpanjangan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan.

Menurut Pasal 61 ayat 2, PP nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, setiap

* penghuni atau pemilik satuan rumah susun, mempunyai kewajiban sebagai

berikut:

a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan

lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. Membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran; ‘

c. Memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda

bersama, dan tanah bersama.

2.3  Analisa Terhadap Pokok Permasalahan
2.3.1 Analisa terhadap upaya yang dilakukan terhadap perusahaan dalam
memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah

Status tanah yang akan didirikan Apartemen Semanan Indah oleh PT. X
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semula adalah tanah yang berstatus Hak Milik, karena Hak Milik hanya bisa
dikuasai oleh WNI dan Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh
pemerintah, maka PT. X hanya dapat menggunakan alas status tanah Hak Guna
Bangunan, dengan cara pembebasan hak karena PT. X adalah Badan Hukum.
Pengertian pembebasan hak/ pelepasan hak itu sendiri adalah setiap perbuatan
untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah haknya
dengan disertai pemberian ganti kerugian yang disepakati bersama atas dasar
musyawarah secara langsung antara PT dengan pemilik tanahnya mengenai
berapa besarnya ganti kerugian atas bidang tanah berikut dengan
bangunan/tanaman dan benda-benda lain yang melengkapinya. Apabila besarnya
ganti kerugian sudah disepakati, maka pemilik tanah bersedia untuk
mengosongkan tanahnya. Dengan demikian pembebasan hak atau pelepasan hak
pada dasarnya merupakan suatu perjanjian atau perikatan, oleh karenanya
termasuk perbuatan hukum seperti halnya Jual Beli.

Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak atau pelepasan hak pada
hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah Hak Milik, jika dijual pada
pihak lain. Dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara musyawarah
antara pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen yaitu PT. X,
Kemudian pemilik tanah membuat Surat Pemnyataan Pelepasan Hak (SPPH), lalu
PT. X agar dapat menguasai tanah tersebut secara legal harus mengajukan
permohonan hak baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna Bangunan
dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk kemudian
dapat diperbaharui haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut diajukan
oleh PT.X kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta.
Setelah melaksanakan pembebasan tanah dengan telah menguasai minimal 25
persen dari keseluruhan tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X melakukan
permohonan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982 oleh
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat Ijin
Penunjukkan Penggunaan Tanah No. 6700/IX/1982 seluas 4.290 m2 yang terletak
di Komplek Semanan Indah Blok A, Keluraban Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan alas hak
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tersebut PT. X dapat menjadi pemegang haknya. Sebelumnya PT. X dipungut
uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak
atas tanah dan biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 1994. Oleh karenanya sekarang alas hak
dimana Apartemen Semanan Indah berdiri adalah tanah yang berstatus Hak Guna
Bangunan (HGB).

Perolehan Tanah dalam pembangunan Apartemen Semanan Indah, PT. X
selaku pengembang atau developer berusaha mendirikan Apartemen Semanan
Indah sesuai dengan peruntukkannya terutama mengenai status tanahnya, dimana
dapat dilihat berdasarkan uraian pada sub 2 nomor 2 tersebut diatas mengenai
penerapan asas-asas umum dalam pengadaan tanah, PT. X selaku pengembang
atau developer telah melaksanakan pembangunan Apartemen Semanan Indah
sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan tanah.

Daerah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah DKI Jakarta merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor
26 tahun 2007 untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah ini
mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kotamadya. Oleh karena luasnya cakupan dari Peraturan Daerah tersebut
diperlukan peraturan yang lebih rinci mengatur rencana tata ruang wilayah.
Apartemen Semanan Indah terletak di Komplek Taman Semanan Indah Blok A
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

2.3.2 Analisa terhadap pembangunan dan kepemilikan hak atas satuan
Apartemen Semanan Indah oleh pembeli telah sesuai dengan Undang-

Undang nomor 16 tahun 1985

Dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang
Rumah Susun, untuk membangun suatu rumah susun dalam hal ini Apartemen
Semanan Indah, terdapat 2 (dua) macam syarat yang harus dipenuhi, vyaitu
persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua persyaratan tersebut

3 Diar, wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta, 30 Mei 2008
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tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 juncto Peraturan
Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Dalam pembangunan rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan
persyaratan administratif yang berbeda dari perumahan biasa, hal ini disebabkan
karena rumah susun merupakan gedung bertingkat yang akan dihuni oleh banyak
orang, sehingga perlu dijamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam
penghuniannya.

Persyaratan teknis tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang nomor 16
tahun 1985, mengatur mengenai :

a. Ruang;
b. Struktur, kemponen dan bahan bangunan;
c. Kelengkapan rumah susun;
d. Satuan rumah susun;
e. Bagian dan benda bersama;
f. Kepadatan dan tata letak bangunan;
g. Prasarana dan fasilitas lingkungan.
Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun,
ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan teknis tersebut diatur oleh Menteri Pekerja
Umum dan harus sesuai dengan rencana tata kota.
Persyaratan administratif yang dimaksud adalah mengatur mengenai:
a. Izin lokasi (SP3L dan SIPPT) khusus wilayah DKI Jakarta;
b. Advice planning,
c. 1zin Mendirikan Bangunan;
d. Izin Layak Huni;
e. Sertipikat tanahnya.
Dengan dipenuhinya persyaratan-persfaratan yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu rumah susun dalam hal
ini- Apartemen Semanan Indah, dapat melangsungkan penjualan satuan rumah
susunnya kepada para calon pembeli berikut dengan hgk bersamanya, benda
bersama dan tanah bersama, sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya

masing-masing.
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Umumnya penjualan itu diawali dengan adanya pemasaran. Dalam
pemasaran satuan rumah susun meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:*°
a. Aspek Ekonomi
Dalam aspek ekonomi ini terdapat beberapa jenis pemasaran, yaitu:
1. Pemasaran dalam keadaan off plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah susun
yang dilakukan dalam keadaan rumab susun belum dibangun;
2. Pemasaran dalam fasilitas KPA (Kredit Pemilikan Apartemen), cara pemasaran
dengan fasilitas KPA ini dapat dipasarkan dalam keadaan rumah susun sudah
selesai dibangun, namun dalam hal ini mendapat kesulitan pada objek yang
dijadikan jaminan KPA, jika rumah susun belum selesai dibangun;
3. Pemasaran secara tunai, pada pemasaran secara tunai ini, biasanya
pembangunan rumah susun sudah selesai dibangun.
b. Aspek hukum
Dalam melalui pemesanan (booking) maka terjadilah suatu perjanjian antara
developer, dimana si pembeli bersedia memenuhi kewajibannya dan
melaksanakan pesanan dengan membayar sejuinlah uang dan membayar angsuran
yang telah ditetapkan. Jika pemesanan tersebut tidak dibatalkan maka perjanjian
tersebut dipertegas dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian
pengikatan jual beli yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat
dalam Surat Keputusan nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994
tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Dalam pengikatan
jual beli ini berisikan mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan para pihak
(developer dan calon pembeli), serta terdapat transaksinya diperuntukkan jika
salah satu pihak ada yang ingkar janji/ wanprestasi.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari pristiwa ini maka
timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.*!

Penjualan satuan-satuan rumah éusun baru boleh dilakukan setelah
dipenuhinya 3 syarat administrasi yaitu:

40 A. Ridwan Halim, Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: 1988), Hal. 85.
! Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XII, (Jakarta: Intermasa, 1990), Hal. 6.
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1. Penyelenggara pembangunan wajib mengajukan permohonan dan
memperoleh Izin layak huni atau izin penggunaan bangunan;

2. Penyelenggara pembangunan wajib mengadakan pemisahan dalam
suatu satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, dalam
pertelaan yang jelas, dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya;

3. Penyelenggara pembangunan wajib mengusahakan agar setiap satuan
rumah susun bersertipikat.

Penjualan yang dilakukan di Apartemen Semanan Indak adalah dengan
sistem off plan, sehingga perlu adanya suatu pameran terlebih dahulu untuk
memasarkannya, dilakukan dengan menunjukkan miniatur-miniatur dari satuan
rumah susun serta gedung Apartemen Semanan Indah, juga memperlihatkan
brosur dengan melampirkan lokasi, harga, tipe dan fasilitas-fasilitas yang
developer berikan. Para calon pembeli yang berminat harus membayar uang tanda
jadi terlebih dahulu, yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak
dengan ketentuan yang berlaku.

Developer dalam melaksanakan pemasaran Apartemen Semanan Indah
seperti disebutkan diatas, dengan menggunakan pemasaran off plan, yaitu
pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun
belum selesai dibangun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan
Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa dalam
pemasaran off plan terdapat Perjanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak
penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji. Akta Perjanjian
Pengikatan Jual Beli memberikan kepastian hukum kepada PT. X selaku
penyelenggara pembangunan Apartemen, bahwa satuan rumah susun pada
Apartemen Semanan Indah telah ada calon pembelinya dan bagi calon pembeli
akan memenuhi kewajibannya dan memperoleh Hak Milik atas satuan rumah
susun (untuk selanjutnya cukup disingkat HMSRS) melalui Jual Beli. Dengan
telah ditandatanganinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka selaku calon
pembeli satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah, diwajibkan untuk
melakukan pembayaran terhadap unit satuan rumah susun yang dibelinya dan
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menunggu sampai pembangunan Apartemen Semanan Indah selesai dibangun,
sebaliknya penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk menyelesaikan
pembangunan Apartemen Semanan Indah tersebut.

Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/ KPTS/
1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun seperti diuraikan diatas, bertentangan dengan yang diatur dalam
Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dimana
berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 menyebutkan
“bahwa satuan rumah susun yang telah selesai dibangun baru dapat dijual untuk
dihuni setelah mendapat Izin Layak Huni dari pemerintah daerah yang
bersangkutan”. Dalam kenyataannya sebelum bangunan selesai, satuan rumah
susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon
pembeli dengan menggunakan pemasaran offplan, yaitu pemasaran atas satuan
rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun,
dimana developer mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan
Rakyat tersebut.

Perusahaan sebagai pembangun seharusnya dapat memikirkan perihal
yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 1985, karena Undang-
Ltodang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan surat keputusan dalam
hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/
KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli
Satuan Rumah Susun. Sehingga haruslah developer mengacu atau berpedoman
pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam hal
proses Jual Beli terhadap satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah.

Dalam kenyataannya banyak para pengembang pembangunan rumabh
tinggal baik rumah susun maupun perumahan, dalam hal ini termasuk PT. X
selaku pengembang atau developer pembangunan Apartemen Semanan Indah
mengacu atau berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan
Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, dalam melakukan penjualan atas satuan
rumah susun yang bersangkutan. Dimana pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan

dengan tujuan:
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1 Agar satuan unit pada Apartemen Semanan Indah cepat terjual, hanya dengan
membayar DP (Down Payment) serta memberikan persyaratan yang harus
dilakukan oleh pembeli, hal tersebut bagi pihak developer menjadi jaminan
bahwa satuan unit Apartemen Semanan Indah telah terjual;

2. Untuk laju perputaran ekonomi, Dimana uang DP (down Payment) dan cicilan
selanjutnya yang telah dibayar oleh calon pembeli, dapat dijadikan modal bagi
PT. X selaku developer, untuk digunakan sebagai biaya-biaya dalam
menyelesaikan pembangunan Apartemen Semanan Indah yang belum
rampung. Sehingga PT. X tidak perlu menambah pinjaman kepada Bank
maupun mengeluarkan uang lebih untuk modal dalam menyelesaikan
pembangunan Apartemen Semanan Indah tersebut.

Terhadap pembangunan Apartemen Semanan Indah masih terdapat
kekurangan dalam konstruksi pendirian pembangunan, dalam prakteknya dalam
mendirikan Apartemen Semanan Indah memerlukan waktu yang relatif lama serta
kurangnya sarana utilitas umum yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan
lingkungan sekitar seperti sarana transportasi umum untuk menuju Apartemen
Semanan Indah. Pengertian utilitas umum sendiri adalah sarana penunjang untuk
pelayanan lingkungan42

Pemenuhan kebutuhan pemukiman diwujudkan melalui pembangunan
kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu
dengan pelaksanaan yang bertahap, ditujukan untuk:

a. menciplakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan
lingkungan permukiman;
b. mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan
perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya;
Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan
oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan kawasan lain yang

memberikan berbagai pelayanan43.

42 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1W2, tentang Perumahan dan Pemukiman,
Pasal 1 butir 7.

43 Ildem, Pasal 18 ayat 1-3.
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PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.1 Pelaksanaan Pembangunan Apartemen Semanan Indah Menurut
Asas-Asas Umum Dalam Pengadaan Tanah
Kegiatan perolehan tanah untuk membangun Apartemen Semanan Indah,
sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan asas-asas umum dalam
pengadaan tanah. Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak atau pelepasan
hak pada hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah Hak Milik, jika
dijual pada pihak lain. Dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara
musyawarah antara pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen
yaitu PT. X, Kemudian pemilik tanah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak
(SPPH), lalu PT. X agar dapat menguasai tanah tersebut secara legal harus
mengajukan permohonan hak baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna
Bangunan dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk
kemudian dapat diperbaharui haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut
diajukan oleh PT.X kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI
Jakarta. Setelah melaksanakan pembebasan tanah dengan telah menguasai
minimal 25 persen dari keseluruhan tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X
melakukan permohonan Surat ljin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT)
kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982
oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat ljin
Penunjukkan Penggunaan Tanah No. 6700/1X/1982 seluas 4.290 m2 yang terletak
di Komplek Semanan Indah Blok A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan alas hak
tersebut PT. X dapat menjadi pemegang haknya. Sebelumnya PT. X dipungut
uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak
atas tanah dan biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
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Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 1994. Oleh karenanya sekarang alas hak
dimana Apartemen Semanan Indah berdiri adalah tanah yang berstatus Hak Guna
Bangunan (HGB).

Dalam memberikan ganti rugi, PT. X mengacu kepada hasil kelayakan
harga dasar, harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun yang
bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36
tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

1.2  Pelaksanaan Pembangunan Apartemen Semanan Indah menurut
Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun
Pembangunan Apartemen Semanan Indah yang dilakukan oleh PT. X serta

kepemilikan hak atas Apartemen oleh pembeli telah dilaksanakan dimana dalam

pembangunan Apartemen Semanan Indah. PT. X selaku pengembang atau
developer berusaha mendirikan Apartemen Semanan Indah sesuai dengan
peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun

1985 tentang Rumah Susun,.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang
Rumah Susun, untuk membangun suatu rumah susun dalam hal ini Apartemen
Semanan Indah, terdapat 2 (dua) macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu
persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua persyaratan tersebut
tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 juncto Peraturan
Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam pembangunan
rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang
berbeda dari perumzhan biasa, hal ini disebabkan karena rumah susun merupakan
gedung bertingkat yang akan dihuni oleh banyak orang, sehingga perlu dijamin
keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penghuniannya.

Mengenai pelaksanaan penjualan terhadap satuan atas rumah susun dalam
hal ini Apartemen Sem@ Indah, Developer dalam melaksanakan pemasaran
Apartemen Semanan Indah menggunakan pemasaran off plan, yaitu pemasaran
atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum
selesai dibangun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan
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Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa dalam
pemasaran off plan terdapat Perjanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak

penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji.

2. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin
menyampaikan dan mencoba memberikan saran, yakni:

1. Diharapkan kepada PT. X selaku developer Apartemen Semanan Indah,
agar menyediakan sarana fasilitas sosial dan umum yang lengkap bagi
penghuni satuan Apartemen Semanan Indah serta sarana lainnya pada
lingkungan sekitar harus menunjang.

2. PT. X selaku penyelenggara pembangunan rumah susun Apartemen
Semanan Indah, harus lebih memperhatikan pendapat atau keinginan dari
pemilik hak atas tanah sebelumnya agar tidak terjadi kesepakatan yang
berbeda dan harus lebih meneliti kebenaran hak atas tanah tersebut dari
kepemilikan tanahnya, status tanahnya dan riwayat tanahnya agar tidak
terjadi sengketa dikemudian hari atau permasalahan lainnya yang akan

timbul.
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PENGADAAN TANAH BAGI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(P2.*aturon Presiden Reput.vik indonesia Nomor 36 Taliun 2005 tanggal 3 Mei 2005)

dengan rahmat tuhan yang maha ;-sa
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mrinfery:

bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan

a.
umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan
secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas urv.h.

n. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pempangum-n untuk
kepcntmo.tn umur.i sebagaimana telah ditetapkan «lengan k>ixitusan
Presider, no. 55 Tahun 1993 sudah lidak sesuai sebagai Undasan
hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk
kepentingan umum;

c. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a dan !"uruf b. perlu
menetapkan Pemturan Presiden tentang Pengacic- Tan?' |-ooi ?iifk-
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Pasai 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 191S (L'A* Wo. 7137hal. 1B-7B);

2. Undang-undang No. S Tahun 1960 (BN Ko. 523 hal. 13A-14A
dst); tentang Peiaturan Dasar Pokok-pokok Agrtrja (Ul Kf Tahun
1960 Nc. 10*1, TiN No. 2043);

3. Undang undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan (*'smakalan
Tanah Tanpa Izin Yang Oerhak Atau Kuasanya (i N lil Tahun 1960
No. 158, TiN No. 2106);

4. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 (BNNo. 679hal. 7 A)tentang
Pencatutan Hal.-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di
Atasnya (LN RI Tjhun 1961 No. 288, TIN No. 73"*};

5. Undang-undang No. 24 Tahun J992 (BN No. X32R hal. 7.B-SB

~ tentang Penataan Ruang (LN RI Tahm 19?!! No. 115, TLN No.
3501);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN PREfIDEN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PFLAKS5ANAAN PEMIIANGUNAN UNTUK KEPENTING\N UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Pemerintah pus;'l yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Repi blik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-urdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan tanal- adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang meiepaskan atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak Citas tanah.
Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil peren:?naan tata ruam
wilayah.

Kepentingan umim adalah kepentingan sebagian besar lapisar
masyarakat.

Pelepasan atau penyerahan hak alas tanah sdalah kegiatan
melepaskan hub-jngan hukum antara pemegarg hak atas tanah

dengan tanah yang dikuasainya dengan membelikan ganti rugi atas

dasar musyawarah.

Pihak yang melep3sk3n atau menyerahkan tanah, bangunan, tana-
man, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah
perseorangan, br-dan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai
hak penguasaan .nas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang

ada di atas tanah.
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12.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebjgaimana diatur
dalam Undai.g-undann no. 5 Tanun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.

Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang riibentuk untuk
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan’ untuk
kepentingan umum.

Musyawarah adaiah keciat-m yang mengandung proses saling
mendengar, saling menv/eu dan saling mener ma pendapat, serta
keinginan untuk mcKapai kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti mnidait nusalah lain yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara
pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda
lain yang berkai'sn dengan tanah dengan pihak yang memerlukan
tanah.

Ganti rugi adalan penggantian terhadap kenjgian oaik bersifat f:sik
dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsun-
gan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi
sebelum terkena pengadaan tanah.

Lembaga/Tim Penilai llarga Tanah adalah lembaga/tim yang
profesional dan indcc-"nden untuk menentukan nilai/harga tanah yang
akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas
jumlah/besarnya ganti rugi.

BAB Il
fCNGAO.AAN TANAH

Pasal 2
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentin-
gan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan
dengar c'ra:
a. pelepasan al.au penyerahan hak atas tanah; atau
b. pencabutan hak atas tanah.
Pengadaan .tanah seiam baci ceiaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dilakukan dengan cara ju3i be;i, tukar menukar, a‘au cara lain yang
disepakati secara sukarela okh pihak-pihak yar.g bersangkutan.

Pasal »
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (I) dilakukan berdasarkan prinsip penghorma-
tan terhadap hak atas tanah.
Pencabutan hak atas tanah sebaoaima: a dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Mo. 20
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-

benda Yang Ada Di Atasnya.

Pasal 4

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlu-
kan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya
dapat diakukan aoabiia berdasarkan p3da Kencana Tata Ruang
Wilayah yang tela!; ditetapkan lebih dahulu.

Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tala Ruang Wilayah,
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat
keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupatl/Walikcta
atau Gubernur, nnka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian
tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan tertulis daii Oupatv/W.ihkota atau Gubernur sesuai

dengan Kewenangannya.

Pasal 5
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Pasal
Purnbanyunan yntuk kepentingan umum yang ditaksanakan

Pemerinlah alau peraenntah daerah metiputl;

3. jalan umum, ;31an tol, rel kercta api (di atas tanah, di ruang alas
tanah, ataupuen di ruang bawah tanah), saluran air funum/aic bvrsih,
saluran cembuiangan air dan sanitasi;

L. waduk, bendurqan, hendung, irigasi, dan banaiman priganan

lainnya;

rumah saki urnum dan pusat kesehatan masyarasal;

pelebuhian, bandar udara, stasiun kereta api dan ternunal;

penbadatan:

pendidit.an atay sekotah;

pasar uaium;

fasilitas pemak yman umum;

fasihitas keselainatan ymum;

pos dan tel 2konunikasi;

sarand olah raga;

stasiun penyiz-an radio, televisi dan sarana penciubiingnya;

. kantor Pemerintah, pesrerintah daerah, perwakilzn negaza asing,

Parsenkatan (:ingsa-Bargsa, dan atau lembaga-lembiaga niemasion:

al di bawah nauagan Perserikatan Bangsa-Banqsa;

fasilitas Tentara Nasianal Indonesta dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan (ungsinya;

lermbaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;

1nah susun seserhans;

tempat pembuangan sampah;

cagar alam dan cagar budaya;

pertamanan;

panti sosial;

pembznakit, transmisi distribusi tenaga listrik,

mean

—Fer o

3

crwngoo

BAB 11
PANITIA, MUSYAWARAH, DA GAMTIT RUZH
Bagian Pertama
Panitia Pengadaan Tanah
Pasal 6

(1) Pengadaan tar:ah untuk kepentingan umum di wilayah kahupaten/
kola dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kahe:patery
kota yang dibr atuk oleh Bupati/\Walikota.

{2) Panitia panga.faan tanah Provinsi Daerah Khusus thukess Javerta
dihentuk olch Gubernur.

(3 Pengadaan tanah yang tardetak <i dua wllayah kabuipatengrena alau
iebih, dilakuka~ dengan bantuan panitia pengadaan lanah provinci
yan dibentuk oieh Gubernur.

(4) Pengadaan tansh yang terletak di dua vilayah provins: atay labih,
difakukan dengan bantuan panitia pergadaan tanah ysng dizentuk
oleh Menteri alam Negeri yang terdisi atas unsur Pesierintah dan
uns st pemerintah daerah terkait,

(5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur
unsur peranakas daerab teckait.

Pasal 7
Panitia pengadaan tanah bertugas:

a. mengadakan penelitian dan inventarisasi alas tanah, bzngunan,
tanaman dan benda-benda fain yang ada kaitarnys dengar tanoh
yang haknya akan ditepaskan atau diserahkan;

b. mengadakan nenelittan mengenai status hukum tanah yang haknya
akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang imerdukunonya;

€. menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanan yang
haknya akan cilepaskan atau diserahkan;

d. memberikan penjefasan atau penyuluhan kepada masyarakst yang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah
mengenai renana dan (ujuan pengadaan tanah te-sebut dalam
bentuk konsultast publlk balk melalul tatap muka, media cetak
maupun mediu elektronik agar dapat diketahul oleh seluruh
masyarakalt ya.\ teskena rencana pembangunan dan,'w‘-w remogarg.
hidk atas tanat;
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e. mengadakan musyawarsh dengan para pemegang hak atas tnah
dan Instansi Femerintah dan/atau pemerintan daerah yang
memeriukan tanzh dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau
besamya ganti rugi;

1. menyaksikan pclaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda
tain yang il di las tanah;

g. membuat berita acara pel2vasan alau penyerahan hiak atas tanah;

h. menqadminishnskan d2n niendokumentaskan semun berkas panga-
daan tanah dan menyerahean kepada pihak yang berkompeten.

Bagian Kedua
husyawarah
Pasal 8

(1) Pengadaan tanak bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentin-
gan tmum dilakudan metatui inusyawarah dalam ramaka enemperoleh
kesepakatan meng2nal:

3. pelaksanaan pembangunan untek kepentingan wnuin di tokasi
tersebut;
b. bentuk dan besarnya ganti rugi,

(2) Musyawarah dilakukzn di tempat yang ditentukan dalam surat

undangan.
]

: Fasal 9’

(l) Musyawarah dilakukan secara lanasung antara pemegang hak atas
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda fain yang berkaitan
dengan tanah bersama panitia pengad:.an tanah, dan instansi Pemer-
inteh atay pemerintah daersh yang memeriukan tanah,

(2) Dalam hal jumlah pemzgang hak atas tanah tidak memungkinkan
terselengyaranya musyav:arah secara efektif, maka musyawarah
sthagalmana dimaksvd pads ayat (1) dilaksanakan oleh panitia
pengadaan tanah dan instansi Pemerintah alau pemerintah daerah
yang memerftkan tanah clengan wakil-wakil yang ditunjuk di antars
dan oleh para pemagang hak atag tanah, yang sekaligus bertindak
selaku kuasa mereka.

(3) Penunjukan wakil alau kuasa dar para pemegang hak sebagaimana
dimaksud p: da ayat (2) harus dilakukan secara testulis, bermateral
cukup yang diketshui olzh Kepalo DesafLurah atau surat penunjukan/
kuasa yang dibuat i hadapan pejatat yang berwenang.

(1) Musyawarah schanaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)

dipimpin olch ketua patiita pengadaan Lanah,

-

Pasai 10

() Dalam hal kegiatan pembargunan untuk kepentingan umuin yang
tidak danat diaiihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke
tempat atau lokas lain, maka musyawarah diakukan dalam jangka
waktu paiing tama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan
pertama.

(2) Apabila setcfah ehatakan ml :syawarah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tarcapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah
menetapkan benbsk dar Lesermyd ganti augi sebagaimana dimakstxd
dalam Pasal 13 dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan
negeri yang witayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersang-

T hutan,

(3) Apabila terjadi sengheta kepemilikan seteiah peretapan ganti rugi
sebagaimana dinaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan vang
9anti Asgi kepata pennaditan ncgeri yang wilayah hukumnya meliputi
lokasi tanah yang borsangkutan.

rasal 11
Apabita dalam musyawarah Lelah dicapat kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemer-
intah daerah yang memerlukan tanah, panitia pengadaan tanah
mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti negi sesuai
dengan kesepakatan tersshut,
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Baglan Ketiga
Ganti Rugl
Basal
Ganti rugl dalam rangka pengadaan tanah dibarkon untuk:
hak atas tanan:
bangunan;
1anaman;
benda-benda 11.0 vang berkaltan dengan tanzh.

enca

Pasal 13

(1) Bentuk ganti rugi dapat berupa:

J. uang; dan/atau
b. tanah penaganti; dan/atau
. prmukiman kenball,

(2) Dalam hal peregang hak alas tanah tidak menvhendaki bantuk ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat ¢iberikan
kompensasi berupa penyertadn modal (saham) sasuai dengan
ketentuan pearaturan perundang-undangan.

Pasal 14
Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak
ulayat diberikan dzlam bentuk pembangunaa fasilitas uauwm atau bentuk
lain yang bermanfaal bagi masyarakat setempat.

Pasal 15 0
(1) Dasar perhitungan besaniya ganti rugi didasarkan atas:

a. Nilsl Jual Ubyek Pafak atau nllal nyata/scbenarnya dengan
memperhatiican Nilai Juat Obyek Pajak tahim berislan berdasarkan
penetzpan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanat yang dtunjuk oleh
panutia; .

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh peranakat Gaersh yang
bertanggur.q Jawab di bidang bangunen;

¢ nilal jual tanaman yang ditakslr oleh perangkat daerah yang
be-tanggung jawab dl bldang pertanian.

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugl, Lembaga/

Tim Penllal Herga Tanah ditetapkan oteh Bupatl\Walikcts atau

Gubernur bagi Srovinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta,

Pasal 16

(1) Ganli rugi diserahkar. langsung kepada:

3. pemegang hak atas tangh atau yang berhak sesua: dengan paratu-
ran perundang-undangan; atau
b. nadzir bagi tanah wakaf.

(2) Dalara hal tanah, bangunan, tanaman, atau benda vang baikaltan
dengan tanah di.nilli bersama-sama olch beberap? arang, sedangkan
sat atau beberapa orang pemegang hak atas tanzh tidak dapat
diternukan, maks ganti rugl yang menjad! hak orang yang tidak dapat
ditemukan tersebut dititipkan di pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan,

"Pasal 17

{1) Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia
penigadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupatl/
Walikota atau Gubernur atau Menterl Dalam Negerl sesuai
kewenangan disertai dengan penjelasan mengenal sebab-sebiab dan
alasan keberatan tersebut.

(2) Bupati/walikota atau Gubemur atau Menterl Dalam Negeni sesual
kewenangan mengupayakan penyelesalan mengenai baatuk dan
besaraya ganti rugl tersebut dengan mempertimbangkan pendapat
dan keinginan d2ri pemegang hak atas tanah atau kuasanya,

(3) Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan kelnginan
pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan
tanah, Bupati/\Walikota atau Gubemur atau Mentert Dzlam flegeri
sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat
mengukuhkan atay mengubah keputusan panitia hengadaan tansh
mengenal bentuk dan/atzu besarnya gantl rugl yang at:an diberikan,
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Fazal 18

1 i3 upava penyalasalan yang ditempuly Bunsl/Wallkats ata
( ’ﬁﬁ%mr Ataupl?luYu:n‘Dn l?m eqe'f-l etnp ﬁﬁalt'g{tenma ge

pemegang hak, at3s tanah dan lokasl pambangunan ysng
bersangkutah tidak dapat dipindahkan. moka Bupati/Walikota atau
Gubemnur atau Menten Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan
usul penyelesaian dangan cara pencabutan hak atas tanah
berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabulan Hek-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di
Atasnya.

(2) Usul penyelesaian sehagiaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
_oleh Bupati/Walikota/Guberaur/tienterl Dalam Neger sesuai kewe-
nangan kepada Kepala 83dun Pestanahan Nasional dengan tembusan
kepada menteri dani, instanst yar s memertukan tanah dan Menteri
Hukum dan 113k Asasi Moannsia,

(3) Selefah mencritz ysul penyelesaian schagalmana dimoksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Kepaia Badan Pertanahan Nasional berkon-
sultasi denaan menteri dan instansi yang memerlukan tanah dan
Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia. .

{4) Perminaan untuk mefakukan pencabutan hak atas tanah tersebut
disampatkan kepadla Presiden oleh Xepala Bagan Fartanahan Nasionat
yang ditandatangani cleh menteri dari instansi yang mémeriukan
tanah, dan M2aterd Hukum dan Hak Asasi Manusia.

pasal 19 o
Terhadap tanah yanq digarap tanpa lzin yeng berhak atau
kuasanya, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang
*Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pcmakaian Tanah Tanpa

12in Yang Berhak Atau Kuasanya. . .
8B v
PEHIGADAH TANAH SKALA KECIL
Pasal 20

Pelakzanazn pembangunan untuk kepentingan umum yang
memertukan tanah yang luasnya tidal tebih dari I (satu) hektar, dapat
cilakukan l3ngsuna aleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah
d:ngan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar
renukar atay cara laln yang disepakati kedua belah pihak,

BABV
KETENTUAN PERAUHAN -
. fasal 21
Dengan beakunya Peraturan Fresiden inl, peraturan peloksa-
naan dad Keputusan Presiden Nomor §5 Tahun 1993 tentang Penga-
daan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepertingan Umum
tetap bedaku sepanjang tidak berientangan dengan Peraturan Presiden
Inl. .

RAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Ketentuan febth lanfut mengenai prosedur dan lata cara
fangadaan tanah baai palaksan3an pembingunait untuk kepentingan
wnum diatw dengan Peraturan Kepaia Sadan Pertanaban Nasional.

Pasal 23
Pada saat bariakunya Peraturan Presiden Inl, Keputusan
Bresiden Nemor SS Talwn 1993 teniang Pengadaan Tanah 8agi Melak-
€anaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dicabut dan dinvatakan
tidsk berlaku.

Pasat 24
Peraturan Preaden i mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ud,
Dr. H. SUSILG BAMEANG YUDHOYONO

(P)
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN'Z_OOS TENTANG

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan
terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
uymum, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 194S (BN No. 7137 hal. 18-78); ~

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 (BN No. 523 hal. 13A-14A
dst) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN RI Tahun
1960 Nomos 164, TLN RI Nomor 2043);

’o Undang-Undang Nomor St Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemak-
alan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (LN RI Tahun
1960 Nomor 158, TLN RI Nomor 2106);

4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1861 (BN No. 679 hal, 7A)
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang
Ada di Atasnya (LN RI Tahun 1961 Nomor 288, TLN RI Nomor 2324);

S. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (BN No. 5328 hal, 2B-58
dst)tentang Penataan Ruang (LN RI Tahun 1992 Nomor 115, TLN
RI Nomor 3501);

6. . Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (8N No. 7208 hal, 98-
118) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: -
PERATURAN PRESIDEN TENTANG FERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum diubah sebagai berikut:

U Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyl sebagai
berikut:
“Pasal 1
3. Pengadaan tanah adalah setiap keglatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, 'sghingga berbunyi sebagal berikut:
“Pasal
{1) _Pengadaan tanah ba

dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atastaman.

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain
vang disepakati secara sukarela oleh piliak-pihak yang
bersangkutan”

3. Ketentuan Pasat 3 diubah, sehlng%a3 berbunyi sebagai bertkut:
"Pasa e
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan
terhadap hak atas tanah.”
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4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai be rikut;
“Pasal §

Rembangunan untuk kepentinggn umym yang dilaksanakan
Pemerintah atau Pemerintan Laerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah, meliputi:

jalan umum dan falan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/
air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan
lainnya;

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
fasiiitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan
bahaya banjr, lahar, dan lain-lain bencana;

tempat pembuangan sampah; :

cagar alam dan cagar budaya;

pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.”

\Oe v & (e

S. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 6

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/
kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah
kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar-
ta dibentuk oleh Gubernur.

(3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota
atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah
provinst yang dibentuk olgh Gubernur.

(4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau tebih,
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk
oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah
dan unsur Pemerintah Daerah terkait.

(5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur
perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.”

6. Ketentuan Pasai 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagal
berikut: >
“Pasal 7
Panitia pengadaan tanah bertugas:
a. mengadakan penelitian dan inveptarisasi atastanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya deggan tanah

yang hakn{E akandilepaskan atau diserahkan;
b. mengadakan penelitian menqgenai_status ‘hukum tanah yang

haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang

mendukungnya;
(X menetapkan besarmya ganti rugi atas tanah yang haknya akan
d. memberika : ng

nembenkan penielasan atau peoyi duhan kepada masyaakat va
tﬂwmn/ atau pemegang hak atas
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tarsebut
dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media
cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh
masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau
pemegang hak atas tanah; *

e akan m dengan para pemegang hak atas tanah
dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang
memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau

hesamya ganti rugl;
f.  menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugl kepada para

pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda
(3in yang ada di atas tanah;

d. membuat .o.oeosees
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g- membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas

tanah;
h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak_yang

bérkompeten.”
A —————————r—

. Menambah Pasal 7A yana berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7A
Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menter
Keuangan setelah berkonsuitasi dengan Kepala Badan Pertanahan
Nasional.”

. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10
Lerbunyi sebagai berikut:
“Pasal 10

(1) Dalam hatl kegiatan pembangurian untuk kepentingan umum yang -

tidak dapat dialinkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang
ketempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal undangan pertama.

(2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagamuna dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah
menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengaditan
negeri yang wilayah hukumnya mehputi lokasi tanah yang
bersangkutan,

(3) Apabila terjadi sengketa kepemtiikan setelah’penetapan ganti rugl
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan
uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.”

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbuny: sebagal berikut:
“Pasal 13 :
Bentuk ganti rugi dapat berupa:
Uang; dan/atau
Tanah pengganti; dan/atau
Pemukiman kembali; dan/atau
Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam, huruf a, huruf b, dan huruf C;
Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

ap oo

®

AN

10.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 1S berbunyi
sebagal berikut:
"Bagalis.
(1) Rasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

@ {Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya
deuganmempacbaﬁ]ﬁi A Obvek Pajak tahun bercjalan

beaiasarkan.pemlaxanl.embaga[ﬁmm_‘@marga Tanah yang

O Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertangqu Ung jawan di DraTy taTiurary

@M_J_gwmmksmmmnmm
bertanggungjawab di bidang pertanian.

(2) Dalam rangka menetapka{dasaDperhitungan ganti rugi, Lemba-
ga/Tim Penilal Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau
Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.”

11.Menambah Pasal baru antara Pasal 18 dan Pasal 719 menjadi Pasal
18A, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 18A
Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada
di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi
sebagalimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap
jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan w
bandmg kepada Pengadifan qug' agar menetapkan ganti n 4

Hak Atas Tanah dan Benga m ada di Atasnya

Pasal I
Peraturan Presiden ini rpulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

KLARIFIKASI BERITA DALAM MEDIA MASSA
(Surat Dirjen Pajak No. S-297/P1.313/2005 tanggal 4 April 2005)

Sehubungan dengan pemberitaan dalam beberapa media massa
¥ang terbit pada hari Jumat tanggal 1 Aprit 2005, yang memuat berita bahwa
pada tanggal 31 Maret 2005 telah digelar Seminar Perpajakan di Jakarta
dengan tema “Penyelewengan Pajak dan Akibatnya terhadap Keuangan
Negara®, antara lain memuat pemyataan Saudara sebagat berikut:

Penyelewengan dana hasi! pungutan pajak pada tahun 2004
iperkirakan mencapai Rp 40 tdliun dan diperkirakan akan terulang
kembali pada tahun 2005 ini. Dana yang seharusnya dimasukkan ke
dalam kas negara itu diduga kuat tefah hitang selama proses penagthan
Pajak oleh oknum aparat pajak terhadap Wajib Pajak.

Angka ini tidak masuk dafam kas negara tetapl tercecer dan
diambil oleh aparat pajak, dinikmati pengusaha dan akhimya menguap.
Artinya ada debt weight loss.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas Informasl
Yang Saudara sampaikan. Selanjutnya agar kami dapat melakukan

Yindakan tegas terhadap aparat pajak yang tidak mefaksanakan tugasnya
dengan balk, kami meminta bantuan Saudara untuk memberikan klari-
fikasi mengenal:

. Kebenaran pemyataan Saudara yang dikutip dalam berita tersebut

tentang adanya penyelewengan dana hasil pungutan pajak pada
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tahun 2004 (dan diperkirakan akan terulang kembali pada tatwun

200S);

2. Telah t'edadi negosiasi dan kesepakatan antara Wajib Pajak dengan
aparat pajak yang sangat merugikan negara (agar disebutkan siapa
aparat pajak dan Wajib Pajak yang menikmati, berkenaan dengan

kasus apa).

Apabila kutipan tersebut benar, kami mengharapkan kiranya
Saudara dapat menyampaikan data dimaksud kepada kami untuk dapat
digunakan sebagai bahan dalam melakukan tindakan lebih lanjut sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oemikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara -
diucapkan terima kasth,

An. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDIITO

(-

Evyta Chandra, FH Ul, 2009



"lee

No. 1380 1982

PERSEROAN? TERBATAS,
PERSEROAN? FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN? KOPERASI

Tammbahan Berita-Negara R. I. tangpal 14/12 — 1982 No. 100.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasa.l 38 dan

* Buka Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.
“P.T. TAMAN HARAPAN INDAH".’
" . . Nomor27.:]

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh.

Menghadap pada saya, Paul Tamara, Notaris di Jakarta, dengan
dibadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini
dan dikenal oleh saya, notaris, tuan-tuan:

1. Oesman Soedargo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Tebet Timur nomor 18;

- menurut keterahganuya dalam hal ind bertindsk :
© a untuk diri seadiri; :

" b berdamﬂmnodmhzmdxbawahtanganbeunmmwkupyang
tidak diberi tanggal dan dilekatikan pada minuta akta ini, dalam
kedudukannyaselahlhxmdan dan selaku demildan untuk dan
atas mama tuap-tuan: o

L  Sochargo Gondokusumo pengusaha, bertempat tmggal di
Jakarta, Jalan Hayam Wuruk VB gomor 3;

II. Hutomo Widjojo, pengusaha, bertempat tmgga.l di Jakaita,
Jalan Mangga Besar IV A nomor 34;

1
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1320 TUTORERDAN TIRRATAS

Hi. Mansjur Tandiono, pengusaha, bertempat unggal di Su-
rabaya, Jalan Taman Aksara nomeor 14; .

V. 1 Gude Subron, peagusaba. beremypat tingeal di Surabaya,
Lea Gliendul nomor 26; .

y iltosa GandoKusume, parikelin. bericmpat tinggal
Faren Ulavam Wurui VB somor 3.

Lo Sendio Suinoso Gondokusumie, pizusaiic, berrempat tinggal
uiodunaria, Rompicks Tamsn Harepen tndah di Jelambar Kapling
nomor 21,

5 Sudjana 1lalim, pzngusaha, beriempat tinggal di Jakarta, Jalau
Taman Sari IV nomor 30.

Parz penghedap dikenul oleh saya, notaris.

Para perghadap masing-masing bertindak untuk diri sendini dan
dalem kedudukunnya sepenti disebut di atas menerangkan babwa para
senghadap bersama dengan orang-orang vang diwakili oleh pengha-
dap Qesmian Socdargo tersebul di atas dengan akta ini berdasarkan
Undang.undang dan peraturan yang berlaku di Negara Repuolik 1In-
donesia serta dengan tidak mcengurangi izin dan pengesakan dari
inctansi Pomerintah  yang berwenang, mendirikan suafu perscroan
terbatas dengan anggaran cdasar sebagai berikut: .

.

Nama dan tempat kedudukan,
: . . Pasal 1.

Perscroan terbatas ini berpama *P. 7. Taman Harapan
T ndabh” berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
Perseroan dapat membuka dan menjalankan kantor-kantor cabang
atau perwzkilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun @i luar
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana-akan ditcntukan
oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris pérseroan’ ‘terbatas.
‘Maksud dan tujuam -
" Pasal 2.

Maksud dan fujuan perseroan ini yalah berusaha dalam bidang:
a. perdagangan, dalam mana termasuk dagang impor, ekspor, antar
pulau dan lokal, begitupun berusaha sebagai leveransic /distributor,

2

LY
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h, pc.in‘.uq.ian werutama dalam jenis-jenis vang dapat mcmbantu
Pemerintah dalam ussianva uniuk mengiiomat penndu«ran devisa
acgar:

an\-'Lil..n'kL ieenen Jait perusaluun. dagang. industri dan hin.

J2in bailk dori daken mupun dand lvar mageri:

d. pembanguncs dengz: mdlafukan segala epiatan )ang fazimnya
dilukukan oleh su2it -2dan vang rcr"""\ “dalam b vidang . di
anlara lain:

. memperoleh 1ana’-:anah baik dari Pemerintah maupun dari
swasta, unwk disiah menjadi siap untuk dibangun dan di atas
tanah-tanah tersetut membangun segala macam bangunan
sesuai dengan tara kola dan melakukan segala kegiatan lainnya
dalam bidang real estate;

berusaha sebagai kontraktor dengan menyelenegarikan segala
macam bangunan, pembuatan jalan-jaian, jembatan-jembatan
saluran-saluran unwk air leiding. akran Vstrik, irigasi dan lain-
lain sebagainva, mangadakan p..nzurukan 1a2nah;

3. bherusaha schagai perencana. pclaksan,é dan /atan .pgngawas
untuk ~provek-proyek pcmbaneunan sipil dan industn sera
menjaiankan usaba consulting engineering;

dan bidang-bidane lain vane baik secara langsung maupun secara
tidak lanesung mempunvai hubungan dengan yvane disebut ¢ atas,

satu dap lain baik wntuk perhitungan persercan scndiri maupun atas
casar komisi guna atau bersama deaman vihak lain serta dengan
mengindahkan semia persturan dari yang berwajib.

Untuk meacavai maksud dan tujuannga, perseroan dapat juga me-
ngadakan kerja sama dengan- jkut serta atau mempunyai kepentinean
" dafama suatu'badan atzu uszha lain baik dari dalam mauvun-dari luar

negeri yang fujuannya sama atau sejenis dengan tuluan perssroan ini,
semua dengan mengindahkan izin dari yang berwajib. !

Jangka waktu,
~ Pasal 3,

Perseroan ini bermulai pada tanggal diberikannya pengesahan oleh
instansi Pemerintah yang berwenang atas anegaran dasar ini dengan ,
mengindahkan ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 51 dari
Kitab Undang¢-undang Hukum Penuagaan dan dxdiﬁkan untuk lama-
nya tujuh puluh lima tahun, - .

1
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1380 PERSEROAN TERBATAS

Permodalan
Pasal 4.

Modal dasar perserozin besarnya Rp. 100.000.000.— (seratus jut
rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) szham masing-masing scharee
Rp. 200.000,— {dua ratus ribu rupiah) nominal.

Dari modal dusar tersebut oleh para pendiri perseroan telah diam-
bil bagian/ditempatkan dan akan disetor dengan tunai selambat-lam-
batnya pada tanggal dipcrolehnya pengesahan instansi Pemerintah
vang berwvenang atas anegaran dasar ini Rp. 40.000.000,— (empat
puluh juta rupiah) atau 200 (dua ratus) saham, vaitu olch:

a. pendiri Soehargo Gondokusumo Rp. 5.600.000,— Ylima juta enam
ratus ribu rupiah) atau 28 (dua pulub delapan) saham.:

b. pendiri Oesman Soedargo Rp. 7.200.000,— (tujub juta dua ratus
ribu rupiah) atawr 36 {tiza puluh cnam) saham.

¢. pendiri Hendro Santoso Gondokusumo Rp. 4.800.000.— (empat

-juta delavan ratus ribu rupiah) atau 24 (dua pu'vh empat) saham.
d. pendirt Sudiana Halim Ro. 3.200.000,— {tiga juta dua ratus tiou

rupiah) atau 16 (enam belas) saham.

e. pendini Hutomo Widioio Ro. 2.400.000,— (dua juta empat ratus
ribu rupiah) atau 12 {dua belas) saham:
f. pendiri Mansjur Tandiono Rp. 2.400.000,~— (dua juta empai ratus
ribu rupiah) atau 12 (dua belas) saham.
. pendiri I Gede Subrata Ro. 2.400.000,— Kdua juta empzt ratus
ribu rupiah) atau 12 (dua belas) saham.
- pendm Slamet Santoso Gondokusumoe Ro. 12.000.000.~ {(dua
-~ belas juta mpxah) atau 60 Kenam pulub) saham.

- ‘Sabam-ssham perseroan sisanya akan dikeluarkan wenurut kebu-
tuhan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang dite-.
taokan cleh rapat umum para _pemeeang saham sesuai dengan ke-
tentuan dalam anegaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan
harga di bawah pari.

Jika hendak dikeluarkan saham-sabam yang masih dalam simoanan
maka para pemegang saham yang sudah ada diberi kesempatan ter-
lebih dahulu untuk membeli saham.sabam yang akan dikeluarkan
_ dalam waktu dua bolan setelah direksi memberitahukan keputusannya

44 . s.
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:entang niat pengeluaran i dan masing-masing daripada para peme-
wing stham perseroan berhak membeli saham-saham tersebut menu-
s perbandingan _]U'll.ll‘ suham-s2ham vang telah dimilikinya.

Siemanz vaag henjat membeli saham-szham jtu bukan pemegang

A ;;..::\c"cm teriaias inl, miaks pembeli tersebut harus mendapat
Saredn b du deri rapat umum para pemegang saham
_._'1;: .~.!.\,....> diadeken untek maksud i -

Sehuin-szhant seicrubnya ha- s su;-;:h dikelvarkan dalam walay
V19 (sepululj izhun erhiwng seitk ianggal didapatnya pengesahan
anggarar Gasar ini. kecuall jika jangka wazktu itu diperpanjang oleh
vang berwajibh aas perminiaan direksi.

\u,'! da

Surat-surai: saham
¢ .

Pasal 3

. L
abame~afam perserean ini adaluh saham-saham alas pama.

Narma pamiliknys discbut pada setiap surat saham yang b2 rsang-
wutan olsh dircksi. - - s

Untuk tiap sabam diberi seheisi surat saham. leugkap dmgan tan-
da-tanda dipiden dan talon untuk menerima tanda-tanda dipiden baru.

Tiap-tiap saham diteri nomor urut dan ditanda tangani oleh pre-
siden dircktur dan presiden komisaris, sedang tanda-tanda dipiden
dan talon harus mempunyai nomor yang szma’ dengan nemor saham
vang bersangkutan.

Direksi berhak sewakiu-wakiu mengeluarkan surat kolekﬁp sebagai
 bukti pemilikan atas dua saham atay lebih, dalam surat kolektip
mana harus disebut juga ]um]ah sa.h.m dan nhmor mham-saham
vang bersangkutan. -

-Saham-saham tidak dapat dxbagl-bagu

Perseroan hanya mengaicui satu orang sebagal pemilik dari saty
suham, yaitu yang namanya terakhir tercantum pada surat saham
vang bersangkutan.

Jika schelai saham beralzh karena warisan yang belum tecbagi atau
karena sebab-sebab lain menjadi kcpunyaan beberapa orang, maka
mereka bersama-sama yang mempunyai saham tersebut wajib dalam
waktu epam bulan seiclah jtu menunjuk seorang i antara mereka

5
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atau orang lain sebagai wakil mercka bersama dan hanya wakil g
saja yang berhak mempcrgunakan hak-hak yang diberikan olch
Undang-undang kepada para pemilik dari saham tersebut.

Scorang peniegang suham menurut hukum  harus tunduk  kepada
anggaran dasar ini dan semua keputusan yang sah dari rapat wmen
para pemegang saham.

Duplikat-duplikadt
Pasal 6.

Jika surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan
tidak dapat dipakai lagi, maka oleh direksi dapat dibenikan duplikat-
duplikatnya kepada yang berkepeatingan atas permintaannyva tertylis.

Surat.syrat aslinya kemudian dibapuskan dan dari kejadian ini
dibuat berita acara oleh direksi dan dilaporkan dalam rapzt umum
para pemegang saham yang berikut.

Jikd surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang. maka
atas permintazn teriulis dari yang berlepentingan kepadanya. olel
direksi dapat diberikan duplikatnya, setelah menurut pemmbangan
direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan
yapng dipandang perdu olech dircksi untuk tiap-tiap- peristiwa yang
khusus.

.. Setelah duplikat dari surat-surat yang hilang tersebut dikeluarkan,
maka strat-surat aslinya tidak berlaku lagi.

Pengeluaran duplikat karena surat-surat aslinya hilang harus di-
umumkan dalam sebuah surat kabar/harian atau lebih yang terbit
dalam babasa Indopesia di tempat kedudukan persercan.

.,cgala biaya* yang’ bﬂhnbung;m dengan "pengcluaran duplikat-du-
- plikat itu harus ditanggung oleh yang Derkepentingau.

Buku daftar sahain.
Pasal 7.

Untuk sabam perseroan diadakan buku daftar saham di kantor
perseroan, dalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari para

]g:cx;gang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perdu oleh
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Tiap-tiap perubahan tempat tinggal pemegang saham wajib diberi-
izhukan dengan surat kepada direksi.

Seizima pemberitzhuan ini belum dilakukan maka semua panggilan
dasn pomberitahuan akan dikirim pada iempat tinggal yang terakhir
izrcaiai dalam buku daftar sabam.

-

Bzl nama seham harus dilakukan berdasarkan surat pemindahan
rang dhar Wi wangani oleh yang memindahkan dan yang meaerima
pominéaiian atau wakil-wakilnya atau berdasarkan surat-surat lain
vang menurut pertimbangan direksy dipandang cukup sebagai alasan
sah uniuk pemindahan itu.

Balik nama tersebut dicatat dalam buku daftar saham maupun
pada surat saham yang dipindahkan yang diberi tanggal dan ditanda
i2ngani oleh presiden direktur dan presiden komisaris.

Mereka hanya diperbolehkan membalik nama suatu szham jika
gan setclah syarat-syarat untuk melakukan balik nama tersebut da-
lam anggaran dasar perseroan dipenuhi.

Terhitung sejak dilakukannya pangglan rapat umum para peme-

Zug szham sampai dengan tangeal rapat itu talik nama saham.tidak
deerbolchkau. {

Direksi wajib memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.

Tiap-tlap pemegang saham berhak untuk melibat buku daftar sa-
ham tersebut pada waktu kantor perseroaa dibuka.

Pemeg-a.ng ‘saha.m.
Pasal 8.

Yaug dapat memiliki dan mempergunakan hak-hek -atas suatu sa--
Lam perseroan éni hanyalah wargancgara Indonesia atau badan yang .
berkedudukan di Indonesia, dari badan mana para. anggautanya atau
para pemegang sahamnya terdiri dari orang-orang yang berkewarga-

" negaraan Indonesia dan badan tersebut diditiken menurut Undang-
undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tiap-tiap surat saham yang dikeluarksin oleh perseroan terba-
tas dimuat kutipan dari peraturan ini. .

Jikalau suatu sabam oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-
sebab lain pindah haknya dan jatuh ke tangan bukan orang atau’ ba-
dan yang dimaksudkan dalam ayat -pertama dari pasal ini, maka

?
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dalam jangka waktu satu @ahun sctelah terjadinya petistiwa itu orang/
badan ini wajib menjual saham-saham itu kepada seorang atau badan
vang dimaksudkua di sias demikian menurut peraturan-peraturan
vany dJitentukan dajam anggaran dasar ini; sciamia Lucn(u..n ini be-
lum terlaksnna, meks svars yang dikcluarkan dalem repul entgk
sabamt it diznggep vdgk seh, sedongkan pembayaran ¢ nde.. dur
saham itu juga diunda.

Pemindahan saham-saham

Pasal 9.

Apabila suuty saham hendak dijual atau dengan cara lain dialih-
kun, maka pemegang sahamnya wajib menawarkan saham(-saham)nya
ity terlebih dahulu secara tenulis kepada para pemegang saham lain-
nya melalui dircksi dengan suatu harga ving tidak lcbih -dari hargz
menurut necraca perseroan terakhir yang telah disctujui oleh rapat
umum para pemegang saham, satu dan lain dengan pengertian bahwa

" masing-masing pémegang saham berhak di- dalam wakiu satu bulan

\c::lah tungeal penawaranfiya membeli sabam-saham itu sesuai de-
ngan pcrbandingar. jumlah saham vang telah dimilikinya.

Apabila tidak ada p=megang sabam yang iagin membelinya, maka
dirckst dalam waktu saw bulan setelah itu wajib memanggil dan
mangadakan: rapat. umum para pemegang saham, untuk ma‘snmka“
‘pembelinya.

Apabila direksi lalai memanggit dan mengadakan rapat terscbut
atau orang/badan yang d:lemukan oleh rapat tersebut di dalam

- . wektu tiga -pulubh hari sctelah ditentukan .belum membeli saham-sa-

ham itu, maka pemegang Sebarn yang bersangkutan bebas menjual
saham-sakam térscbut kepada pihak ketiga dengan barga jang ia
pandang cocok dengan ketentuan tahwa orany atau .badan yang ber--
sangkutan harus disetujui Jebih dabulu oleh rapat umum para peme- -
gang saham. .

Persetujuan - rapat umum -para pemegang saham terlebih dahulu
juga dxperlukan untuk mémpertanggungkan atau mengikat suatu
saham, .

Segala tindakan dari yang berkepenungan yang bertentangan de-
ngan apa yang telah ditentukan dalam - pasal ini membawa akibat

3
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baliwa keuntungan atas saham-saham demikiari akan ditahan dan
tdak dibayarkan, sedang pemegang sabam demilkian walaupun ia
herhak memberikan suvara, suara-suaranya dianggap tidak sah.

Pengurus.
Pasal 10.

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suvalu direksi yang terdiri
dari seovang direktur atau lebth di bawah pengawasan seorang ko-
nlisaris atau lebih, satu dan lain dengan catatan bahwa apabila di-
angkat lebih dari seorang direktur, salah seorang di antaranya dapat
ditunjuk sebagai presiden dircktur, secdang apabila diangkat lebih
dari seorang komisaris, ‘salah scorang di antaranya dapat ditunjuk
schagai presiden komisaris.

Yang dapat diangkat scbagai anggota direksi dan dewan komisaris
hanya warganegara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan
indonecsianya, maka yang bersanglhutan dianggap dengan sendirinya
iclah melelakkan jabdtannya fersebut. Sebagzi anzgauta direksi dan
dewap komisaris dapat pula diangkat badan-badan yang dimaksud-
ian dalam pasal 8.

Anggauta direksk dan dewan komisaris diangkat oleh rapat umum
para pemegang saham, untuk waktu yang lamanye tidak ditentukan,
dengan tidal: mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Kepada anggauta dircksi dan dewan komisaris dapat diberi gaji
dan/atau tunjangan-tunjangan yang Jumlah bcmmya ditentukan oleh
rapat- umuin pata pemegang sabam. - )

Yika oleh sesuatu sebab terjadi .Jowongan pada Jahazan anggau:a :
Jircksi da.n/atau dewan komisaris, maka dalam waktu satu bulan
sesudah terjadinya lowongan itu harus diselenggarakan rapat umum
para pemegang saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan mem-
perhatikan ayat kedua dan ayat ketiga dori pasal ini.

Di mana-mana dalam anggaran dasar éni disebut perkataan "direk-
si” diartikan salah seorang direktur termasuk presiden direktur; ada-
pun dengan komisaris diartikan baik presiden komisaris maupun
Komisaris, sedang dengan perkataan-perkataan “dewan komnms
diartikan segenap komisaris. -
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Sclama hanya diangkat scorunz komisaris. maka segala sesuatu yang
tclah dnclapk:m dalam anggaran dasar perscroan untuk pura komi.
wris atau dowan komiseris. beriaku juge bagi komisuis waggai e,

Presiden direktur beriiek dan benwenang mewakili divck:” den ka-
renanva mewakili perserozn di dalam dan di Juar Pengadilun ieniang
scazia hal dan dalam scgala kejadian dan berhak mengikat perserosn
pada pinak Jain alau pihak lain pada perscroan scriz menjalanian
scgala tindakan untuk dan atas nama perseroan, baik tindakan-tin-
dakan yang bersifat peangurusan maupun tindakan-tindakan ‘ang
bersifat pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a. mengadakan suatu pinjaian uzpg a1as nama perseroan dalum

‘mana tidak 1ermasuk penerimaun wang berdasarkan suawe kredic

yang telan dibuka:

b. mcnkgadaﬂ.an a2y mempenanggungkan secars *bagaimanapun

juga sesuatu milik perseroan; _

¢. mengkat perseroan sebagai penanggung;

d: membeli atau mempsroleh secara lain atau menjual atau dengan
cara. lain memindah tangankan sesuat: barang yang tidak terge
rak dan/atau perusahaan atas nama’ perscroan; .
mendirikan perusabaan lain atau ikut serta dalam pcru<ahnan lain
atas nama perseroan,

harus dilakukan oleh mesiden direktur dengan persduluan tertulis

o

" - terlebih dahulu dari atab akia yang bersangkutan hams juga ditanda

tangani oleb presiden komisaris atau apabila presiden’ komisaris tidak
ada atau berhalangan dari seorang komisaris lainnya.
‘Masing-masing direktur membantu presiden direktur dalam pelak-
sapaan {ugasnya dan mewakilinya bilamana presiden direktur tidak
ada atau jantaran sebab apapun berhalangan, hal mand tidak perlu
dibuktikan terhadap pihak ketiga, adapun seorang direktur mempu-
nyai wewenang dan kewa;nban—kewa]-xban yang sama seperti dalam
gnr;giat:‘m dasar ini diberikan kepada dan ditetapkan untuk presiden
i T,
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Dewan komisaris.
Pasal 12.

Dewan komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan di-
reksi dan b-erhak menentukan cara-cara pelaksanaan kebijaksanaan
perseroan yang telah disetujui oleh rapat umum para pemegang Ssa-
ham scrla berhak juga memberi petunjuk-petunjuk kepada direksi.

Dewan komisaris mengawasi serta menjaga agar ketentuan-ketentu-
an dalam anggaran dasar perseroan dan cara-cara pelaksanaan ke-

bijaksanaan serta petunjuk-petunjuk tersebut di atas dilaksanakan
oleh direksi.

Tiap komisaris pada tiap hari kerja berhak memasuki bangunan-
bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digu-
nakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-
buku, surat-surat dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain se-
bagainya.. serta mengetahui semua tindakan.yang.telah dijalankan oleh,
perseroan. *oe ¥

Direksi wajib memberi segala keterangan dan |penjelasan tentang
hal-hal yang ditanya dan yang dianggap perlu untuk pengawasan dan
pemeriksaan itu.

Dewan komisaris dengan suara- terbanyak sewaktu-waktu berhak
memberhentikan untuk sementara para anggauta .direksi atau salah
seorang di antara mereka, jika mereka ini bertindak bertentangan
dengan anggaran dasar perseroan atau melaiaikan kewajiban mereka
atau karena hal-hal lain yang penting.

Pemberhentian sementara teisebut harus-disertai .alasan yang me-
nyebabkan tindakan itu.. .

Dalam waktu satu bulan sesudah dllakukan pemberhentlan semen-
tara tersebut, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat umum
luar biasa para pemegang saham, rapat mana akan menentukan apa-
kah anggauta direksi yang bersangkutan akan diberhentikan/ dipecat
atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedang yang diber-
hentikan untuk sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan
membela diri

Semua dengan mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 20
ayat 1 di bawah ini.

11
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Rapat ini dipimpin olcli ‘seorang komisaris dan jikalau t-:dak ada
seorang komisarispun yang hadir olch seorang yang dipilih oleh dan
di antara mereka yang hadir.

Jika rapat umum luar biasa para pemegang ciham itu tidak diada-
kan dalam waktu snui bulan seieiah :eri::d:nya pemberhentian semen-
tara tersebut. maka pemberhentian sementara tersebut nvenurut hu-
kum menjadi batal.

Apab:’i semua anggauta direksi diberhentikan sementara atau bila-
mana perseroan karena sebab-sebab apapun juga tidak mempunyai
direksi ataupun apabila semua anggauta direksi perseroan karena
sebab apapun juga berhalangan, .pengurusan perseroan untuk sementara
;ikan dijalankan oleh dewan komisaris yang berhak memberi kuasa
sementara kepada salah seorang di antara mekeka aias tanggungan
mereka.

Pengurusan ini hanya meliputi tindakan-tindakan pengurusan me-
ngenal hal-hal dan pekerjaan-pekerjaan yang .sedang belangsung, ada-
pun untuk dapat melakukan suatu tindakan yang di luar bal-hal dan
pekerjaan-pekerjaan tersebut harus didapat persetujuan dari rapat
umum 'luar biasa para pemegang saham lebih dahulu. ¢

Tahun buku.
Pasal 13.

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai
dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap-tiap tahun.

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun buku-buku perseroan
ditutup . .

Dari penutupan buku tersebui oleh direksi dibuat neraca dan per-
hitungan laba-rugi, yang setelah diperiksa dan disetujui oleh dewan
komisaris berikut surat-surat pertanggungan jawab tahunan lainnya
harus sudah disediakan di kantor perseroan selambat-lambatnya em-
pat belas hari sebelum rapat umum tahunan dimulai, untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham

Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu direksi mem-
berikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang di-
capai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurus-
annya.

12
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Dalam repat umum ity diajukan neraca dan perhitungan labasugi
tersebut vniek disshkan dan ditetapkan pembagian kcuntungan dan
besaraya dipiden.

Pengese:

pamigganz <

:5 nerace dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum parz
am, berarti memberikan pclunns.m dan pembebasan sc-
perufnye nepada semua anggaula direksi ates Gndakan-tindakannyz
dalam t=lus buku vang Jalu mengenai pekerjaan-pekerjean tersebut
dzlam surii-serat whunan ity dan memberikan pembebasan kepada
dewan wemvisaris atas pengawasannya sclama masa itu.

Rapat umum tahunan

Pasal 14,

l\-p..l u! L.'u tzhunan para pemegeng saham diadakan iap-iiap
1ahun selambzi-lambatnya dalam bulan Juni.

R..fr_ untom Jear biasa para pemegang saham diadzkan tap kali
jika dianggap perlu olch direksi atau seorang komisaris.

Direksi 'w2jid memanggil dan menyelenggarakan rapar umuin lear
biasa atas pormintean deagan sural dari seorang pemegang sanam
a1au lebih vang bersama-sama mewakili sedikit-dikitaya 34 (sata per-
empat) dazi modal vang telah dikeluarkan oleh perseroan, di dalam
surat permintaan mana harus disebutkan secara singkat hal-hal yang

akan dibicarakan. 2

Jika direks? lelai untuk menyelcngamkm Tupat tctscbut dalam wak-
tu satu buian setelah permmtaan itu diterim2, maka yang menanda-
tangani sural pormintasn ite berbak memangeil sendini rapat itu ates
biaya perseroan dengan mengindalikan ketentuan-ketentuan dalam
angzaran dssar ini;-dalam rapat tersebut ketus dipilih oleh dasi dasl
antara mereka yang hadir dan semua keputusan yane diambil dalam
rapat itu mengikat perseroan asal saja-tidak diambil bertentangan
dengan anggaran dasar inb dan mereka yang hadir menyetujui -dibi-
carakannya hal-bal tersebut.

Tempat dan panglgilan rapat
Pasalls :

Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat ke-
dudukan perseroan.

13
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Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan oleh dircksi
dengan iklan dalam suatu surat kabar vang terbit dalam bahasa In.
donesia di 1empat kedudukan perseroan dan/atau dengan mengirim
surat undangan dengan pos tercatat kepada alamat nusing-masing
pemegang sabam yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham ya-
in; sckurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan
jixz hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pendapat direksi
iarus segera disclesaikan, maka waktu itu dapat dipersingkat sampai
iujuly hari scbclumnya. :

_ Dalam panggilan /undangan itu harus diberitahukan hari. tanggal,
ium dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang akan dibi-
carakan.

Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan/
undangan terjebih dahulu seperti tersebur di awas ini tidak diperlukan
uniuk mengadzkan rapal, scdang rapat umum demikian dapat diada-
kan di mana saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesta.

Pimpinmam rapat
Pasal 1€

Jikalau dalam anggaran desar inj tidak ditentukan cara lain maka
semua rapat dipimpin oleh presiden direktur dan apabila presiden
direktur tidak ada, olch seorang direktur lainnya dan apabila tidak
ada seorang direkturpun yang hadir, oleh presiden komisapis atau
salah seorang komisaris lainaya dan jikalau tidak ada seorang komi-
sarispun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara
mereka yang hadir.

Drari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu, dibu-
“atlah " nctulea oieh ketua yang sebagai -penetapan ditanda . tangand
olehnya dan olch seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat
dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang nlyata
terhadap semua pemegang sabam.

Penanda tanganan ini tidak perlu, jikalau notulen dibuat dengan
berita acara notaris.

Keputusan rapat dan hak suara.

Pasal 17,

Kecuali jika dalam anggaran dasar éni ditentukan Jain, maka segala
keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak biasa.

-14
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Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak sctuju sama banyak-
nva. maka undianlah yang akan menentukan jika mengenai diri sesc-
orane. sedangkan mengenai hal-bal lain dianggap ditolak.

Ra:." urium para pemegang saham hanya suh dan dapat mengam-
Xopuiusen-kopuiusan yang mengikat apabila dalam rapat itu ha-
Jr aiaw éiwakili secara sah sekurang-kurangnya 6090 {(enam pulub
;enient darloseinua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan,
~aumuz dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya menge-
szi feput wnum para pemcgang saham sebagaimana ditentukan da-
iam anggzran dasar perseroan.

Dajzm rapat umum para pemegang saham tiap saham memberi hak
untuk mengeluarkan satu suara.

Szorang pemegang saham dapat diwakili oleh secorang pemegang
szham Jainnya atau orang lain secara tertulis.

Parz anggauta direkst dan  para komisaris perseroan dan pada
wmumnya para pegawai perseroan tidak boleh bertindak sebagai ku-
z<a daiam rapat umum para pemegang saham dan terutama dalam
pemunguilan suara, syara-suara yang dikeluarkan oleh mereka seba-
£ai kvasa dianggap tidak 'sah. -

Ketua rapat berhak minta supaya sumt—surat kuasa tersebut d.m.m-
jukkan kepadanya pada waktu diadakan rapat

Kecuali jika rapat menentukan lain, maka pemungufan suara ten-
ang diri orang dilakukan dengau surat tertutup yang tidak ditanda
12nzani dan tepiang hal-hal la.m dengan lisan..

Suara blanko dan svara yang tidak berharga dianggap tidak dike-
juarxan.

Al

Keuntungan
© Pasal 18.

Keuntungan bersih uap-tlap {ahun sebagaimana ternyata dalam ge-
raca dan pechitungan laba-rugi yang telah disabkan oleh rapat umum
para pemegang saham setelah dikurangs dengan jomlab untuk dama
cadangan, pajak-pajak, penghapusan-penghapusan dan lain-lain hal,
dibagi tiay-tiap tahun menurut keputusan rapat umum tahunan para
pemegang saham.

Jika menurut pendapat direksi dengan pertimbangan dewan komi-

saris, jumlah dana cadangan telah cukup besasriya, maka atas usulnya
rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian
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dari kcuntungan yang dipisshkan untuk dana cadangan fersebut di-
sunakan untuk keperivan lain.

Jikz perhitungan laha-rugi suatu abhun menunjukkan l\crugan yang
tidak dapat ditutap dengan danma czdangan, maka kerugian itu akao
iinggal dicatat dan  dimasukkan dalam perhitungan ]abaarugi dan
dalam whunaahun vang akzn datang perseroan dianggap tidak mem-

neroleh Jeba sclama kerugian vang tercatat dan dimasukkan dzlam
-u‘r'\':.mn,m leba-rugi itu Lolum sama sekali ditutup.

Dipiden-dipiden vang tidak diambil dulam waktu lima t3hun scte-
izh d.?sediak.m untuic ditayar jatuh pada perseroan.

Dana cadangan

Pasal 19.

Dana cadangan digunaksn uatuk menutup kerugian yang diderita
akan tetap: Tapat umum para pemegang saham dapat menentukan
agzr dama it sclurnhnya atau sebagian akan digunakan -uniuk moda;
kerja atau keperluan lain.

Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau mengusaha-
kan agar dana itu mendapat laba, satu dan lain dengan cara yang
dipandang baik olebnya dengan persetujuan dewan komisaris.

Laba yang diperoleh dari dana cadangsa itu damasu kkan dalam
perhitungan laba-rugi. :

Perubahan anggaran dasar
et - Pasal200 - - -

Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini ter-

- masuk pula merubah nama, tempat kedudukan atau tujuan perseroan,
membubarkan persercan sebelum waktu yang ditentukan atau mem-
perpanjang lama berdirnya perscroan, memperbesar atas memperke-
cil modal perseroan fusul untuk memperkecil modal wajib diumum-
kan oleh direksi dalam Berita-Negara dan/atav harian yang terbit
dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan untuk ke-
pentingan para kreditur) begitupun peagingkatan dan pemberhentian
anggauta direksi dan/atau dewan komisaris hanya dapat dilakukan
atas kekuatan keputusan rapat umum lvar biasa para pemegang sa-

- - 16

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009



PERSEROAN TERBATAS 1380

ham yang “sengaja diadakan untuk maksud dtu, dalam rapat mana
harus diwakili sedikit-dikitnya 3 (tiga perempat) dari modal yang ~
ielah dikcluarkan dan usul itu disetujuj oleh sekurang-kurangnya 34
f1iga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -

Jika dalam rapat termeksud banyaknya modal yang hadir tidak
speiti vang diteniukan di atas, maka seccpat-cepainya tujuh hari se-
sudah rapat jiu dapat diadakan rapat umum juar biasa yang kedua,
Jengan syarat-syarat yang sama scperti yang ditentukan untuk rapat
umem periama, dalam rapat yang kedua mana dapat diambil kepu-
usan mengenai hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama vang ti-
dak dapat diputuskan, asal saja disctujui oleh mkumng-kumgya %
{liga pcrempat) dari jumlal suara yang dikeluarkan dengan sah.

Secala sesuatu itu dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib
<¢begitu jauh hal itu diperlukan. .

Likwidasi
Pasal 21.

Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus dilikwidasi oleh di-
reksi di bawah pengawasan dewan komisaris, kecuali jika rapat umum
para pemegzang sabam menentukan lzin, Dalam rapat itu ditentukan
juga upah para likwidatur.

- Keputusan pambubaran harus didaftarkan pada Kantor Kepanitera-
an Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan di-
umumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan/atau harian
vang ierbit dalam bahzsa Indonesia di tempat l.edudukan pcrserozm
_.dengen memanggil juga para kreditur. .

. Dari sisa perhitungan Bkwidasi terlcbxh dahulu akan dibagikan

kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham
masing-masing dan sisa terakhir (sebegitn jauh ada) dibagi menurut
cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang
khusus diadakan untuk keperluan itu.

- Anggaran dasar perseroan sebagaimana tersebut dalam akta ini dan —
perubzhannya kalau ada tetap bedaku sampai dengan hari disahkaa-
nya. perhitungan likwidasi yang terakhir oleh rapat umum para pe-
megang saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuh-
nyva kepada para fikwidatur.
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Ketentuan umum.
Pasal 22.

Hal-bal yang tidak atau udak cukup diatur dalam anggaran dasur
ind. rapat umum para pemegang saham yvang akan memutuskannya.

Ketentuan khusus,
Pasal 23.
Menyimpang dari peraturan-peraturan yang ditentukan dalam pa-
sal 10 tentang cara pengangkatan para anggauta direksi dan dewan

komisaris perseroan, maka oleh para pendin: perseroan untuk pertama
kalinya diangkat sebagas :

Presiden direktur : penghadap QOesman Soedargy pribadi;
Direktur : penghadan Hendro Santoso Gondokusu-
e e . mo Pribadi; . '
.Presiden komisaris  : tuan Sochargo Gondokusumo tersebut di
atas;
Komisaris : tuan Hutomo Widjojo tersebut di atas.

Pengaugkatan-pengangkatan terssbut menurut keterangan pihak-pi-
hak yang hadir telah diterima oleh masing-masing pihak yang ber-
sangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum para pemegang
saham yang pertama.

Direlesi dan - | B : )

baik bersamassama maupun masing-masing deagan ini diberi kuasa-
depgan hak ‘#uibstitusi, untuk memohon peogesaban darh instansi Pe-
merintah ‘yang berwajib atas pendirian perseroan terbatas ini serta
dikuasakan. juga untuk mengadakan perubaban apapun dalam ang-
garan- dashr perscroan terbatas tersebut yang disarankan oleh yang
berwajib untuk memperoleh peogesahan itu dan untuk hal-hal terse-
but menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan,
membuat, minta dibuatkan dan menanda tangani segala sesuatu yang
dianggap perfu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut
deogan tidak ada yang dikecualikan,

18
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Demikianlah akta ini

Dibuat Jdun diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
made pamvlaan aki ini di hadapar saksi-saksi nvonya-nyonya Tinah
wn, kedua-duansa pegawai notaris dan bertempat tinggul

Sii oien save, notaris. dibacaken kepada para pengha-
$ salid teryaduy, segeru akia in! ditanda tangani olch para
penghadzp, saksi-seis! tersebut dan sayaz, nolaris.
Dilangsungkan dergan scpuluh gantian, Jima tambahan dan satu
coretlan,
Minuta akie ini wlzh ditunda tangani dengan scmpumna,
Dibsrikan untuk salinan yang sama bunyinya.
Notaris Jakarta.
P. TAMARA.

Akt ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesiz tertanggal 9 Januari 1978 No. Y.A. 5/15/4.
Diketabui : ]
Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
wb.
Direktur Direktorat Perdata;
T _ubs ‘ :
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum

Ny. SUBANDUAH SUBANDI.
NIP. 040004445.
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Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13 Januari 1978 akta ini telah didaf-
tarkan dalam buku register uniuk maksud itu vang berada & Kantor
Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 126.

Panitera,
R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan Rp. 1.000—
Upah tulis n 2200—

Jumlah Rp: 3.200,—
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Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA

: Keputusan Mentei

PERSEROAN TERBATAS =~ ~* -~

3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaTang-
gal 21 September 1989 Nomor: C2-8983 HT.01.04.Th.89
(Tambahan Berita Negara Nomor 2703 Tahun 1989),

MEMUTUSKAN:

Memberikan Persetujuanatas perubahan Pasal: 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas : PT. Taman
Harapan Indah,NPWP.1.307.683.1-025, bcxkedudulmn
di Jakarta, sesuai dengan Data Ak'a Perubahan Anggaran -
Dasar Perseroan tanggal 13 April 1998, yang dibuat olch
Notaris Irawan Soeredjo, SH., berkedudukan di Jakarta,
%,"9 hakiman inl mulai berlaky scjak
tanggal diteiapkan. | :
Diteufpkandi Jakarta -
Pada tanggal 8 Oktober 1998,

An, MEN'TERI KEHAKIMAN REPUBLIX XNDON'ES!A

. DIREKTUR JENDERAL-
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ub.

DIREKTUR PERDATA
- Pclaksanal_-larlan

SASANGKA ENDRAWIDJAJA, SH
NP, 040028665 _

- -

At e e .
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Tambahan Berita~Negara R.I. Tanggal 28/9 — {999 No. 78.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.L sesuai dengan ketentuan Pasal 22
ayat (1) Undang-undang No. ! Tahun 1995 tentang Perseroan Tetbatas.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA -
NOMOR : C2-18180 HT.01.04-Th.98
‘MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca ¢ Suratpermohionan ianggal | Juli 1998 Nowmor : 228/THI/CL/
MA/VIL98 dan Notaris Irawan Soerodjo. SH yang kami
terima tanggal 20 Juli 1998, * . .
Mcnimbang  : Bahwa berdrsarkan pernyataan Notaris. Akta Perubahan
Anggaran Dasar yang disampaikan telah memenuhi syarat-
* _ syarat dan ketenluan yang ditetapkan dalam peraturan
. perundang-undangan yang beriaku sehmgga tidak ada ke-
“-beratan untuk memberikan péngesahan atas Akta Pendirian .
Pctscmauyangdnmaksud .

- Mengingat °: L. Undang-undangNomorlT'lhunl995TemangPerscroan

. Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587):
2, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonésia
. Nomor : M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan
Akta Perubalian Anggaran Dasar Perseroan Tesbatas.
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Doktorandus Gatot Widodo, dan Tuan Insinyur Supriadi Arham, keduanya
. pegawai pada kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta.

Setelah akta inj dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para’saksi dan saya,
Notaris.

Dibuatdengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.

Asli ak1a ini telah ditandatangani dengan sempuma,

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
04 Dec 1997
NotarisJakarta,

IRAWAN SOERODIJO, SH

{Dilarang menguti idm meniperbanynk)
PERUM PERCETAKAN NEGARA RL

62

_ Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009



PERSEROAN TERBATAS £264 .

Pada hari ini Rabu tanggal 13.01.99 Perusahaan dengan akia ini telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf-
taran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 3455/BH.09.05/1/99.

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendaflaran Perusahaan
Dati II

SUWITO ASKAN, SMI
NIP. 090012547,
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Komisaris : Tuan!lnsinyur Kuning Suria, lahis di Bagan Siapi-
api, pada tanggal duapuluh cnam Agustus seribu
sembilanratus enampuluh empat (26-8-1964),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Utara, TPI I Blok D nomor 9, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Peja-
galaa, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk (KTP) nomor 2202.59421/
2608640276.

Komisaris : Tuan Thomas Andri Kustianto, Jahir di Bandung
pada tanggal duapuluh delapan April seribu
sembilanratus limapuluh sembiian (28-4-1959),
swasta, Warga Negara Indonesia, beriempat ting-
gal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok A nomor
33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005,
Kelusahan Pluit; Kecamatan Penjaringari. Peme-
gang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 09Y.
5102.280459. 0063.

1l. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Tuan Dokiorandus Agus
Aprilijanto, baik bersama-sama maupun sendiri-sendizi dengan hak-untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain ying dikuasakan untuk memohon
persetujuan dan menyampaikan Iaporan atas perubahan Anggaran Dasar ini
pada instansi yang benwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang.bagaimanapin juga.yang diperlukan uniuk -
memperoleh persetujuan dan ditesimanya laporan {erscbut, untuk mengajukan
dan menandatangani samua permohonan dan dokumen lainnya, untuk me-
milih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diper-
lukan,

Demikian akta inj
Dibuat scbagal minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
sepcm terscbut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi Tuan
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Dirckiur

Kcwmiszris Utama

Komisaris

PERSEROAN TERBATAS

di Jakarta Selatan, Jalan Ridwan 111/46, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor
4501.16360/1103450165.

: Tuan Insinyur Suhendro Prabowo, lahir di Madiun,

pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan
ratus limapuluh dua (11-12-1952), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakanta:
Barat, Taman Herapan Indah Flat C.4 Rukun
Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor
32.05.8726/11125220147.

: Tuan Hendro Santoso Gondokusumo, Iahir di

Malang, pada tsnggal enam September seribu
sembilanratuslimapuluh (6-9-1950), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarna
Barat, Taman Harapan Indah Blok A nomor 21,
Rukun Tetangga 002, Ruke:n Warga 007, Kelurahan
Jelambar Bary, Kecamatan Grogol Petamburan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor
3205.14996/0609500144.

" Tuan Walman Sishaan, Sarjana Hukum, tahir di

Laguboti, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu
sembilanratus empatpuluh delapan (23-3-1948),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ting-
gal di Jakarta Timur, Taman Buaran Indah M-8
nomor 271, Rukun Tetangga 003, Rulkun Warga
014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor :
09.5407.230348.0152, ‘
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DATA AKTAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
(Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1995)

Nama Perseroan : PT. TAMAN HARAPAN INDAH

TempatKedudukanperseroan ~ : Jakanta.
NPWP Perseroan
a. Nomor : 1.307.683.1-025
b. Kantor Pelayanan Pajak
yang mengeluarkan- : Kantor Pelayanan Pajak Jakaria
Pusat Satu.
a. StatusPerseroan : Tertutup.
:b. Jenis Perseroan : Nonfasilitas.
PersetujuanDiepariemen '
Kehakiman TerakhirR.I, Tanggal
dan Nomor Persctujuan : Tanggal 21 September 1989.
) Nomor : C2-8983 HT.01.04.TH.89
Pengumumandalam Tambahan v
Berita Negara Rl Terakhir Nomor
danTahunPengumuman : Tanggal 27 Oktober 1989.
' R ' Nomar 86, Tambahan Nomor 2703
AktaPerubahan '
Tanggal dan Nomor Akta . Tanggal 4 Desember 1997.
- Nomor 34.
Nama dan Terapat Kedudukan
Notaris : IRAWAN SOERODJO, SH.
di Jakarta,

Bentuk Akta Perubahan : Akta Pernyataan Keputusan Rapat,

tn
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9. "Perubahan Ketentuan

PERSEROAN TERBATAS

:+ Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4.

Pasal

Semula

Menjadi

Pasal 2

Ifasal 2

-Maksud dan tujuan per-

seroan ini ialah berusaha
dalam bidang :

a, perdagangan, dalam ma-

na termasuk dagang im-
por, ckspor, antarpulaudan
Jokal, begitupun berusaha
sebagai leveransir/distri-
butor;

. perindustrian, terutama
dalam jenis-jenisyang

dapat membantu peme-
rintah dalam usahanya
untuk menghemat devisa
negara, -

. perwakilan/keagenan dari

perusahaan dagang, in-
dustri dan lain-lain baik

. dalam maupun luar ne-

Ben;

. pembangunan dengan

melakukan segala kegistan

yang lazimnya dilakukan

oleh suatu badan yang

bergerak dalam bidang

itu, di antara lain:

1. memperoleh tanah-
.tanah baik dari peme-

6

Pasat 2

Perseroan didirikan un-
tuk jangka waktu tidak ter-
batas, terhitung sejak tang-
gal sembilan janusri seribu
sembilanratus tujuh puluh
delapan (9-1-1978).
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Peraturan penutup
Pasal 28.

Segala scsuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini, maka Rapat Umum Pemegang Sahamyang akan memutuskan.

Selanjutmya, penghadap bertindak dalam kedudukannya scbagaimana tersebut
diatas menerangkanbahwa;

I Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 10 dan pasal 13
tentang tata cara pengangkatan anggota Dircksi dan Komisaris. maka anggoia
Dircksi dan Komisaris disusun kembali menjadi sebagai berikut :

DirckturUtama . :, Tuan Alim Sutrisno, lahir di Malang. pada tanggal

satu Pebruarl seribu sembilanratus empatpuluh
sembilan (1-2-1949), swasta, Warga Negara Indo-
nesia, bertempat tinggal di Surabaya, Darmo Baru
Timur 2/25, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04,
Sofiokwijenun, Kecamatan Sukomanunggal.
Pemegang Karta Tanda Penduduk (KTP) nomor
78.14.1002,11114,

Direktur Tuan Doktorandus Jahja Asikin, tersebut:

Direktur : Tuan Insinyur Michael Atman. lahir di Cireben,

pala tanggal lima September seribu sembilan ratus

tigapuluh delapan (5-9-1938). swasta. Warga

Negara Indonesia, bestethpat tinggal di Jakara

Utara,; Pluit Pantai Mutiara Blok- P/37 Rukun -
- Tetanggn 008, Rulain Warga 05. Kelurahan Pluit,

Kecamatan Penjaringan. Pemegang Kariu Tanda

Peaduduk: (KPT) nomor : 2204.12483/05093

* 80055, . .

Direktur :- Tuang Tosinyur Richard Stepanus Hartono, lahir
di Purwokerto, pada-tanggal sebelas Maret seribu
sembilanratus empatpuluh lima (11-3-1945),
swasta, Warga Negara Indonesia. bertempat tinggal

.0
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empat) bagian dari jumiah selursh saham dengan hak suara yang ssh dan
keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlak selurulysaham
vang ditempatkan dalam Perseroan. ’

2. Dircksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai
rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lam-
bat 14 (cmpat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan likuidasi
Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perunidang-undangan
vang berlaku inaka pembubaran Perseroan hanyadapat dilakukan b;rdasarkau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang sabam
vang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui och paling sedikit 2/3 (dua per
liga) baglan dari jumlah scluruh ssham yang ditempatkan dalam Perseroan. - - -

2. Apabila Perseroan dJibubarkan, baik karena berdasarkan keputusan
Papat Umum Pemegang Saham atau karena dinyalakan bubar berdasarkan
penclapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

3. Direksi bertindak scbagai liknidator apabila dalam keputusan Rapat .
Umum Pemegang Saham atau peactapan sebagaimana dimaksud dalam
avat 2 tidak menunjuk likuidator, '

4. Upah bagi para likuidator ditentukan olch Rapat Umum Pemegang Saham
atau penetapan Pengadilan. . .

5. Likuidator wajib mendafiarkan dslarh Wajib Dafar Pérusahain, meng-
umumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kebar harian yang
terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6.- Anggaran Dasar sepert yang termaktub dalam akta pendirian beserta
pengubahannya dikemudian hari- tetap berlaku sampal dengan tanggal disah- -
kannya perhitungan liknidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibe-
fikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

h
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Pasal

Semula ‘

" Menjadi

rintah maupun dari
pengusaha, untuk di-
olah menjadi siap un-
tuk dibangun dan di-
atas tanah-tanah ter-
sebuf membangun se-
galamacam bangunan
sesuai dengan tata
kota dan melakukan
se3ala kegiatan lain-
nya dalam bidang real
estate;

. berusaha sebagai kon-

traktordengan menyc-
lenggarakan segala
macambangunan, pan-
buatgn jalan-jalan. jemn-
batan-jembatan, salu-
ran-saluran untuk air
leiding, aliran listrik.
frigasi dan lain-lain
scbagainya, mengada-
kan- pengurukzn ta-
nah; . -

- berusaha sebagai pe-

rencana, pelaksana
dan/atau pengawas
unfuk proyek-proyek
pembangunan sipil
dan industri serta men-
jalankan usaha con-
sulting enginecring:

~3
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- Pasal

Semula

Menjadi

Pasal 3.

-Pengadaan tanah...

yang baik secara lang-
sung maupun secara
tidak langsung mem-
punyai hubungan de-
ngan yang disebut di
atas, satu dan lain
baik untuk perhitu-
ngan perseroan sens
dint maupun atas da-
sar komisj guna atau
bersama dengan pi-
hak lain serta dengan
mengindahkan se-
mua peraturan dari
yang berwajid.

Uniuk mencapai maksud |°

dan tujuan perseroan dapat
juga mengadakan kerja
sama dengan ikut serta atau
mempunyai kepentingan

-dalam -suatu badan atau

usaha lain baik dari dalam
maupun dari luar negeri
vang tujuannya sama atau

-] scjenis-dengan tujuan per- -

seroan ini, semua dengan
mengindahkan izin dari
yang berwajib,

Pasal 3.

Perseroan ini bermulai
pada tanggal sembilan

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan
Perseroan falah :

, Evyta Chandra, FH Ul, 2009
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Pengubahan anggaran dasar tersebut hams dibuat dengan akia notaris
dandalambahasalndonm

2, Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut penguba-
han nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Per-
seroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan di-
sétor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ter-
bitka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal vang

tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepadz Menteri Kehakiman

. Republik Indonesia dalam waktu selambataya 14 (empat belas) hari terhitung

sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersc-
but serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam aya( I korum yang ditentukan
tidak tercapal, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah rapat pectama itu dapat disslenggarakan rapat kedua
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat per-
tama, kecuali mengenal jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lam-
bat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pang-
gilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah .
selurah saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

5. Keputasan. mengznai pengurangan modal harus diberitahukan sccara
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara
luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat .
7 (tujuh) hari sejak tanggat keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -,
Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ~
: Pasal 26, .

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-perundang-undangan  °
yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya
dapat dilakukan berdasatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang®.
dihadiri oleh pemegang szham yang mewakili paling sedikit'3/4 (tiga per
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menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima olch
Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menfadi milik
Perseroan.

Penggunaan dana cadangan
Pasal 24,

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-
undanganyang berlaku,

2. Dana cadangan sampai dcnganjumlah sekurang-kurangnya 20% (dua-
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3, Apabila jumlah danacadangan telahmelebihi jumlah sckurang-kurangnya

20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkra tersebut-maku Rapat
Umum Pemegang Saham dapat memutusken agar jumlah dari dana cadangan.
yang telah melebibi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan
bagi keperluan perseroan,
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
memperolcli laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetuju-
an Komiisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

- P.en.gllb,a.han ang‘gal’.an: da—sir y e LT,
‘ Pasal 25, -

1, Pengubahan Anggaran Dasar ditctapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetijul oleh paling
sedikit 213 (duaper tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamyang ditermpatkan
dalamPerseroan. "

13
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Pasal

Semula

Menjadi

januari seribu scmbilan
ratus tujuhpuluh delapan
(9-1-1978) dengan meng-
indahkan ketentuan-ke-
tentuan termaktub dalam
pasal 51 Kitab Undang-
undang Hukum Perniagaan
dan didirikan untuk lama-
ntya tujuh puluh lima tahun.

- Berusaha dalam bidang
pembangunan;

Berusaha dalam bidang
perdagangan:

Berusaha dalam bidang
Industri;

Berusaha dalam bidang’
periambangan.

Berusaha dalam bidang
transportasi darat;

Berusaha dalam bidang
pertanian:

Berusaha dalam bidang
percetakan;

~ Berusaha dalam bidang
jasa, kecuali jasa di bi-
dang hukum dan pajak.
2. Untuk mencapai make
sud dan tujuan tersebut
diatas Perseroan dapat me-
laksanakan kegiatan usaha
sebagai berdkut: - -
a. Menjalankan usaha- |
usaha di bidang pem-
bangunan, bertindak se-
bagai pengembang yang
meliputi perencanaan,
. pelaksanaan dan pem-
borongan pada umum-
nya (general contrac-
tor), antara lain pemn-
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" Pasal”

Semula

Menjadi

10

bangunan kawasan pe-

. rumahan (real estat),

kawasan industri (indus-
trial estat), gedung-ge-
dung apartemen, kon-
dominium, perkantoran,
pertokoan, gedung tem-
pat parkir beserta’ fa-
silitas-{asilitasnya ter-
masuk mengerjakan pem-
bebasan, pembukaan,
pengurugan, pemera-
taan, penyiapan dan pe-
ngembangan arcal tanah
lokasi/wilayah yang akan
dibangun, serta pemba-
ngunan gedung-gedung
jalan-jalan, taman-ta-
man, jembatan-jemba-
tan, bendungan-ben-
dungan, pengairanfiri--
gasi, landasan-landasan
pemasangan instalasi-
instalasi listrik, gas, air

. minum, {clepon, air con-

ditioncr dan dalam bi-
dang teknik sipit, elek-
tro, mesing

. Menjalankan usaha-

usaha di bidang per-
dagangan, yang meliputi
perdagangan impor dan
¢kspor antar pulau/

»
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Apabila jumlah Suara yang sctuju dan tidak sctuju sama banyaknya, maka
usul ditolak,

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua
Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis senia
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Pemegang Saham,

Penggunaan laba
‘ Pasal 23, '

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum da-

Jam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan olch Rapat Umum
Pemegang SahamTahunan, dibagi menurut car penggunaannya yang diten-
tukiin o'eh rapal tersebut.

2, Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tehunan tidak menentukan
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang di-
wajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dﬂaagu scbagan

. dividen,

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditufup dengan dana cadangan, maka kerugian ity
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tzhun buku selanjutnya persercan dienggap tidak mendapat laba aelama ke-'.

.. rugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugl ml belum
sama sekali tertutup,

. 4, Laba yang dibagikan scbagai dividen yang tidak diambil dalam wak(u
5 (lima) tahun seteleh disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
_dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ie.  * . _
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat-Uiambil oleh peme-
gangsahamyangberhakmbclmlewam fangka waktu 5 (lima) tahun dengan
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b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai
" inaka dapal diadakan pemanggilan rapat kedua.

¢. Peinanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b harus dilaku-
kan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak terma-
suk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan pa-
ling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung s¢jak Rapat pertama.

¢. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang raeng-
ikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

{. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perscroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah-
nya meliputi tempat kedudukan Perseroan. :

2. Pemcgang saham dapat diwakili olch pemegang saham lain atau orang
lain dengan surat kuasa. _ —
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakiti peme-

gang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalamrapat. tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk me-
ngeluarkan ) (satu) suara, . .

5. Anggota Dircksi, anggotz Komisaris dan kaiyawan Perscroan boleh
bertindak sclaku kuasa dalam rapat, namum suara yang meseka keluarkan
sefaku kuasa dslam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang ditakukan dengan surat tertutup

yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain sccara lisan, kecuali apebila’ -

ketua rapat menentukan lain tanpa ada kebésatan dari pemegan
hadirdalam rapat. - - : ' ' 8saham O

) 7 Suara.blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan jumiah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
‘8, Semuakeputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
_Dalam Mképtgum.bacbmkanmnyamhm&m&htﬁdakmmi
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setoju
2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh sabam dengan hak suara yang sah dalam rapat,
kecuali apabila.dalam Anggaran Dasarini ditentulan lain,
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Pasal Semula: Menjadi..

daerzh sertalokal, untuk
barang-barang hasil
produksi sendiri dan
hasil produksi perusa-
haan lain, serta bertindak
sebagai agen, leveransir,
suplier, waralaba, dis-
tributor dan sebagai per-
. wakilan dari badan-
badan perusahaan-per-
usahaan lain, baik dari
dalam maupun luar ne-
geri, serta perdagangan
yang oettiubungan de-
ngan usaha real cstat
yailu penjualan dan pem-
belian bangunan-ba.
agunan rumah, gedung
nerkantoran, gedung
pertokoan, unit-unit ru-
angan apartemen, ru-
angan kondominium.
- ruangan kentor, ruangan |-
pertokoan;
Menjalankan usaha-
usaha di bidang industri,
yang meliputi berbagai
macam industri, antara
lain industri elektronika,
“termasuk komputer, alat
komunikasi, industri
makanan dan minuman,
tekstil, pakaian jadi (gar-

&0

n
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Pasal

PERSEROAN TERBATAS

Seinula

12

Menjadi

men), meubel (furni-
tur«), alat-alat rumah
tangga;

. Menjalankan usaha-

usaha di bidang pertam-
bangan yang meliputi
pertambangan nikel,
batubara, timah, emas,
perak, batuan tambang
yaitu marmer, granit;

. Menjalankan usaha-

usaha di bidang trans-
portasi darat, termasuk
angkutan untuk barang
maupun penumpang,
ekspedisi dan pergu-
dangan;

. Menjalankan usaha-usa-

ha di bidang pertanian,
termasuk agroindustri
yang meliputi budidaya
dan pengolahan pasca-
panen industri perta-
nian, peternakan, per-
ikanan darat/laut, per-
kebunan, kehutanan;

. Menjalankan usaha-

usaha di bidang per-
cetakan, meliputi pen-
jilidan dan penerbitan
buku-buku.
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kan Rapat Umum Pemegang Saliam dapat diselenggarakan dimanapun juga
dalamwilayah Republik Indonesia.

Pimpinan dan berita acara
rapat umum pemegang saham

Pasal 21.

1 Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur
Utama tidak ada aiau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
dibuftikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam
hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak

perludibuktikan kepada pihakketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan

karenasebab apapun hal manatidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
rapat dipimpin oleh seorangyang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
dalamrapal
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
dilanda tangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham atau kuasa
Pemegang sahamyang hadir dalam rapat
Berita Acara Rapat tersdrut menjadi bukti yang sah terhadap semua peme-
gang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ter-
jadi dalam rapat’
3. Penandatangananyang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyarat-
kan apabila Berita Acara Hapatdibuat dalam bentuk akta Notaris. - *

Korum, hak suara, dan Kkeputusan
Pasal 22.

1 a RapatUmumPemegang Saham dapat dilangsungkan apabiladihadiri
oleh pemegang sahamyang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh sahamdengan hak suarayang sahyang telah dikeluarkan Per-
seroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini *
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Permintaan testulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan me-
_ nycbutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya,

3. Apabila Dircksi atau Komisaris lalal untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 se-
telah lewat waktu 30 (tigapulub) hari terhitung sejak surat permintaan itu
diterima maka pemegang saham yaag bersangkutan beshak memanggil sen-
diri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat 1zin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. .

4. Pelaksanaan rapat scbagaimana dimaksud dalam syat 3 harus mem-
perhatikan penelapan Ketua Pengadifan Negeri yang memberi izin temebut.

Tcmpat dan pcmanggilan
rapat umum pemegang saham

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saliam diadakan di tempat kedudukan Perse-
roan 2tzu di tempat Perseroan melekuian kegiatan usaha. :

2. Pemanggitan Rapat Umum Pemegang Saham dilakaskan dengan surat
tercatat yang hasus dildrim paling lambat 14 (¢mpatbelas) hari stbelum tanggal
rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum repat dengan tidak mempethinmglmn
1anggal panggilan dan tanggalrapat. :

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari;
tinggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertal pemberitahuan bahwa

bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan muolaf - .

dari haridilakukan pemanggilanampa!denganunggal 'apatdladakau.
Panggilan Rapat Umusm Pemegang Saham Tabunan harus pula meacan-

tumkan bahwa laporan tahunan scbagaimana dimaksudkan dalam panl 16 -

ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan,

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadiratau
liwakili dalam rapat, maks pemenggitan teclebih dabutu sebagaimana dimak-
wud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat ita dapat diambil ke-
yutusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedang-
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Pasal

Semula

Menjadi

Pasal 4,

Pasal 4.

l. Modsal dasar per-
seroan besarnya
Rp. 40.000.000.000,~
{empatpulub milyar: ru.

13

h. Menjalankan usaha-
usaha di bidang jasa,
yang meliputi persewazn
bangunan-bangunan,
fuangan-ruangan kantor
dan ruangan-ruangan
pertokoan beserta fa-
silitas-fasilitasnya, jasa
konsultasi manajemen.
administrasi dan engi-
neering, persewaan ken-
daraan bermotor, jasa
komputasi termasuk
pembuatan -paket pro-
gram komputer (soft-
ware), pelatihan kom-
puter, perbaikan dan

perawatan komputer | -

- (hardware), jasa pe-
nyediaan makanan dan
minuman (catering),
perawatan dan keber-.

 silian (cleaning Service),

kecuali jasa dibidang |

hukum dan pajak.

Pasal 4.

1..Modal dasar Psi-
seroan berjumlah
Rp. 400.000.000.000,00
(empatratus milyar rupiah)
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-* Pasal -

Semula

Menjadi

piah), terbagi atas
40.000.000 (empatpuluh
juta) saham masing-inasing
saham senilai Rp. 1.000
(seribu rupiah) nominal.

2. Dari modal dasar ter-

sebut telah disetor dengan
uang tunai sebesar
120.000.000.000,-
(duapulub wiityar rupiah)
atau sebanyak 20.000.000
(duapuluh juta) saham

olch: '

a.'Perseroan Terbatas PT. |

Dhanmala Intiland. ber-
kedudukan di Jakarta.
sebanyak 19.747.000
(sembilanbelas juta tu-
juhraws empatpulvh tu-
juh ibu) saham atau
SCHESAT ...ccesemnmiveracoacns
...... Rp. 19.747.000.000,~

. (sembilan belas milyar

twjuhratus empatpuluh
tujuh juta rupiah).

. Nyonya Anna Halim,

pengusaha, bertempat
tinggal di Jakarta, se-
banyak 253.000 (dua
ratus lima puluh tiga ribu)
saham atau sebesar ....

14

terbagi atas 400,000.000
(empat ratus juta) saham,
‘masing-masing saham ber-
nilai nominal Rp. 1.000,00
(seribu rupiah).’

2, Dari modal dasar ter-
sebut telah ditempatkan
oleh para pemegang saham,
yaitu ;

a. PT. Dharmala Intiland.
berkedudukan di Jakarta,
scbanyak 99.747.000
(sembilan puluh sem-
bilan juta tujuh ratus

~ empatpuluh tujuh ribu)
saham, dengan-nilai no-
minal sebesar ...

.Rp. 99.747.000.000,00

(sembilanpuluh sem-

" bilan milyar tujubratus
empatpuluh tujuh juta
rupigh);

b. Nyonya Anna Halim,
sebanyak 253,000 (dua
ratus limapuluh tiga
ribu) saham dengan nilai
nominal sebesar .......
..... .Rp. 253.000.000,00
(duaratus limapuluh tiza
Juta rupiah);

sehingga seluruhnya ber-

jumish 100.000.000 (se-
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b. Direksi mengajukan Isporar tahunan mengenai keadaan dan jalannya
perseroan, hasil vang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan ulama Perseroan dan
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama

- takun buku yang memp2ngaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapalkan
persetujuan rapat.

¢. Diputuskan penggunaan labaPcrscroan

d. Penunjukan atau penggantian akuntan publik Perseroan, penunjukan atau
penggantian auditor, penctapan penghapusan dan sistim amortisasi asct
Perseroan, menciapkan atau merubah sistim pembukuan dan perpajakan
Perseroan, penefapananggaran dan rencana Perseroan,

e. Dapat diputuskan hal-hal lainyang telah diajukan dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggarad Dasar.

3. Pengesahan pethitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sc-
penuhnya kepada para anggota Dircksi dan Komisaris atas pengurusan dan
rengawasan yang telah difalankan selama takun buku vang lalu, sejauh tinda-,
kan tersebut tercermin dalam perhitangan tahunan kecuali mengenai per-
buatan penggelapan, penipuan dan lain tindak pidana maupun pelanggaran.

4, Apablila Diccksi atan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang tefah ditentukan maka
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapat umum .pemegang saham luar biasa -
Pasal - 19,
1. Direksi atau Komisatis berwenang menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Juar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pe-
megang saham atau lebih yang bersama-sama mewdkili 1/10 (satu pcrscpuluh)
bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
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2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup,
* Diteksi penyusun laporan (ahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan terscbut harus sudah disediakan di kantor Perseroan
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham (ahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang
salan,

Rapat umum pemegang saham
Pasal {7, ’

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalahy:

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 Anggaran Dasar ini,

b Ripat Umum Pemegang Saham lainnya eelanjmnya dalam Anggaran
Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Juar biasa yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-wakti berdasarkan
kebutuhan,

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasarini berarti

keduaaya. yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengantegas d.myatakan lain,

Rapat_ umum pemegang saham lahuna'\
T Pasal 18,

l. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun,
paling lambat 6 (enam) oulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan

perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan
atas dokumen terscbut untuk mendapat pengesahanrapal. 4
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Pasal

Semula

Menjadi

coneenn RP. 253.000.000,-
(dua ratus limapuluh tiga
juta rupiah),
Saham-saham perseroan
sisanya akan dikeluarkan

menurut kebutuhan modal’

kerja, pada waktu dan de-
ngan syarat-syarat yang di-
tetapkan rapat umum para
pemegang saham, sesuai
dengan keteatuan dalam
anggarandasar ini, asal saja
penjualan ite tidak dengan
hargadibawah pari.
Jika hendak dikeluarkan
saham-saham yang masih
dalam simpanan maka para

‘pémegang saham yang su-

dah’ada diberi kesempatan
terlebil dahulu yntuk mem-
beli sahamesahem yang akan

- dikeluarkan dalam waktu 2.}

(disa) bulan setelah Direksi
memberitahukan keputu-
sannya tentang niat pe-

‘ngeluaran itu dan masing-

masing dari pada para pe-
megang saham perseroan
berhak membeli saham-sa-
ham tersebut menurut per-
bandingan jumlah saham-

15

ratus juta) saham atau se-
besar ........... eeneensererenns
..... Rp. 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah).

3. 100 % (seratus per-
sen) dari nilai nominal
setiap saham yang telah di-
tempatkan tersebut di atas,
atay seluruhnya berjuymiah
Rp. 100.000.000.000,00
(serstus milyar rupiah) telah
disetor penuh dengan uang
tunai kepada Perseroan oleh
masing-masing pemegan3
saham. ' )

4. Saham-saham yang
masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh Perseroan
menurut keperluan modal
Perseroan, dengan perse-
tujuan Rapat Umum Peme-
gang Saham.

. Para pemegang sahaia
yang nainanya tercatai da-

‘lam Daftar Pemegang Sz-

ham mempunyai hak ter-
lebih dahuly untuk meng-
ambil bagian atas saham
yang hendak dikeluarkan
itu dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak
tanggal pendwaran dila-
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-+ Pasal -

Semula

Menjadi

saham yang telah dimili-
kinya.

Bilamana yang hendak
membeli saham-saham ijtu
bukan pemegang saham
perseroan terbatas ini, maka
pembeli tersebut harus
mendapat persetujuan ter-
lebih dahulu dari rapat
umum para pcmegang sa-
ham yang khusus diada-
kan untuk maksud jtu.

Saham-saham seluruh-
nya harus sudah dike-

Juarkan dalam waktu 10

{sepuluh) tahun terhitung
sejak didapatnya pengess-

- han atas perubahan atas

anggaran dasar ini, kecuali

-| jika jangka waktu ita di-
perpanjang oleh yang ber--

wajib atas permintaan
Dircksi.

kukan dan masing-masing
pemegang saham berhak
mengambil bagian seim-
bang dengan jumlah saham
yang mereka miliki (pro-
porsional).

Apabila setelah dila-
kukan penawaran ternyata
masih ada sisa saham yang
belum diambil bagian maka
Dircksi bethak menawarkan
sisa saham tersebut kepada
pemegang saham yang ma-
sih berminat.

. - Apabila sctelah lewat
jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak
penawaran kepada peme-
gang saham tersebut masih
ada sisa saham yang tidak
diambil bagian vlch peme-
gang saham, Direksi dapai
menawarkannya kepada

. | karyawan Perseroan.yang

berminat terlebih dahuly

dan bila setelali penawaran |
pada karyawan Perseroan
itu masih ada sisa szham
yang tidak diambil bagian,
Direksi berhak secara bebas
menawarkan sisa sabam
tersebut kepada pihak lain,

16
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8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak menganmivil keputusan yang me-
ngikat hanya apabila lebih dari 1/2 (sata per dua) bagian dari jumlah anggota
Komisaris hadiratau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal kcputusan bcrdasarkan musyawarah untuk mufakal tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris yangg
hadir atau di wakili dalam Rapat.

10.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1'(satu) suara untok setiap anggota Komisaris lain vang
diwakilinya. . .

b. Pemungutan suara mengenai didl orang dilakukan dengan surat suara

tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal
- lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir,

¢. Suarablankodan svarayang tidaksahdnanggapudak dxkc(narkan secara
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suarayang dikeluarkan.

11. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada-
kan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Kumiseris telah di-
beritahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetu-
juan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangam per-

setujuan terssbut.

*. Keputusan yarg diambil dengan cara demikian, mempuayai kekuatan vang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

Tahun buku
Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan betjalan dari tanggal l (satu) Januari sampai de-
ngantanggal 31 (tigapnlnhsam)Dmber. :
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup,
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Dalam ha! demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan se-
mentara kepada scorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
bersama.

t1. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan we-
wenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam
anpgaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat Komisaris
Pasal 15

|. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana diarggap perlu
olely seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis se-
orang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakill 1/10 (satu persepuluh) bagian
dari scluruh jumlah sshamdengan hak suara sah.

2, Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

-3, Panggilan Rapat Komisaris dxsampahnkepadasaiap anggota Kouisaris
secara langsung, maupun dengan surattercatat dengan mendapat tanda terima
vang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan deagan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dantanggal rapat. .

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan gcara, tanggal, waktu dan tem- .
pat capat.

5. Rapat Komisaris diadakan dﬂempat kedudukan perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroasi.

Apabila semua angeota Komisaris hadir atau diwakill, panggzilan terlebih -
ahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakar dima.
12pun juga dan berhak mengambil keputosanyang sah dan mengikat. .

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris
ltama tidak dapat hadir atau beshalangan hal mana tidak periu dibuktikan
epada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpiu oleh seorang yang
ipiliholch dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris ha-
2 oleh scorang aiiggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
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10. PemanggilanRUPS

11. RUPS diadakan pada
Hari
Tanggal
Pukut
Tempat
Denganacara

Y,

Pengadaan tanah...

. tidak dilakukan karena semua pe-

megangsaham hadir.

: Selasa

. 1 Juli 1997.

: 09.30 - 10.00 Whb
: Jakanta

“+ L Persetujuan dilaksanakannya

peningkatan modal yang di-

_ tempatkan dan disetor dari
" 20.000.000 (duaputuh juta) sa-
hamsenilai Rp. 20,000.000.000,00
{duapuluh milyar rupiah) men-
jadi 40.000.009 -(empat .pu-
luh juta) saham senilai
Rp. 40.000.000.000,00 (empat
puluh milyar rupiah) dan uatuk
itu dengan ini disetujui penem-
patan dan pengeluaran
20.000.000 (duapuluh juta)
saham bar: dengan nilai nomi-
nal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

per saham atau seliruhya se- ©

nilai 20.000.000.000,00
{duapuluh milyar rupiah), sa-
ham-saham mana seluruhnya
akan diambil bagian oleh PT.
Dharmala Intiland. berkedu-
dukandi Jakarta; :

Tl Persetujuan untuk memper-
besar modal dasar dari
Rp. 40.000.000.000,00 (empat-
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puluhmilyar rupiah) yang terbagi
atas 40.000.000 (empatpuluh
juta) saham, masing-masing
bernilai nominal Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) menjadi
Rp. 400.000.000.000,00 (empat
ratus milyar nipiah) terbagi atas
400.000.000 (empatratus juta)
saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp. 1.03000
(seribu rupiah):

111 Persetujuan untuk merubah se-
luruh anggaran dasar Perse-
roan disesuaikan dengan ke-
tentuan Undang-Undang No-
mor 1 tahun 1995 mengenai

Perseroan Terbatas.
12. a. Pimpinan Rapat ;. Direksi.
b. Data Pribadi Pimpinan Rapat
Nama Lengkap : Tuan Drs. Jahja Asikin.
1empat danTanggal Lahir . Jakarla, 25 Juni 1952.
Alamet : Pantai Mutiara Blok A nomor 12,
RukunTetangga 008. Rukun Warga
005. Kelurahan Pluit. Kecamatan
Penjaringan, Kotamadya Jakarta
Utara.
Jabatan . Direktur.

13. Komm Rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Jumlahsahamdenganhak
suarayang telah dikeluarkan
oleh perseroan :20.000.000 saham.

18
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2. 2 (dua) orang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan. }

3. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu da-
lamjam keija kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan ber-
liak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas daa lain-lain serta berhak untuk menge-
tahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

5. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara se-
orang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut benind.ik
berten-tangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-un-
danganyang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ber-
sangkutan, disertai alasannya.

7. Dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian semen-
tara itu. Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Peme-
gang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersang-
kutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan-
nya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Rapat tersebut dalamayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan
apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan
apabila tidak ada scorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat
dipimpin oleh salah scorangyang dipilih oleh dan dari antara merekayang liadir.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu. maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersang-
kutan berhak menjabat kembalijabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perse-
roan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
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Komisaris
Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apa.bila di-
angkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang dianiaranya da-
patdiangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga ncgara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditcntukan peraturan per-
vndang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat ofch Rapat Umum Pemcgang Sahamuntuk
jangka waktu$ (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Sahamuntuk memberhentikan sewaktu-waktu,

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang Jumlah
uya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

$. Apabila olch suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harusdiseleng-
garakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
mempeshatikan ketentuan ayat 2 pasat ini.

6. Scorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitabukan secara tertulis mengenal maksud tersebut kepada
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hart sebelum langga} pengunduran .
dirinva.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhirapabila :

a. kehilangankewarganegaraan Indonesia;

b’ 1nengindurkan diri-sesvai dengan ketentuan ayaw
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yangbcrlakn,
d meninggal dunia;

¢ diberhenukanberdmrkankcpunmnknpat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Komlsarls
Pasal 14,

1. K_omimis melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Dircksi dala:;u
ruenjalankan Perseroan scrta memberikan nasihat kepada Direksi.
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b. Jumlahsahamdengan hak suara
yang sahyang hadir atau
diwakili dalam rapat ¢+ 20.000.000 saham.
c. Keputusan rapat disetujui . berdasarkansuara bulat.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Data Akta Perubahan anggaran dasar
ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Model II. ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perscroan Terbatas beserta peraturan
pelaksanaannya dan Peraturar Perundang-undangan lain yang berlaku, serta
kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.
Jakarta, 13 April 1998
Notaris

IRAWAN SOERODJO, SH..

Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini sebagai dasar Surat
Keputusan Menteri Kehakiman Repubhklndonesna Tanggal : 8 Okiober 1998 -
Nomor : C2-18180 HT.01.04.Th.98 >

Dikctahui
Direktur Jenderal Hukun
. dan Perundang-undangan
T ub
Direktur Perdata

Pelaksana Harian

SASANGKA ENDRAWIDJAJA. SH
NIP. 040028865
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Pada hari ini Rabu tanggal 13.01.99 Perusahaan dengan akta ini telah
lidaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang
Vajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf-
aran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 3455/BH.09.05/1/99.

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Dati Il

SUWITO ASKAN. SMI
NIP. 090012547.
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6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang me-
ngikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari anggota
Direksi yang hadiratau diwakili dalam rapat.

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan | (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili-
nya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa
ada keberatan dari yang hadir.

¢. Suara blanko dan suarayang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara
sah dan dianggap tidak ada seria tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suarayang dikeluarkan.

11 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada-
kan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan menge-
nai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ter-
sebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ke-
kuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi
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7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhzk pula mengangkat scorang atau
" lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekua-
saan yang diatur dalam surat kuasa. ]

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempuayai kepentingan yang bertentangan de-
ngan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan di-
wakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi. maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris,

Rapat Direksi
Rasal 12,

L. Rapai Direksi dapat diadakan ‘setisp waktu bﬂa:uana'dipandang perlu
oleh scorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari se-
orangatau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) peme-
gang saham atau lebih yang bersama-sama mewakill 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah.

.2. Panggiian Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Dircksi meaurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini,

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi
dcngan' mendagat tanda terima palinglambat 14 {cmpat belas) hari schelum
raa;;at diadakan, dengan tidak mempechitingkan tanggal panggilan dan tang-
galrapat. _ .

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan geara, tanggal, waktu dan tem-
pat rapat.

S. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kggn;gan usaha Perseroan, Apabila semua anggota Direksi hadir atau di-
wakili, panggilanteriebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dircksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
Jan mengikat.
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LAPORAN DATA AKTA PERUBAHANANGGARAN DASAR
PERSEROAN

(Pasal 15 ayat (3) UU No. 1/1995)

Nama Perseroan :. PT. TAMAN HARAPAN INDAH
Tempat Kedudukan perseroan : Jakanta.

. NPWP Perseroan
a. Nomor ¢ 1.307.683.1-025
b. Kantor Pelayanan Pajak
yang mengeluarkan : Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Pusat Satu.
. a. StatusPerseroan : Tertutup.
b. Jenis Perscroan - : : "Non fasilitas.
Persetujuan Departemen
Kehakiman TerakhirR.1, Tanggal .
dan Nomor Persetujuan : Tanggal 21 Septembers 1989
, Nomor : C2-8983 HT.01.04.TH.29
. Pengumumandalam Tambahan
Berita Negara RI Terakhir Nomor
danTahunPengumuman . :- Tanggal 27 Oktober 1989,
) . - Nomor 86, Tambahan Nomor 2703 -
. AktaPerubahan
Tanggal dan Nomor Akta : Tanggal 4 Desember 1997.
: Nontor 34,
Nﬁmadan'l‘cmpau(edudukan
Notaris : IRAWAN SOERODJO, SH.
di Jakarta.
Bentuk Akta Perubahan :  AktaPernyataan KeputuSan Rapat.
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9.° Perubahan yangdilaporkan ~ * : Pasall,Pasal5.sampaidenganPasal
' 22 menjadi Pasal 1, Pasal 5 sampai

dengan pasal 28 sesuai dengan

Undang-undang nomor 1, Th. 1995,

standar akta model L.
Semula Mcnja'df .
Pasal 1, Pasal 5 sampai dengan | Pasal 1, Pasal 5 sampai dengan
Pasal 22, Pasal 28 sesuai dengan Undang-
1 - undang nomor I, Th. 1995, standar
akta model II.
1. PemanggilanRUPS : flidak dilakukan karena semua pe-
megang saham hadir.
1i. RUPS diadakan pada . .
Hari ) . Selasa
Tanggal : 1 Juli 1997.
Pukul : 09.30 - 10.00 Wb
Tempat - : Jakarta S
Denganacara _ " : L Persetujuan dilaksanakapnya

peningkatan modal yang di-
tempatkan dan disetor dari
* 20.000.000-(duapulch juta) sa-
hamsenilaiRp,20.000,000.000,00
(dvapuluh milyar rupiah)
menjadi 40.000.000 (empat
puluh juta) saham senilai
Rp. 40.000,000.000,00 (empat
puluh milyar rapizh dan untuk
itu dengan inj disetujul penem-
patan dan pengeluaran
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laindan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pem-
batasanbahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mcngambil uang Perseroan di bank),

b. mendirikan siatu usaha baru atau turut serta pada penmhaan lain baik di
dalam maupun dituar negeri;’
¢. bestindak sebagai pemberi jaminan (corporate quarantor).
d. membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, antara lain sewa
menyewa,
¢. untuk memperoleh dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau mempertang-
gungkan, menggadaikan Atay menjaminkan barang tidak bergerak maupun
bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik Perseroan yang tidak
termasuk dalam ayat 4 pasal ini:
harus dengan persetujuanternulis terlebih dahulu dari dan/atau akta akia yang
berkenaan turut ditanda tangani oleh Komisaris.
4. Perbuatan hukurn Gintuk mengalihkan, melepaskan hak 2tau menjadikan
Jaminan utang seluruh atau scbagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
1 (satu) tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat per-
sctujuan Repat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para
pemegang sakam yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disctyjui olch paling
sedikit 3/4 (ﬁ@perempat)baglandaﬂjum!ahsclumhwmndcnganhakmm
yangsah dafam rapat,

3 Pabnatanhulmmunmkmmgahhhnamu meqiadxkan scbagaijanﬂnan'
utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana di-
‘maksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Persercan paling
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum ter-
sebut,

6, DirckturUtama atau 2 (dua) omnganggotaDirdm bersama-sama berhak
" dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
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4. Para anggota Dircksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumiah-
nya ditentukan oleh Rapat Umum Pcmegang Saham dan wewenang tersebut
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris,

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (igapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus dxselcnggamkan
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan mempeg-
hatikan ketenluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu ssbab apapun cemua jabatan anggota Direksi lo-
wong maka dafam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tegjadinya Iowongan
terscbut harus diselenggarakan Rapat Umum Pcmegang Saham untuk meng-
angkat Direksi baru, dan untuk sementara Perscman diurus oleh Komisaris,”

7. Seorang anggota Direksi berhak mcngunduﬂmn diri dari jabatannya de-
ngan memberitaliukan secara tertulis mcngenai maksudoya tersebut kepada
Perscroan sekurangnya 30 (Uga puluh) han sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

8, Jabatananggota Dxrcksx berakhlrapabila
1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

». mengundurkan diri sesual dengan ketentoan ayat 7:- .
5. tidaklagi memenuhi persyaratan pmmdang-undangm yang berlaku;

{ meninggal dunia;

1. diberhentikan berdasarkan kcputusa.nRapat Umum Pemegang Saham,

Tugas dan wewcnang Direksi -
Pasal 11,

1. Dircksi bcnanggung Jjawab penuh dalam melaksanakan tugasaya un-
ik kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,
2. Setiap anggota Dircksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung

wab menjalankan tugasnya dengnn meagindahkan peraturan perundang-
'danganyangberiaku,

3. Dircksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan ten-
ng scgala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
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20.000.000 (duapuluh juta)

- saham baru dengan nilai nomi-
nal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
per sahaimn atau seluruhnya se-
nilai 20.000.000.000,00
(duapuluhmilyarrupiah), saham-
saham mana seluruhnya akan
diambil bagian oleh PT. Dhar-
mala Intiland, berkedudukan di
Jakarta:

. Persetujuan untuk memper-
besar modal dasar dari
Rp. 40.000.000.000,00 (empat-
puluhmilyarrupiah) yang tesbagi
atas 40.000.000 (enwatpuluh
Juta) saham, masing-masing
bernilai nominal Ry, 1.000,00
(seribu rupiah) menjadi
Rp. 400.000.000.000,00 (empat
ratus milyar rupiah) terbagi atas
400.G00.000 (empatratus juia)

" saham, masing-masing saham
bernilai rominal Rp, 1.000,00
(seriburupiah);

U, Pessctujuan untuk merubah se- .
furuli anggaran dasar Perse-
roan disesuaikan dengan ke-
tentuan Undang-Undang No-
mor 1 tahun 1995 mengenai

T Perseroan Terbatas.
12. a. PimpinanRapat - : Direksi.
b. Data Pribadi Pimpinan Rapat '
NamaLengkap : TuanDrs. Jahja Asikin.
TempatdanTanggalLahir  : JSakarta. 25 Juni 1952,
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Alamat . Fantai Muliara Blok A nomor 12,
RukunTetangga OC& Rukun Warga
005, Kelurahan Pluit, Kccamatan
Penjaringan, Kotamadya Jakarta
Utara.
Jabatan . Direktur.
13. Korum Rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Jumlah sahamdengan hak

syarayang telah dikeluarkan

oleh perseroan 20.000.000 saham.
b. Jonilah saham dengan hak'suara

yang sahyang hadir atau

diwakili dalam rapat 20.000.000 saham,

c. Keputusan rapat disetujui berdasarkan suara bulat.
U, Keterangan lain

A, Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan standar akta model Il adalah
sebagai berikut :

Pasal 11

3. Direksi berhak mev/akili Perseroan di daiam dan. diluar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusnn maupun kepemilikan, akan

* tetapi dengan pembatas bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank).

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut scrla pada perusaliaan lain baik
di dalammaupun diluar negeri;

c. bertindak sebagai pemberi jaminan (corporate quarantor);

d_membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, antara lain
Sewa menyewa;
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7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya
jangkawaktu yang dimaksud dalam ayal 4.

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapai
dilakukan satu kali.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ke-
tentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11 Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham Ii*
dak lagi menjadi milik Warga Negara Jndonesia atau badan hukum Indonesia
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan
Indonesianya, maka dalamjangka waktu 1 (satu) tahun orang at2u badan hu-
kum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham
itu kepada seorang Waiga Negara Indonesia atau suatu badan, hukum Indo-
nesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebutdalamayal 11 pasal ini belum dilaksanakan,
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
saham itu dianggap tidak sah, sidangkan pembayaran dividen atas saham
itu ditunda.

.Direksi
Pasal 10.

1 Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari se-
orang Direktur stau lebih, apabila diangkat-leblh dari seorang Direktur.maka
seorang diantaranya d2pat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undang-
anyang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima),tahun dengan tidak mengu-
rangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktue
waktu.
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4, Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan lcmpal
tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Sclama pemberitahuan itu belum dilakulan, maka segala panggilan dan pem-
beritahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memehhara Daftar Peme-
gang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baikmya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daflar Pemcgang Saham dan
Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham
Pasai 9.

1. Pemindaian hak atas saham harus berdasarkan akia pemindahan hak
vang ditandatangani oleh yang memindahkan danyang menerima pemindah-
an atauwakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak schagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinan-
nya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemegang saham yang hendak memindahlean sahamnya harus menawar-
kan terlebih dahulu secara testulis kepada pemegang saham lain dengan menye-
butkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
D:rcksx secara tertulis tentang penawaran tersebut.

4, paxapemeg.ngsaham lmnnyaberhakmembdisahamyangditawaﬂan ’
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejaktanggal penawaran semai dengan
penmbaugan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

5. Pemman;‘b menjamin bahwa semua sahamyang ditawarkan sebagai-
inana dimaksud dalam ayat 3 dibeii dengan hargayang wajar dan dibayar tunai
{alam wakt 30 (tiga puluh)han terhitung scjek penawaran dilakukan,

6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin tesiaksananya ketentuan
cbagaimana dimaksud dalam ayat § pemegang saham dapat menawarkan dan
nenjual sahamnya kepada laryawan mendahului penawaran kepada pihak lain

cngan harga dan persyaratan yang sama. ’
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c. untuk memperoleh dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau mempe-
tanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak
maupun bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik Perseroan
yang tidak termasuk dalam ayat 4 pasal ini,
harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahuelu dari dan/atau akta akta

yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang selurch atau sebagian besar harta kekayaan
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri séndiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau
" diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh ssham dengan hak svara yang sah dan
disctufui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempa?) bagian dari jumlzh celuruh
saham dengan hak suara yong sal dalain rapat.

6. 2(dua)orang anggota Dircksi bersama-sama berhak dan benvenang
bertindak untuk dan atas nama Dircksi serta mewakili Perseroan.

Pasal 12

9. Kep\mm Rapat Direksi harus diambil berdasarkan’ musyawarah~
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 172 (satu per dua) bagian
danmm.ahanggolammksiydnghadiratau diwakilidalam rapat. T

*Pasal 14 .

2,2 (dua) omng anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada
Direksi Perseroan.

Pasal 15
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufake?, Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufaleit tidak tercapal maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setujo lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah
anggota Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat,
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Pasal 18
* 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunanyang terdiri dari neraca dan
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta pen-
jelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya
perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul
selama’tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk
mendapatkan persetujuan rapat. «

c. Diputuskan penggunaan labaPerseroan.

d_ Penunjukan atau penggantian akuntan publik Perseroan, penunjukan
atau penggantian auditor, penetapan penghapusan dan sistim amor-
tisasi aset Perseroan, menetapkan atau merubah sistim pembukuan
dan perpajakan Perseroan, penetapan anggaran dan rencana Perseroan,

e. Dapat diputuskan hal-hai lain yang telah diajukan dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang lelah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
kecuali mengenai perbuatan penggelapan, penipuan dan lain tindak
pidana maupun pelanggaran.

Pasal 21

2. Darisegala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham aiau kuasa.
Pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu
yang teijadi dalam rapat.
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2. Surat'sahamsebagai mana dimaksud dalam ayat Lkemudian dihapuskan
danoleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pe-
megang Saham berikutnya..

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berke-
pentingan. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurui
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka aslj surat sa-
ham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surai saham itu ditanggung
oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini,, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pe-
ngeluaran pengganti surat kolektifsaham.

Daftar pemegang .sahain dan daftar khusus
Pasal 8.

1 Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dnn
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam DaftarPemegang Saham itu dicatat:
a namadan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektifsaham
« yang dimiliki para pemegang saham.
¢. jJumlahyang disetor atas setiap saham;
d_ nama dan alamat dari orangatau badan hukumyang mempunyai hak gadni
. atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
f. keterangan lainnyayang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/
atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
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6. Scorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Ang-
garan Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Ra-
pal Umum Pemegang Saham serta peraturan pcrundang-undangan yang ber-
laku,

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemcgang saham,

Surat saham
Pasal 6.

{. Persercan dapat mengelnarkan surat saham.

2. Apabitadikeluarkan surat saham, maka untuk setiap sahamdlbcn sehelai
surat saham.

3. Surat kolektif saham dapat dﬂceluarkan scebagai buldi pemitikan 2 (dua)
atau lebih saham yang dimilild oleh scorang pemegang saham.

4. Padz surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
& Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham:
c. Tanggal pengeluaran surat saham:
d. Nilainominal saham:
5. Padasuratkolektif saham sekurangnya harus dicontumnkan :
1. Namadan alamat pemegang saham;
3. Nomor surat kolektif saham;
;- ‘Tanggal pengelvaran surat kelektif saham; . -
1. Nilainominal sabam: '
.. Jumlah saham;
6. Surat saham dan surat koldmfsabamhansdxmdalangamolehDudcsl

Pengganti .surai saham
" Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas per-
iintaan mereka yang beskepentingan, Direksi akan mengeluarkan suratssham
sngganti,
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Pasal 22.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ter-
capai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar inj ditentukan lain,

Apabila jumlah svara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.

Pasal 25

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Peme-
gang Saham, yang dihadiri olch Pemegang Saham, yang mewakili paling
sedikit 33 (duapetdga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetujui oleh
paling sedikit 2/3 (duz per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang
ditempatkan dalam Pesserodn.

_ Pengubahan anggaran dasar tersebuf harus dibuat dengan akta notaris
dan dalam bahasa Indonesia,

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang
- ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (duapnluh satu) hari setelah rapat periama itu dapat diseleng-
garakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang
diperiukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangia waktu panggilan
' hamsdi!ahﬂcanpaﬁnglambaﬁ(mjuh)haﬁsebelum tapat kedua teesebut
tidak termasuk tanggal panygilan dan tanggal rapat dankeputusan disetujui
2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan daiam Per-

Pasal 26

l Dengan mengindahkan ketcntuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

s
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\

" dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

Pasal 27

1 Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ber-
dasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit 2/3 (dua per liga) bagian dari jumlah seluruh saham yang
ditempatkan dalam Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Sahamatau karena dinyatakan bubar berdasarkan
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

B. Pasal-pasal dalam standar akta model 1l yang tidak dicantumkan
adalah sebagai berikut:

Pasal 12

10,  Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka
kelua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Pasal 15

10. .Apabila suarayang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua
Rapat Komisarisyang akan menentukan.

Dengan ini kami menyatakanbahwa Laporan Data Akta Perubahan anggaran
dasar ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Model H, ketentuan
Undang-Undang Nomor ! Tahun 1995 tentang Pcrseioan Terbatas beserta
peratu-ran pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang
berlaku, serta kami teliti sesuai dengan dokumenyangtelah diperlihatkan kepada
kami.
Jakarta, 13 April 1998
Notaris

IRAWAN SOERODJO, SH.
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Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Dafiar Pemegang
Sa-ham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian alas saham
yang hendak dikeluarkan itu dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proporsional). '

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa sahain yang
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setdah lewatjangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
penawaran kepada pemegang sahara tersebut masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi dapat menawarkannya kepada
karyawan Perseroanyang berminat terlebih dahulu dan bila selelah penawaran
pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada
pihak lain.

Saharn
Pasal 5. .

1 Scmun saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
name.

. Z Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah
V/aigaNegara Indonesia atau badan hukum Indonesia

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai
pe-milik dari satu saham.

4, ApabilasahamkaTena Sebabapapunmenjadi milik beberapa orang, maka
merekayang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang
diberikan oleh hukum atas saham tersebut

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para
pemegang sahara tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Sahara, sedangkan pembayaran dividen untuk sahara itu
ditangguhkan.
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perbaikan dan perawatan lic;mputcr (hardware), jasa penyediaan makanan
dan minuman {catering), perawatan dan kebu-ahm (cleaning service), kecuali

jasa dibidang hukum dan pajak.

Modal
Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus
Iyar rupiah) terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing
1am ber-nilai nominal Rp. 1.000,00 (scribu rupiah).

tu:

PT. Dharmala Intiland, berkedudukandi Ja-

karta, sebanyak 99.747.000 {sembilan puluh
scmbilan juta tujuh ratus empat puluh l\uuh
bu) saham. dengan nilai nominal sebesar .....
sembilanputuh sembilan milyar tujuhratusem-
atpuluhtujuhjuta rupiah),
fvonya Aana Halim, sebanyak 253.000(dua
1lus lima puluh tiga ribu). saham, dengannilal
ominatl sebesar.
lua ratus ima puluh tiga juta rupiah);
‘hinggascluruhaya begumiah 100 .000.000
tus juta) saham atau mbmr
tus milyar mpta.h)

e et0cosssrevresanatesa

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham,

Rp. $9.747.000.000,00

253.000.000,00

. Rp. moooooooooooo;

100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah di-
atkan tersebut di atas, atau seluruhaya bejumiah Rp. 100.000.000.000,00
mmx!yarmpiah)tdahdnsdorpenuhdmganmngmnaikepadaw-

noleh masing-masing pemegang sakam,

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikelnarjcan oleh
«0an menurut keperluan modal Perseroan, déngan persetujuan Rapat

a Pemegang Saham.
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Laporan Perubahan Anggaran Dasar Telah Diterima Dan Dicatat Tanggal :
8 Oktober 1998 Nomor : C2-18179 HT.01.04.Th.98.
DirckturPerdata

Pelaksana Harian

SASANGKA ENDRAWIDJAJA, SH
NIP. 040028865

Pada hari ini Rabu tanggal 13.01.99 Pesusahaan dengan akta ini teiah
didaftackan dalam Daflar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf-
_ tarar Perusahaan Kodya Jakaria Pusat Nomor 3455/BH.09.05/1/99,

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat
Selaku Kepala Kantor Pendafiaran Perusahaan

Dati'll

SUWITO ASKAN. SMI
NIP. 090012547,
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wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung. jalan-
jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan. pengairan/
irigasi, landasan-landasan pemasangan instalasi-instalasi listrik. gas. air
minum, telepon, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil. elekiro.
mesin;

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perda-
gangan impor dan ckspor antar pulaw/dacrah serta lokal, untuk barang-barang
hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak
sebagai agen, leveransir, suplicr, waralaba, distributor dan sebagai per-
wakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam
matpun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha
real cslat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah,
gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apariemen.
ruangan kondominium; ruangan kantor, ruangan pertokoan:

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai nacam
industri, antara lain industri elektronika, termasuk komputer. alat komuni-
kasi, industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi (gar-mcn). meubel
(fumiture), alat-alat umahtangga: . .

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pcr-tambangan vang meli puu pertame
bangan nikel. batubara. timah, emas. perak, batuan tambang yaitu marmer.
granit;
¢. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkman

" untuk barang maupun penumpang, alspedisi dan pergidangan;

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri
yang meliputi budidaya dan pengolahan pascapanen industri pertanian.
petemakan, perikanan darat/laut, petkebtman.kchutanan

N Menjalaiikan usuha-usaha di bidang pcmetakan, meliputi panll'dan d-m

" penerbitan bukn-buku

h Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi perscwaan

. bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan per-
tokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen. dan
administrasi , persewaan kendaraan bermotor, .jasa komputasi termasuk
pembuatan paket program komputer (software), pelatihhan komputer,
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2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di
dalain maupun difuar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetap-
kan oleh Dircksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2.

Persesoan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak
tanggal sembilan Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (9-1-1978)

Maksud dan tujuan scrta kegiatan usaha
Pasal 3.

1, Maksud dan tujuan Perseroar ialah :

- Bcrusaha dalam bidang pembangunan;

- Berusaha dalam bidang perdagangan:

- Berusaha dalam bidang Industri;

- Berusaha datam bidang pertambangan, . -

Berusaha dalam bidang transportasi darat:

Berusaha dalam bidang pertanian:

Berusaha dalam bidang percetakan; .

- Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasadi bxdang hukum danpajak.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebue diatas Petscroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai besitant:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai
pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan
pada umumnya (géneral contractor), untara lain pembangunan kawasan
perumahan (seal estat), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung

apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, gedung tempat parknr
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengesjakan pembebasan, pembukaan,
pengurugan. pamerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/

H
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. TAMAN HARAPAN INDAH
Nomor: 34

Pada hari ini, Kanis, tanggal empat Desember seribu seinbilanratus sembilan
puluh wjuh (4-12-1997).

Hadir dihadapan saya, Irawan Soerodjo, Sajana Hukwin, Notaris di Jakarta,
dengan dihiadini oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-
namanya akan disebutkan pada bahagian akhirakia ini :

Tuan Doktorandus Jahja Asikin. fahir di Jakarta pada tanggal duapuluh
lima Juni seribu sembilanratys limapuluh dua (25-6-1952), swastz, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok A

nomor 12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005. Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan.

Pcmegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomior 09 5102. 250652.0007

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaky
Direktur, yang mendapat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa. yang diadakan pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus: sembxlan
pulul tujeh(1-7-1997). y

" dari dan deinikian sah wewakili perscroan tcrbatas Pl.Taman
Harapan 1ndah. berkedudukandiJakarta, yang perubahan seluruhang-
garan dasar berikut pcmbalmnm'a telah dmnmmkan dalam Berita Negam

Republik Indonesis, testanggat: - . - .

dua pulul scimbitan Agestus scnbu scmbnlan'atus delapan paluh enam (29-
8-1986). nomor 69, Tambahan nomor 1040:

duapuluh tujulr Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (27-

10-1989), nomor 86, Tambahan nomor 2703;

" _susunan punegangsélumlexakh:r termuat dalam Berita AcaraRapat Umum

PemegangSahamLuarBusa.)'aﬂsdlbuatdnba\\nhtangm,belmetermmkup.

-tertanggal ; hmabelas Nopunbcr seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (15-
MI99R)

dan susunan pengums terakhir termuat dalam akta yang dibuat dihadapan
Paulus Widodo Sugeng Haryono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakanta. tertanggal

K
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duapuluh cmpat Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (24-7-1996),
noinor 131; (untuk selanjutnya disebut Perseroan);

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
Penghadap dengan bertindak sebagainana tersebut diatas lcrlebxh dahulu
menerangkan :

Bahwa pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh
(1-7-1997), bertempat di Jakarta, pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh
menit Wakts Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.00 WIB (sepuluh
Walkt Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa, yang notulennya bermeterai cukup, dilekatkan pada
minuta akta ini: (untuk selanjutnya cukup discbut Rapat);

Scésuai dengan ketentuan pasal 16 ayat | anggaran dasar Perseroan. Tuan
Jalija Asikin, yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perscroan,
membuka Rapat selaku ketua Rapat, dan sclanjutnya menesangkan ;

Bahwa didzlam Rapat telah hadir para pemegang saham Perseroan yang
bersama-sama memiliki 20,000,000 (duapuluh juta) saham yang merupakan

. selurul saham yang dikeluarkan dan ditempatkan oleh Perseroan sammnai
dengan saat diadakannnya Rapat tersebut, schingga sesuai dengan kétentuan
pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, Rapat tarsebut adalah sah dan dapat

mengambil keputusan yang mengikat meskipun tidak dilakukan panggxlan

Rapat terlebih dahulu,

Bahwa didalam Rapat tessebut, surat-surat saham tidak dapat diperlihatkan
karena belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa susunan
pemegang saham dan hak suara sebagaimana diuraikan diatas adalah sesuai
dengan daflar pemegang saham Perseroan.

~ Sehubungan dengan hal-hai yang telzh diterangkan diatas maka penghadap . .

(denganbertindak dalam kedudukannya sebagaimana tambutdiatas,mcnyatakan
bahwa dalam Rapat tersebut telah mengambil keputusan dengan. suara bulat
sebagai berikut :

L Menyetujui dilaksanakannya peningkatan modal yang ditempatkan
dan disetor dari 20.000.000 (duapuluh juta) saham senilai Rp, 20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah) menjadi 40.000.000 (¢mpat puluh juta) saham senilai
Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah); dan urituk itu dengan ini
disetujui penempatan dan pengclmran 20,000,000 (duapuluhjuta) sahambam
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dcngan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per saham atzu scluruhnya

senilai Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah), saham-saham mana

scluruhnya aian diambil bagiar oleh PT. Dharmala Intiland, berkedudukan di

Jakarta;;

 Sehubungan dengan penempatan saham-saham tersebut maka susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut ;

- PT. Dharmala Intiland : 39.747.000 (tigapuluh sembilan juta tujuruatus empal
paluh tujuh ribu) saham, dengan vilai nominal sehesar Rp. 39.747.000.000.00
(tigapuluh sembilan milyar tujuhratus empatpuluh tujuh juta rupiah);

- Nyonya Anna Halim: 253,000 (duaratus limapuluh tiga 1ibu) ssham. dengan
nilai nominal sebesar Rp. 253.000.000,00 (duaratus limapuluh tiga juta ru-
piah);
1L Menyetujui unluk mcmpcrbtsarmodal dasar dari Rp. 40.000.000.000.00

(cmpatpuluh milyar ruplah). yang terbagi atas 40.000.000 (empatpuluh juta)

saham, masing-masing ssham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

menjadi Rp. 400.000.000.000,00 (cmpatxatus milyar rupiah), yang terbagi atas

400,000.000 (cmpatratus juta) mham  masing-masing saham bernilai nominal

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); . .

Dari peningkatan modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor pcnuh lagi
sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (crampuluh milyar rupiah). yang terbagi atas
60.000.000 (erampuluh juta) saham yang diambil bagiae daa disstor penuh
seluruhnya oleh : PT. Dharmala Intiland : 60.000.000 (enampuluh jula) saham,
senilai Rp. 60.000.000.000,00 (cnampuluh milyar rupiah). -

II1. Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan disesuai-
kan dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1995, mengenai Per-
seroan Terbatas,

Sehinggs untuk selanjutnya anggaran dasac Perszroan, testulis dan berbuny?
sebagai berikut : Y .

Nama dan tempat kedudukan
Pasal 1.

1. Perseroanterbatasinibernama™PT. Taman Harapan Indah
(sclanjlmadalamAnggamnDasanmaxkupdasmglmdmgan"Pcrscroa ").
berkedudukan di Jakarta. . .
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/ KEPUTUSAN

GUBERNUR PROPINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor @:e - ITMBY xp4
tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
6. KOMPLEK TALIAM SELAMSH IHDEH ELOH-A, RURW: Kel.OURI KLSANE_ Kes CENGUAREHG, WIS ARTA BARAT
s e GUBERNUR. PROPINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA

Permohoniin 4‘)",?}43?&'«%1955?@3&1"'PMWU“-’a.n B.angynan darl:

Na :
Alamat LIS MA DHARMALA SN TELT. 47 L JEND. SLOIRMAL AV I8 RIRw

"ValICARET, Koz TAMAH ARANG, v/ JAKARTA P8 3T

. .\

yang tercatat dewn nomor 00000 /PiMe-pes ¢ ! N2 .
Untuk . MEMAMBAH DA MERUEAH BANGUNAN, HUNIA & FASITASH A (W05)
Torletak dl . KOMPLEK TAMAN SEMANAN INDAH BLOYC -A RIRW:

* Yol DURI KOSAMBI, Kz CEMGKARENG, WE JAVARTA (1aRAT

MEMBACA

W e e

tanggal

bahwa aesual dengan ketentuan yang berlaku, getlap keglatan membangun di Daorah Khusus lbukota Jakarta harus

" memilid izIn Mendirikan Bangunan. .
b. bahwa aetelah monllal Permohonan (zin Mendirikan Bangunen tersebut dl alas, maka tarhadap parmohonan Izin yang

dimaksud dapat diberikan lzln Mendirikan Bangunan dengan koputusan Gubomiur Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jokarta
Peraturan Daerah, Dagrah Khusus Ibukola Jakarta Nomor 7 Tahun 1691 tenteng Bangunan dalam wilayah Daorah

Khusua {bukota Jakarta.
Peraturan Daerah, Daerah Khusus fbukota Jakarta Nomor 3 Tahun 19899 tentang Relribus! Daerah.

MENIMBANQ

MENGINQAT H

LY
— e 4 2.
" 8." Poraturan Daerah, Daerah-Khusus Ibukois-Jakarta Nomo#8-Tahun 1909 lonlang.Roncana Tata Ruang WIi: 7ah
Daerah Khusua {bukota Jakarta... .
4. Peraturan Daerch, Propinsl Dasrah Khusus lbukota Jakarta No. 8 Tahun 2001, tenteng Benluk Susunan Omganlsas! dan
Tata Korja Perang((al Daerah dan Sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Propinsl Daorah Khusus fbukota Jakarta.
5. Keputusan Gubemur Proplns! Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 {entang Tata Cara Porhltungan
Retribus! Pengawasan Pembangunan Kola,
8. Keputusan Gubornur Propinsl Daerah Khusue Ibukola Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tatn Cnra
Memparolah 1zin Mendirlkan Bangunan, Izin Panggunaan Bangunan, dan Kelayakan Monggunakan Em.gun.m dl
Propins! Daerah Khusus lbukota Jakarta. ’
MEMPERHATIKAN &\ o) ama NOMDR  RUGIMANN? WNOON 198 ST
2 YETERANGAN RENCANA KOTA HOMOR  1505ASSBAIBAXILZ00) YLV WO R v
2 PEROAUAN SIPPT HOMOR LRIV TANGEAL 0012490
4 SERTIFIKA HGB NOMOR  XNHGBOURIKOSAMBI TAMNGOAL  13-30-1565
5 SERTIFIRAT HG0 NOMOR 4420+ LHGOOLRINOS Mgl 1ANGGAL OO0
G SERTIFICAT HGD MOMOR  AMIHGRQURKQSAMERIN TANGGAL  QAR200¢
A S A HOMOR  6700AVIOR TANGGAL 2407 102
8 SRT PERIY .STRUKTLR e N ) TAFGAL  NO7-X04
2 SURAT CERNYATAMN NOMCR - TANGAL A0

MEMUTUSKAN .
MENETAPKAN : (. Pemberlan Izg}vmmgmw kepada :

Nama :  yiSMA CHARMALA SAKTI LT 40 JEND SUDIRMAM KAV 32 RIRy
Alamat @ KelKARET, Koo TANAN ABANG WA JAKAPTA FUSAT

- MENAMBAH DAN MERUBAH BANGUHAH, HUIIA & FASILITASHYA,. (WB%)

Untuk @
Jumlah bangunan: ! buah, jumiah unit : . ! . basement : ! lapls
Tingg! bangunan: . ©® apls, luas bangunan : W9 m2 ores. W,
Torlotak dl KOMPLEK TAMAN SEMAMAM INDAH BLOK -A RIAW: . Yoy omd
. Kel DURI KOSAMSI, Kec CEMGICARENG, Wil JAKARTA BARAT
Sebagalmana.dijelaskan dalam gambar  Arsdsiiw fompean )
pete situas! (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lamplran [ll) dan calatan bukil palaksanaan

membangun (lamplran IV) keputusan Inl.
. Retribusl yang harus dibayar sebesar : -

ARy
.

1. Retrbusl Pengawasan Pembangunan (RPP) Rp. H.11400m '
2. Retribusl Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) Rp.
. 3. Sanksl Administrasl - o e Rp.
i ' Jumlah  Rp. 2,140

Torbllang : Ts Puh Tie duls Seralé Empat Belas Riw Rupish

il.  Hal-hal yang belum dlatur dalam kei);.'tusan (n! akan ditetapkan kemudian,
IV. Sallnan keputusan Inl diberlkan ko?ada yang bersangkutan.
V. Keputusan Ini mulal berlaku sejak tanggal dltetapkan.

’ Y SRR Ditetapkan di Jakarta
o C pada langgal 08032004

. KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

AT

. v LT N TR DAREANA T, 1NP: 7003027

§ (f\\ iin sesual dengan aslinya oleh :

angendalian Pelayanan lzin Membangun
NYALIN

Yembusan : ) ! N

1, Wallkotamadya Jakara BARAY o . 3
asan Bangunan Sk Q. (70065

Cn. Kepala Suku Dinas Penatean dan Pengaw.
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dLA.r;iPIRAQJ” . KEPUTUSAN GUEERNUR PROPINS| DAERAHKHUSUS 1BUKOTAJAKARTA

NOMOR : 08328/14B/2004 Tanggal 00-09-2004

BAHWA BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT OIIZINKAN DENGAN SYARAT HARUS DISESUAIKAN DENGAN RENCANA KOTA DAN 002
PERATURAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERLAKV UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAVAB DAN S8IAYA PEMEGANG IMB
SEVAKTU~WAKTU TERTID BANGUNAN DITEMPAT TERSEBUT DIREALISASIKAN OLEH PEMDA DXI.

BAHVA PIMILIX BANGUNAN/IMB INI MARUS MENUNJUX SECARA TERTULIS: 00%

PEMBORONG BANGUNAN DENGAN TANOA DAFTAR RENANAN MINIMUM  KELAS 1 A
GOLONGAN

DIREKSI PENGAVAS PEMILIK SIBP DIBIDANG ARSITEKTUR MINIMUM T A
DIREKSI PENGAVAS PEMILIK SIB? DIBIDANG KONSTRUKSI HINIMUM  GOLONGAN : A
DIREKSI PENGAVAS PEMILIK SIBP DIBIDANG INSTALASI MINIHUM  GOLONGAN : A

A

BAHWA JIKA DIKEMUDIAN HARI HENUAK MENGADAKAN PERUBAHAN / PERBAIKAN BANGUNAN,
PERMOKONAN DAN HMEMOAPAT IZIN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS,

BAHWA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADA.P PEIL BANJIR SETEMPAT, HARUS DISESUAIKAN DENGAN XETENnU 3 009
YANG DITETAPKAN OLEH DOPU DKI JAXARTA.

BAHVA PBENEMPATAN REJBISAN TIDAX IOLEE KURANG 2, SM DARI BATAS PEXARANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR 009
HUJAN HARUS BERADA DIDALAM PEKARANGAN BANGUMAN TERSEBUT, KEMUDIAN MASING - MASING OISALURKAN KESUMUR ENDAPAN *
ATAU SALURAN UMUH DENGAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN SALURAN DAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT.

BAHVA DI HALAMAN BANGUNAN HARUS DITANAMI POHON PELINDUNG (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN K'BTENTUAN SURAT 010
KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA NO.C04/1/1/73.

BAHVA PAGAR PEKARANGAN HARUS DIBUAT DIATAS GSJ YANG BERLARU DENGAN KETENTUAN YANG TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI 011
DARI 1,5M DAN HARUS TEMBUS PANDANG/TRANPARANT.

BARVA SEGALA AKIBAT YANG TIMBUL DARI PEMBANGUNAN YANG TIOAK MEMENUHI KETENTUAN YANG B!RLAKU ATAU HERUGIKAN ote

PIHAX LAIN, SEPENUIDNYA MENJADI TANGOUNG JAWAB DAN RESIKO: PEMEGANG IMB.
BAHVA BANGUNAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DE’NGAN !HB SERTA GAMBAR LAMPIRANNYA YANG TELAH DISYAHXAMN 013

OLEH DINAS..
BAHVA PUING-PUING DAN BAHAN BANGUNAN HARUS SELALU BERADA! DAU\H PERARANGAN SEIINGGA TIDAX MENGGANGGU UMUH 014

BAHVA PELAKSANAAN PZMBANGUNAN TIDAK DIPERKENANKAN MENIMBULKAN GANGGUAN, KERUGIAN PADA PIHAK LAIN, TERUTAMA 01S
PEXKERJAAN PADA BATAS PEKARANGAN UNTUK MANA HARUS SELALU MENGIKUTI PETUNJUK-PETUNJUK PETUGAS OPPB DK!

JAKARTA.
BAHVA PEMBORONG/PENGAVAS HARUS HEHJAGA AGAR KENDARAAN YANG KELUAR MASUK DARI / KETEMPAT PROYER HARUS SELALY 016
DALAM KEADAAN BERSIM, SEHINGGA TIDAK MENGOTORI DAN MENGGANGGU JALAN UMUM.

BAHVA IMB INI HANYA BERLAKU UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUX KEMUDIAN AFAN DIBERIFAN 1UL 017
APABILA HASIL PELAXSAAAN OI LAPANGAN SESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAMPIRANNYA.

BAHVA IZIN INI HARUS SELALU BERADA 0I TEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAIXAN PETUGAS YANG BERVENANG UNTUX 018
MEMERIKSA DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN PADANYA.

BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB. INI SAMA SEKALI TIDAX DIPERKENANKAN MELAKUKAN SENDIRI PROYFRKNYA. 022
BAHVA PEMBORONG DAN DIREKSI HARUS MENYAHMPALKAN SURAT PERYATAAN KEPADA DINAS ATAS PERSETUJUAN PENUNJUYAMNTA 023
DARI PEMILIK BANGUNAN/PEMEGANG IMB OIMANSUD UNTUKX MELAKSANAKAN PHOYEX ¥ANG BERSANGKUTAN SESUAZ OENGAN |
SEGALA LAMPIRANNYA YANG TELAH OITERBITRAN DINAS,SEDANG KHUSUS BAGI DIREKSI PENGAVAS HARUS MENAMDAH DALAM
PERNYATAANNYA TERSEBUT BAHVA PELAKSANAAN PROYEK AKAN MEMBERIRAN LAPORAN RUTIN KEPADA DINAS SAMPAI DENGAN

MAKA HARUS HENGAJUFAN 007

SELESAINYA PROYEX.
' BAHWA KEGIATAN PEKERJAAN OI WANGAN BELUM DIPERKENANKAN DILAKUKAN SEBELUM HAL-HAL ‘I‘ERSBBU‘I‘ TENTANG 024
(PEMBORONG DAN DIREKSI) DIPENUHI.

BAHVA OLEH PEMOHON/PEMILIX BANGUNAN, DIHARUSIO\N BANGUNAN / RUANG HUNIAN AXAN DJPERGUNAKAN TETAP UNTUK 0%
HUNIAN DAIK UNTUK OIPAKAI SENDIRI MAUPUN DIPAKAI OLEH PIHAK LAIN KARENA PERALIHAN YANG SYAN.

BAHWA UNTUK PELAKIANAAN PEMBANGUNAN OART IMB INI MARUS DIAVASI BERDASARKAN PADA RENCANA INSTALAS) ULAN 040

PERLENGKAPAN BANGUNAN YANG DIBUAT OLEH PERENCANA BIDANG: .
TRASPORTAST DALAK GEDUNG(AC) DENGAN SIBP HINIMUM GOLONGAN: A

TATA UDARA GEDUNG (AC) DENGAN SIBP KINIMUM GOLNGAN: A
BAHVA UNTUK DAPAT OITERBITKAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN(IPB) OYEH DINAS, MAKA PEMILIK BANGUNAN/IMB JAR:S nn

MELAMPIRKAN HASIL PENGKAJIAN TEKNIS BANGUNAN OLTH PERENCANA DIBIDANG KONSTRUKSI DENGAN SIBP MINIMUM GOLON:SAM
A DAM'MELAPORXAN SECARA TERTLLIS KEPAODA DINAS PENATAAN DAN PENGAVASAN BANGUNAN PROP OKI JARARTA.

BAHVA IMB INI BATAL APABILA DALAM WAKTU G(SNAM) BULAN SEJAK TANGGAL DITETAPKAN TMR RELINU DIMULAL OENGAN 044
PELAXSANAAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OIANGGAP HANYA SEBAGAI PERSIAFAN SAJA/TIDAK

BERARTI.
BAHWYA PEMOHON/PEMILIK BANGUN/N WAJIB MEHMBUAT SUMUR RESAPAN AIR SESUAI SK GURERNUR KDKI JAKARTA NO.115 TAMM 0S)

2001. .
ERIZINAN INI YANG DISEBABKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMIAIRAN O

BAHWA JIKA TERDAPAT KEKELIAUAN DALAM
PALSU/TIDAK BENAR DAN ATAU TLRNYATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT

INI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH §EMOHON/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT REPUTUSAN INI ARAN DIRALAT ATAU DICABUT.

Ditetapkan di s J a kaz t a
pada tanggal : 08-09-2004

a.n. GUBERNUR PPOPINSI DAERAH KHUSUS IBUVOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN RANGIMAN

Tambusan: . s \\
. N\ TJ. NIP: 470032273

1.Ka.SDPPB Jakacrts ° Bacat

2.
3.

Ka,Sub Dinas Penggavasan dan
Palaksenaan Bangunan

Xa.Sub.Dinas Penomoran dan Kepala So
Pendataan Bsngunan

470056005

K

DIBUORAN ToL el 0 SE
KA SUBAC TU.J u-.,ml.\ 0

oo\l o

DRS.G SUDARSONQ. MM
NIP: 4001007

L Yrd
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PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS FPENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
JL.TAMAN JATIBARU NO. 1 TELFON 357091 - 351013

e e m St m .. e -

BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT KEPUTUSAN TANGGAL : 08-09-2004
NOMOR  : 08328/IM2/ 2004 ‘

NAMA PT.TAMAN HARAPAN INDAH

- LAMPIRAN IV

: KOMFLEK TAMAN SEMANAN INDAH BLOK -A RE/RW:
Kel.DURI KOSAMBI, Kerc . CENGKARENG, W{l.JAKARTA BARAT
FENGAWASAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

¢ MENAMBAH DAl MERUBAH EAMGUHAN, HUMIAN & FASILITASMYA, -

LOKASI BANGUNAN

JENIS KEGIATAHN
NAMA PROYEK

i . (WDS)

; MEMPERHATIKAN: AT
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) ! !Rﬁ [IAA 8 Xty J
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APARTEMENT SEMANAN INDAH

MENARA ANGGREK T
DAFTAR HARGA S N o "\ E '
TYPE : STUDIO, 1 KAMAR, ZKA'VIAR 3 KAMAR diian RB&§.
TUAS HARGA JUAL
No. | LANTAI No. UNIT - TYPE S.GROSS | NETT TUNAI BERTAHAP KPA
] 2 2,23,5.7,15,17 | -STUDIO 15 14 64.804.696 68.854.990 72.905.283
2 2 10, 18 | KAMAR 30 29 123.492.600 131.210.888 138.929.1 75
3 2 12,16, 20, 22 I KAMAR 30 30 127.608.536 135.584,070 143.559.6 03
] 2 3.6,8,11,19 I KAMAR 31 30 130.309.256 138.453.585 146.597.9 13
5 2 9 T KAMAR 31 30 133.009.976 141.323.100 149.636.2 23
"6 2 1 2 KAMAR 49 | 45 210.938.816 224.122.492 237.306.1 68
7 2 21 2 KAMAR 49 45 210.241.856 223.381.972 236.522.088
1 3 3.5,7,15,17,26 | . STUDIO 15 14 65811416 69.924.630 74.037.843
2 3 10,12, 20, 22 "STUDIO 15 14 64.468.800 68.498.100 72.527.400
3 3 5,16,18,23,25 | 1KAMAR 31 30 129.634.560 137.736.720 145.838.880
r 3 3,8,11,19,21 TXAMAR 31 30 132.335.280 140.606.235 148.877.190
5 3 9 | KAMAR 31 30 135.036.000 143.475.750 151.915.500
6 3 ] [ KMR SDT 35 335 | 156.695.000 166.488.438 176.281.875
[ 5 2.5,7,15,17,26 | _STUDIO 15 T 67.155.000 71.352.188 | 75.5493735 ]
; 5 10,12, 20,22 STUDIO 5 14 65.811.416 69.924.630 74.037.843
3 5 §.16.18,23,25 | IKAMAR 31 30 132.335.280 140.606.235 148.877.190
2 5 3,8,11,19,21 TKAMAR | 31 ~| 30 -] 135.036.000 143.475.750 151.915.500
5 5 9 1 KAMAR 31 30 137.736.720 146.345.265 154.953.810
6 S 1 | KMR SDT 35 33,5 159.828416 169.817.692 179.806.968
1 6 7.5,7,15,17,26 | ' STUDIO 15 14 68.498.584 72.719.746 77.060907 |
2 3 10,12, 20, 22 STUDIO 15 14 67.155.000 71.352.188 75.549.375
3 6 6,16,18,23,25 | 1KAMAR 3 30 135.036.000 143.475.750 151.915.500
4 6 3,8,11,19 I KAMAR 3l 30 137.736.720 146.345.265 154.953810
s 6 9 T KAMAR 31 30 140.437.440 149.214.780 157.992.120
6 6 1 I-KMR SDT 35 33,5 162.962.800 173.147.975 183.333.150
7 6 21 3 KAMAR 60 .57 271.814.400 282.802.800 305.791.200
] 7 2.5.7,15,17,26 | STUDIO 15 14 69.841.200 74.206.215 78.571 350
2 7 10,12, 20, 22 . STUDIO 15 7 68.498.564 72.779.746 77.060.907
3 7 6.16,18,23,25 | .1KAMAR 31 30 137.736.720 146.345.265 154953810
4 7 3,8,11,10 I KAMAR 3l 50 140,437.440 149.214.780 157.992.120
5 7 9 I KAMAR 31 30 143.138.160 152.084.295 161.030.43G
.6 7 1,21 1 KMR SDT 35 33,5 166.097.184 176.478.258 186.859.332
" 8 2,17 STUDIO 15 14 71.855.608 76.346.584 80.837.550
2 [+ 8 6,16 - TKAMAR. 31 |- 30 141.787.800 150.649.538 159.511.275
3 | 8 T, 11 TKMRSDT | 35 3.5 170.796.824 181.471.626 192.146.427 |
3 8 10,12,15 2 KAMAR 49 a5 211.664.816 224.893.867 238.122918
S 3 3,5,7,8 2 KAMAR 49 a5 215.696.536 229.177.570 742.658.603
6 8 9 2 KAMAR 49 45 219.728.256 233.461.272 247.194.288
1 PR T, 11 T—1 KMR SDT 35 33,5 175.498.400 186.467.050 197.435.100
2 PH 6,10,12 "2 KAMAR 49 45 217.712.880 231.319.935 244.926990
3 PH 2.3,5.7,8,16 | 2KAMAR | 49 45 221.744.600 235.603.638 249.462.675
4 | PH 9 2KAMAR ‘| 45 15 225.776.320 239.387.340 253.998.360
Note : - 27 maret 200

I. Harga belum termasuk :

*Akta Jual Beli

*Biaya Pengurusan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Ke Konsumen '
*Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Ban;,umn .

- *Biaya Pengurusan KPR. Bank
*Biaya yang timbul atas ketentuan Pemerintah

2. Harga sudah termasuk PPN

3. Harga scwaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuian schelumnya

Pengadaan tanah...,

Evyta Chandra, FH Ul, 2009
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TATA CARA PEMBAYARAN
TUNAI |  BERTANAP6X _ KPA
HARI KE - | BOOKING FEE RP.2.600.000 | RP.2.000.000 RP. 2.000.000
HARI KE -__ DP | DP1(50%-BF) |DP1(1667%-BF) | OPI{5%-BF)
B 1HARI KEE- 30 ppP PELUNASAN S0% [|DP2( 16,67% ) I{P2( % )
" HARI KE - 60 P \ DP3( 1667% ) | LP3 ( 4% )
" HARIKE - 90 op ] DP4( 1667% ) | DP&( 4% )
.——HARL.KE- 120 "DpP . DPS( 1667% ) | DPS ( 4% )
B _&:l_ARlKE-lSO DP \ DPG( 1667% 3 | DP6 ( 4% )
" HARIKE - 180 DP i i )

DP7 ( 4%

HARIKE - 210

—

KPA BANK

. KETERANGAN

DUNRW PAYMENT ( DP - 1) SELAMBAT - LAMEATNY.A HARUS DITERIMA 7 HARL SETELAK BUORING ¥ i1

AVABILA D

ATAUMEMDATALKAN UNIT TERSERUT.

wnssvam

APABILA BATAL BOOKING FEE YANG SUDAH DITERIMA DEVELOPER TIDAK DAPAT DIKEMBALIK.AN

RETENTUAN - KETENTUAN LAINNY.A ADA PADA LEMBAR BELAKANG SURAT PESANAN

Pengadaan tanah...

, Evyta Chandra, FH Ul, 2009

SISA 70% KPA

P BELUM DITERIMA PAD/A HARIKE 7. MAKA DEVELOPER BERHAK UNTUK MENJUAL KENiBA)



QD
o

M

QD

-

~+

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009
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2. Dinding Bata diplester dan dicat

B. UNIT g et
1 Lantai < e: Keramik 30 x 30
2. Kamar Mandi : Keramik 20 x 20
' e EPVCuntuk pintu

3. Dinding v~ i\B ata Ildiplester dan dicat
A. Plafond .;fg”-Beton exposed dicat dan

- e - cv'fgypsum /
5. Pintu%-:~fefpouble.teak wood dicat,

o m>/ee"™N; S|Naluminium

6. jendelaJ™i*umihium l;:
7. SanitairV/\gi#otby:Setaram& & }<;’
8. Dapur-4>jStif1~ela beton lapis keramik

Tipe 1 Kamar Tidur *31 m2(30 m2)

Tipe 1 Kamar Tidur 1 Sudut *35 m2(33,5 m2

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH Ul, 2009
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